


Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag. 
Miti Yarmunida, M.Ag. 

i 

PRODUK TABUNGAN HAJI DI PERBANKAN SYARIAH 

Antara Ibadah dan Bisnis 

Tim Penulis : 

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag. 

Miti Yarmunida, M.Ag. 

PENERBIT CV ZIGIE UTAMA 

2020 



PRODUK TABUNGAN HAJI DI PERBANKAN SYARIAH 
Antara Ibadah dan Bisnis 

ii 

PRODUK TABUNGAN HAJI DI PERBANKAN SYARIAH 

Antara Ibadah dan Bisnis 

Penulis : 

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag. 
Miti Yarmunida, M.Ag. 

Editor : 

Dr.Asnaini, MA 

Layout  
Tim Kreatif Zigie Utama 

ISBN 978-623-7558-39-2 
vi, 131 Hlm, 18 x 25 Cm 

Diterbitkan Oleh  
Penerbit CV. Zigie Utama 

Anggota IKAPI Nomor 03/Bengkulu/2019 
Jln. Pancur Mas, RT 8 RW 2 Kel.Sukarami Kec.Selebar Kota 

Bengkulu 0853-6917-9919 
www.zigie.co.id  

Hak Cipta, Hak Penerbitan, dan Hak Pemasaran pada Penulis 
Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang 

memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan cara 
apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronis, 

termasuk foto copy, rekaman, dan lain-lain tanpa izin atau 
persetujuan dari Penulis. 

Isi di luar tanggung jawab penerbit 

Cetakan Pertama, Januari 2020 

http://www.zigie.co.id/


Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag. 
Miti Yarmunida, M.Ag. 

iii 

Abstrak 

 

Ada dua persoalan akademik yang diangkat dalam penelitian 
ini. Pertama, bagaimakah impelentasi nisbah bagi hasil pada produk 
Tabungan Haji di perbankakan Syariah. Kedua, bagaimanakah 
analisis filosofis terhadap implementasi nisbah bagi hasil produk 
Tabungan Haji tersebut dari aspek sosiologis, normatif dan 
ekonomis. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk 
menguraikan dan menganalisa pelaksanaan nisbah bagi hasil pada 
produk Tabungan Haji di perbankan syariah, menganalisa secara 
Filosofis pelaksanaan nisbah bagi hasil produk Tabungan Haji di 
perbankan syariah dengan pendekatan intergratif-interkonektif 
(multidisipliner)  dari aspek sosiologis, normatif dan ekonomis. 
Penelitian ini menggunakan metode kalitatif, dengan teknik 
pengumpulan data melaui observasi, wawancara, dokumentasi dan 
literature dari para peneliti sejinis sebelumnya. Analisis data 
mengikiti model Miles dan Humberman dimna analisis data 
kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 
menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan 
datanya sampai jenuh. 

Analisis mendalam dari hasil penelitian terhadap pelaksanaan 
nisbah bagi hasil produk Tabungan Haji di perbankan syariah, 
diperoleh kesimpulan: Pertama, secara prosedural proses 
pelaksanaan nisbah bagi hasil produk Tabungan Haji di perbankan 
syariah sudah berjalan dengan baik dan benar. Kedua, analisis 
mendalam dari aspek sosiologis pelaksanaan nisbah bagi hasil 
produk Tabungan Haji di perbankan syariah relatif belum menjawab 
persoalan. Adapun dari sisi normatif masih ada persoalan hukum 
pada saat akad, dimana nasabah tidak mendapatkan penjelasan 
yang memadai mengenai nisbah bagi hasil, sehinggga 
pelaksanaannya juga tidak sebagaimana mestinya.Sedangkan dari 
aspek ekonomi impementasi nisbah bagi hasil produk Tabungan 
Haji BNI Srariah ini cenderung menguntungkan sepihak, yaitu pihak 
bank sendiri. terutama karena sikap apatis nasabah. 
 
Kata kunci: Nisbah bagi hasil, Tabungan Haji, Perbankan Syariah 
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PENDAHULUAN 

 

 

nti utama dari bisnis syariah dalam industri perbankan 

adalah menolak sistem bunga seperti yang dipraktikkan 

bank konvensional, karena sistem bunga menurut mayoritas 

ulama dipandang sebagai riba atau setidaknya memiliki status 

hukum syubhat yang semestinya dijauhi dan dihindari. Praktik riba 

pada bank konvensional tersebut umumnya berasal dari akad utang 

piutang, maka perbankan syari’ah melakukan modifikasi akad 

berbasis utang piutang menjadi akad jual beli (bai’ murabahah), 

mudlarabah dan musyarakah. Dalam ketiga konsep ini, aturan fiqih 

mensyaratkan adanya profit and loss sharing, yaitu sebuah konsep 

berbagi untung dan rugi, dan oleh karenanya disebut juga sebagai 

akad bagi hasil. Itu sebabnya maka setiap produk bisnis perbankan 

syari’ah berbasis pada konsep profit and loss sharing. 

Salah satu produk perbankan syariah untuk meraih dana 

investasi masyarakat adalah tabugan yang menggunakan akad 

mudharabah dengan berbagai variannya.  Bank BNI syari’ah 

misalkan, sejauh informasi yang diperoleh,1 sudah meluncurkan 

sembilan jenis tabungan, salah satunya adalah Tabungan Haji yang 

bernama BNI Baitullah iB Hasanah.2 Bank BRISyariah juga 

meluncurkan Tabungan Haji BRISyariah iB merupakan tabungan 

persiapan bagi masyarakat yang▬ ingin melakukan perjalanan 

ibadah haji guna menunaikaan rukun Islam ke-5 dengan prinsip bagi 

hasil (Mudharabah Muthlaqah) dalam bentuk investasi. Tabungan 

ini memberikan ketenangan, kenyamanan serta lebih berkah dalam 

penyempurnaan ibadah karena pengelolaan dana sesuai syariah. 

                                                           
1https://www.infoperbankan.com/bni-syariah/9-jenis-produk-

tabungan-bni-syariah.html, diakses pada tanggal 16 September 2019. Informasi ini 
dibenarkan oleh Farida Rachmasari (Learning Center Manager) BNI Syariah Kantor 
Pusat Jakarta., wawancara pada tanggal 17 Oktober 2019. 

2Farida Rachmasari, wawancara pada tanggal 17 Oktober 2019. 

I 

https://www.infoperbankan.com/bni-syariah/9-jenis-produk-tabungan-bni-syariah.html
https://www.infoperbankan.com/bni-syariah/9-jenis-produk-tabungan-bni-syariah.html
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Ketenangan, kenyamanan serta lebih berkah dalam penyempurnaan 

ibadah karena pengelolaan dana sesuai syariah.3 Demikian juga 

Bank Mandiri Syariah, memiliki produk tabungan haji yang dikenal 

dengan nama Tabungan Mabrur BSM. Tabungan Mabrur Haji dan 

Umrah Bank Syariah Mandiri ini menggunakan prinsip Mudharabah 

Mutlaqah dalam mata uang Rupiah.4 

Terkait dengan akad mudlarabah pada produk tabungan di 

perbankan syariah secara umum, cukup mendapat perhatian dari 

kalangan akademisi sebagai subjek kajian dalam berbagai research 

yang sudah dilakukan, terutama menyangkut implementasinya. 

Dengan kata lain penelitian yang dilakukan baru hanya terbatas 

pada mengetahui apakah pelaksanaan peroduk tabungan haji sudah 

sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditentukan (baca: prinsip-

prinsip syariah). Kajian yang dilakukan belum menyentuh pada 

landasan filosofis bisnis syariah yang terkandung dalam konsep 

nisbah bagi hasil pada produk tabungan tersebut. Kajian ini menjadi 

menarik karena terkhusus pada produk tabungan haji terkandung 

dimensi bisnis sekaligus demensi ibadah. Memang dalam berbisnis 

yang baik (menurut syariah) tidak boleh lepas dari dimensi ibadah, 

bisnis menjadi ibadah (berpahala) kalau diniati ibadah. Tapi 

sebaliknya ibadah tidak diperkenankan  mengandung dimensi 

bisnis, terlebih ibadah mahdlah sepertihalnya ibadah haji. Di 

sampiing itu secara manejerial, antarra bisnis dengan ibadah 

haruslah terpisah, nama bisnis mana ibadah. Oleh karenanya kajian 

mendalam dengan menggunakan pendekatan mulitidisipliner perlu 

dilakukan. 

Seperti diketahui bahwa ibadah haji karena memiliki spesifikasi 

tertentu baik menyangkut waktu maupun tempat pelaksanaannya, 

bagi umat Islam di Indonesia termasuk ibadah biaya tinggi, dan oleh 

karenanya Allah SWT hanya mengundang orang-orang beriman 

                                                           
3https://brisyariah.co.id/ diakses pada tanggal 16 September 2019. 
4https://www.mandirisyariah.co.id/index.php?/consumer-

banking/tabungan/syarat-dan-ketentuan. Diakses pada tangggal 15 Setember 2019 

https://brisyariah.co.id/
https://www.mandirisyariah.co.id/index.php?/consumer-banking/tabungan/syarat-dan-ketentuan
https://www.mandirisyariah.co.id/index.php?/consumer-banking/tabungan/syarat-dan-ketentuan
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yang memiliki kemampuan finansial yang memadai.5 Sejalan 

dengan peningkatan perekonomian, meskipun mahal animo 

masyarakat untuk pergi menunaikan rukun Islam ke lima ini 

semakin tahun semakin meningkat. Di sisi lain, kuota haji yang 

diberikan Pemerintah Arab Saudi terbatas, sihingga antrian panjang 

menunggu giliran berangkat menunaikan ibadah haji makin 

panjang. Kondisi ini mengharuskan Pemerintah Indonesia membuat 

berbagai regulasi, termasuk batas minimal nominal setoran sebagai 

prasyarat mendapatkan nomor antri (porsi haji), yaitu sebesar Rp. 

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupah), yang meurut ukuran 

ekonomi rata-rata umat Islam di Indonesia relatif tinggi. Untuk 

menjawab persoalan inilah maka pihak perbankan syariah 

menawarkan produk tabungan haji dengan menggunakan akad 

mudlarabah, dengan harapan masyarakat dapat mencicil melalui 

tabungan sebelum mencapai nominal Rp. 25.000.000,-. 

Sebagaimana telah disebutkan bahwa perhatian dan kajian serius 

tentang nisbah bagi hasil masih terkonsentrasi pada 

imlementasi/pelaksaanaan pada Bank Syariah yang memasarkan 

produk tabungan, terkhusus tabungan haji. Dengan kata lain 

penelitian yang dilakukan baru hanya terbatas pada mengetahui 

apakah pelaksanaan peroduk tabungan haji sudah sesuai dengan 

batasan-batasan yang telah ditentukan (baca: prinsip-prinsip 

syariah). Belum menyentuh pada landasan filosofis bisnis syariah 

yang terkandung dalam konsep nisbah bagi hasil pada produk 

tabungan tersebut. Adapun peta perkembangan kajian yang sudah 

dilakukan terhadap produk tabungan yang menggunakan akad 

mudlarabah, termasuk di dalamnya tabungan haji  ini adalah sebagai 

berikut: 

Ika Wahyuningsih dan Nur Suci. mengangkat judul “Perlakuan 

Akuntansi Tabungan Haji Pada Bank Mega Syariah di Surabaya”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas 

produk tabungan haji yang digolongkan ke dalam tabungan 

                                                           
5Lihat QS. Ali Imran: 97 
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mudharabah berdasarkan PSAK No. 105 pada Bank Syariah Mega 

cabang Surabaya.  Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa 

tabungan haji pada Bank Syariah Mega digolongkan kedalam 

tabungan mudharabah;Tabungan mudharabah pada Bank Syariah 

Mega disajikan di neraca pada kelompok pasiva sebesar nilai 

nominalnya dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, 

hal tersebut telah sesuai dengan PSAK No. 105; Pengakuan dan 

pengukuran tabungan mudharabah haji ini dikelompokkan menjadi 

tujuh tahap, yaitu saat pembukaan rekening, saat penyetoran awal 

BPIH, saat penyetoran lunas BPIH, saat pembatalan sebelum 

terdaftar ke Departemen Agama,saat pembatalan setoran awal 

BPIH, dan saat pembatalan setoran lunas BPIH.6 

R. Ajeng Entaresmen dan Desy Putri Pertiwi, melakukan 

penelitian yang berjudul “Strategi Pemasaran Terhadap Penjualan 

Produk Tabungan iB Hasanah di PT. Bank Negara Indonesia Syariah 

Kantor Cabang x” . Tujuan penelitian ini, antara lain adalah ntuk 

mengetahui penerapan apa saja yang dipakai untuk mencapai 

strategi pemasaran pada penjualan produk tabungan iB Hasanah di 

BNI Syariah Kantor Cabang x. Penelitan ini menghasilkan 

kesimpulan bahwa strategi pemasaran yang dilakukan BNI Syariah 

dalam memasarkan produk Tabungan iB Hasanah yakni mengacu 

pada 2 pola yaitu pola intensifikasi dimana upaya ini dilakukan 

kepada nasabah yang sebelumnya sudah menggunakan produk BNI 

Syariah, tetapi BNI Syariah memasarkannya kembali kepada kerabat 

terdekat nasabah tersebut serta pola ekstensifikasi dimana upaya ini 

dilakukan kepada nasabah di bank lain yang juga memiliki potensi 

tinggi untuk melakukan pendanaan di BNI Syariah. Adapun 

penerapan dalam memasarkan produk Tabungan iB Hasanah secara 

umum menggunakan teori marketing mix 9P yang meliputi process 

                                                           
6Ika Wahyuningsih dan Nur Suci, “Perlakuan Akuntansi Tabungan Haji 

Pada Bank Mega Syariah di Surabaya”: The Indonesian Accounting Review, Volume 2, 
No. 2, July 2012, h. 243 – 256. 
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(proses), people (orang atau target pemasaran), product (produk), 

price (harga), place (tempat), promotion (promosi), partners (mitra), 

persentation (persentasi) serta passion (ketertarikan).7 

Aqwa Naser Daulay, meneliti “Faktor-Faktor Yang Berhubungan 

Dengan Perkembangan Produk Tabungan Haji Perbankan Syariah di 

Indonesia”. Adapun temuan dalam penelitian ini terdapat tiga faktor 

yang berhubungan dengan perkembangan produk tabungan haji 

yaitu: Pertama, faktor yang berkaitan langsung dengan produk, 

seperti; pelayanan dan akad yang digunakan. Kedua, kebijakan 

pemerintah mengenai keterbatasan quota haji yang mengharuskan 

mekanisme waiting list. Ketiga, peningkatan pendapatan masyarakat 

muslim.8 

Munawir, melakukan penelitian kualitatif berjuan utuk 

mengetahui apakah prraktik mudharabah pada produk tabungan 

sahabat di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu 

Banyuwangi sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek penerapan akad 

mudharabah yang diterapkan pada produk Tabungan Sahabat 

sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional  Hal ini 

dibuktikan dengan adanya perhitungan bagi hasil.Dalam penerapan 

akad mudharabah pada produk tabungan sahabat, Bank Muamalat 

Indonesia Cabang Pembantu Banyuwangi terlebih dahulu 

mengitung HI-1000, yakni angka yang menunjukkan hasil investasi 

yang diperoleh dari penyaluran setiap Rp. 1.000 dana nasabah. 

Dengan menggunakan metode perhitungan HI-1000, maka sistem 

bagi hasil telah diterapkan dengan baik oleh Bank Muamalat 

Indonesia Cabang Pembantu Banyuwangi. Dalam tinjauan praktek 

                                                           
7R. Ajeng Entaresmen dan Desy Putri Pertiwi, melakukan penelitian yang 

berjudul “Strategi Pemasaran Terhadap Penjualan Produk Tabungan iB Hasanah di 
PT. Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang x”: Jurnal Manajemen dan 
Pemasaran Jasa Vol . 9 No. 1 2016, h. 53-74 

8Aqwa Naser Daulay, “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan 
Perkembangan Produk Tabungan Haji Perbankan Syariah Di Indonesia” (Jurnal 
Human Falah: Volume 4. No. 1 Januari – Juni 2017) h. 134 
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mudharabah pada produk tabungan sahabat dengan Fatwa Dewan 

Syariah Nasional, dalam analisis peneliti sudah sesuai. Karena 

berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional produk tabungan yang 

dibenarkan adalah produk tabungan yang menggunakan akad 

mudharabah dan wadi’ah, sedangkan produk tabunga yang tidak 

dibenarkan pad produk tabungan adalah yang berdasarkan 

perhitungan bunga.Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi informasi dan masukan-masukan bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan dalam penerapan akad mudharabah pada 

produk tabungan sahabat tersebut, selain itu juga dapat memberikan 

pembelajaran yang berimplikasi pada terwujudnya perbankan 

syari’ah yang berkualitas dan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah 

Nasional (DSN).9 

Nuraini & Azhar Muttaqin, meneliti “Korelasi Antara Penerapan 

Akad Mudharabah dan Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri 

(Tahun 2012-2016)”. Hasil kajiannya menunjukkan pelaksanaan 

pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri pada 

prinsipnya mengedepankan saling percaya antara nasabah dengan 

pihak Bank Syariah Mandiri hal ini dpaat diketahui dari akad dan 

prosedur pembiayaan dilakukan beberapa tahap yaitu, tahap 

sosialisasi dan permohonan, tahap investigasi, tahap analisa, tahap 

persetujuan, tahap pencairan, tahap monitoring, tahap angsuran dan 

tahap perhitungan bagi hasil. Kedua, berdasarkan hasil pengujian 

data maka korelasi antara pelaksanaan mudharabah pada bank 

syariah mandiri sama dengan pelaksanaan pembiayaan lainnya. 

Hasil pengolahan uji data menunjukkan berpengaruh positif dan 

signifikan yang berarti variabel independen Mudharabah 

mempunyai korelasi positif dan signifikan dengan variabel 

dependen profitabilitas Return on Asset. Artinya bahwa pembiayaan 

                                                           
9Munawir, “Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk 

Tabungan Sahabat Serta Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Di 
Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi, Jurnal Istiqro‟ : 
Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.5 / No.2: Juli 2017, h. 88-104 
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mudharabah mempunyai korelasi yang positif dan signifikan 

dengan profitabilitas pada bank syariah mandiri.10 

Nuryadi Akbar, melakukan penelitian berjudul “Tinjauan 

Terhadap Strategi Pemasaran pada Tabungan Haji dalam Akad 

Mudharabah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KCP Sudirman, 

Bogor)”. Penelitian ini dilakukan untuk mengatahui strategi 

pemasaran dan penerapan analisis swot pada produk tabungan haji 

mabrur di Bank Syariah mandiri KCP Sudirman, Bogor. adapun data 

skunder yang bersumber dari naskah, catatan, dokumen dan 

sebagainya, yang ada hubungannya dengan permasalahan yang 

menjadi obyek penelitian. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, 

bahwa strategi pemasaran yang dilakukan oleh Bank Syariah 

Mandiri KCP Sudirman, Bogor mengguanakan target pasar yang 

dituju yaitu segmentation khusus secara segi daerah atau wilayah, 

segi usia, dan segi status nasabah. Selain itu Bank Syariah Mandiri 

menggunakan bauran pemasaran (Marketing mix) yang 

mengandung unsur 4P, yaitu strategi produk, strategi harga, strategi 

saluran distribusi, dan strategi promosi. Dalam strategi promosi 

menggunakan promosi berupa periklanan, penjualan pribadi, 

promosi penjualan dan publisitas.11 

SementaraTenny Badina, staf pengajar Fakultas Ekonomi 

Untirta,12 meneliti rasio penetapan bagi hasil akad mudharabah dan 

musyarakah di BNI Syariah. Tenni tidak memfokuskan peneliannya 

pada salah satu produk bagi hasil, melainkan semua produk BNI 

Syariah yang menggunakan akad mudarabah dan musyarakah. 

 

                                                           
10Nuraini & Azhar Muttaqin, ”Korelasi Antara Penerapan Akad 

Mudharabah dan Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri (Tahun 2012-2016)” 
FALAH Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 3, No.1, Agustus 2018, hlm 25-37 

11Nuryadi Akbar, Tinjauan Terhadap Strategi Pemasaran pada Tabungan 
Haji dalam Akad Mudharabah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KCP Sudirman, 
Bogor), Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 1 January 2019, h. 
70-90 

12Tenny Badina, “Penetapan Rasio Bagi Hasil Akad Mudharabah dan 
Musyarakah (Studi Kasus BNI Syari’ah),  Jurnal Media Ekonomi Vol. 19, No. 3, 
Desember 2011, hlm. 1-23 
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BAB I 
PERBANKAN SYRIAH 

 

A. Beberapa Pengertian 

Kehadiran perbankan Islam sebagai konsekuensi logis dari 

terbangunnya sitem ekonomi Islam. Di Indonesia kata Islam yang 

menempel di istilah ekonomi lebih familier dengan istilah syariah, 

tapi tidak meninggalkan istilah Islam sama sekali, terkadang dalam 

penamaan objek tertentu masih memakai istilah Islam, seperti 

penamaan fakultas dengan “Ekonomi dan Bisnis Islam”. Di berbagai 

literarur ekonomi dan bisnis di Indonesia khusunya juga banyak 

ditemukan dua istilah ini secara tidak konsisten. Oleh karena itu 

sebelum lebih lanjut mendalami tentang perbankan syariah ada 

baiknya masalah peristilahan tersebut disegarkan kembali. 

1.  Ekonomi Islam atau Ekonomi Syariah 

Kata ekonomi mengandung pengertian; (1) ilmu mengenai asas-

asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta 

kekayaan; (2) pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya 

yang berharga.13 Padanan kata ekonomi dalam bahasa Arab terambil 

dari kata iqtishad, yangberarti kesederhanaan,. Dari kata iqtishad 

tersebut berkembang dan meluas sehingga mencakup pengertian 

‘ilm al-iqtishad, yaitu ilmu yang berkaitan atau yang membahas 

ekonomi.14 Dengan demikian, jika digabung kata ekonomi dengan 

Islam, maka sebuah sistem (ilmu pengetahuan) mengenai asas-asas 

                                                           
13Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

cet.ketiga, (Jakarta: 
Balai Pustaka, 1990), hal. 220 

14Berkaitan dengan kata iqtishad, oleh ahli diterjemahkan dengan 
ekonomi, misalnya karya 
dari Taqyuddin al-Nabhani (1996) berjudul An-Nidlam Al-iqtishad Fil Islam, Karya 
Syauki Ahmad 
Dunya (1994) berjudul Al-Iqtishad Al-Islami, Abdurrahman Al-Maliki (2001), 
berjudul As-siyasatu alIqtishadiyatu al-Mutsla 
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produksi, distribusi dan konsumsi yang bersumber dari makna dan 

nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Quran dan al-Hadis. Adalah 

logis jika Menurut Mohammad Nejatullah Shiddiq dalam karyanya 

berjudul Recent Work on History of Economic Thought in Islam Survey, 

sebagaimana dilansir oleh Adi Warman Kalim, bahwa ekonomi 

Islam telah telah ada seiring dengan kedatangan Islam itu sendiri. 

Sepanjang 14 abad silam sejarah Islam telah menjelaskan penemuan 

studi yang berkelanjutan tentang isu ekonomi dalam pandangan 

syari’ah. Sebagian besar diskursus ini hanya terkubur dalam 

literature tafsir al-qur’an, sarah hadits, dasar-dasar hukum, usul fiqh, 

dan hukum fiqh. Belum terdapat usaha-usaha sistematis untuk 

mengkaji lebih dalam lagi materi-materi itu agar menjadi lebih 

aplikatif.15 

Istilah ekonomi Islam lebih pepuler di dunia Islam pada 

umumnya, sedangkan di Indonesia lebih banyak atau lebih familier 

menggunakan istilah ekonomi syari’ah. Menurut Mustafa E. 

Nasution yang dikutip oleh Mokh. Syaiful Bakhri,16 penggunaan 

istilah ekonomi syariah hanya ditemukan di Indonesia sehubungan 

dengan pendirian Bank Syariah pertama tahun 1992. Sedangkan di 

dunia Internasional istilah itu tidak digunakan, melainkan Bank 

Islam (Islamic Bank). Kehadiran Bank Syairah ini kemuadian disusul 

oleh lembaga-lembaga keuangan non bank lainnya, semuanya 

menggunakan istilah syariah. Begitu pula lembaga-lembaga bisnis 

non bank juaga menggunakan lebel syariah. Tidak diketahui secara 

pasti latar belakang mengapa di Indonesia lebih pepuler dengan 

istilah syariah, namun secara substansi istilah ekonomi Islam dan 

                                                           
15Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam, Jakarta: IIIT Indonesia, 2002, 

hal., Jakarta: IIIT 
Indonesia, 2002, hal.3 

16Mokh. Syaiful Bakhri, (Ed.), Ekonomi Syari’ah Dalam Sorotan, Jakarta: 
Permodalan 

Nasional Madani, 2003, hal.28 
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ekonomi syariah adalah sama yaitu untuk menunjukkan sebuah 

sistem ekonomi yang berbasis syariat Islam.17 

Selanjutnya yang dimaksud dengan sistem ekonomi yang 

berbasis syariat Islam di sini tidak lain adalah merujuk pada fikih 

mu’amalah. Di dalam ketentuan hukum mu’amalah yang menjadi 

prinsip utamanya adalah keadilan ekonomi. Dalam rangka menjaga 

rasa keadilan ekonomi inilah maka segenap prilaku ekonomi syariah 

harus menghindari riba, penipuan, dan segala transaksi yang dapat 

menimbulkan kerugian bagi pihak lain. 

2. Bisnis Islam atau Syariah  

Bisnis adalah istilah yang sudah sangat populer di kalangan 

masyarakat tanpa batas ruang dan kelas sosial tertentu. Artinya dari 

masyarrakat perkotaan sampai pedesaan dan dari masyarakat kelas 

(ekonomi) atas sampai yang paling rendah, di negara-negara miskin, 

berkembang dan negara maju. Di Indonesia istilah bisnis atau 

pebisnis (busnessman) tidak lagi identik dengan pengusaha atau 

pebisnis yang tersohor yang sudah mencapai puncak prestasi bisnis 

pada level regional, nasional dan internasional. Bahkan di kalangan 

masyarakat pemakaian istilah bisnis untuk semua urusan atau 

kesibukan yang belum tentu bermotivasi keuntungan materi (profit 

oriented). Kecendrungan terdebut adalah wajar karena kata bisnis 

sendiri diserap dari Bahasa Inggris “business” dari akar kata “busy”, 

berarti sibuk atau dalam bentuk kata kerja yang berarti 

                                                           
17Ada sementara kalangan yang mencoba mengaitkan –penggunaan istilah 

syariah lebih digemari di Indinesia ketimbang kata Islam– dengan  latar belakang 
sejarah politik bangsa Indonesia ketika wacana ekonomi Islam mendapat tanggapan 
luas bagi masyarakat bersamaan dengan itu pula suasana fobia terhadap Islam 
menggelora, banyak kalangan yang sengaja membangun opini dengan menonjolkan 
gerakan-gerakan separatis Islam seperti DI/ TII dan Gerakan Kahar Muzakkar, 
sehingga kesan dari kata Islam selalu diarahkan ke sana. Pertimbangan historis 
inilah yang menyebabkan penggunaan ekonomi Islam tidak popular, melainkan 
dengan ekonomi syari’ahM. Arfin Hamid, Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia 
Perspektif Sosio- Yuridis, (Jakarta: Paramuda, 2007), hal.65-66 
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menyibukkan diri.18 Sibuk di sini bisa jadi sibuk seseorang atau 

komunitas atau masyarakat yang sibuk mengerjakan aktivitas dan 

pekerjaan yang bisa mendatangkan manfaat, laba atau keuntungan. 

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kara bisnis berarti usaha 

komersial dalam dunia perdagangan; bidang usaha; usaha dagang.19 

Intinya bisnis adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu 

atau sebuah badan usaha. Tindakan yang meliputi bisnis ini berputar 

pada keuntungan dan pemenuhan kebutuhan dari pasar maupun 

masyarakat pada umumnya. Jadi pemahaman bisnis tidak terbatas 

kedalam pekerjaan yang dilakukan oleh para pengusaha saja. 

Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau 

penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan 

keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi 

secara efektif dan efisien. Adapun sektor-sektor ekonomi bisnis 

tersebut meliputi sektor pertanian, sektor industri, jasa, dan 

perdagangan.20 

Bisnis merupakan suatu istilah untuk menjelaskan segala 

aktifitas berbagai institusi dari yang menghasilkan barang dan jasa 

yang perlu untuk kehidupan masyarakat sehari-hari.21 Lebih khusus 

Skinner sebagaimana dikutif oleh Waldi22 mendefinisikan bisnis 

sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling 

menguntungkan atau memberi manfaat. Menurut Anoraga dan 

Soegiastuti, bisnis memiliki makna dasar sebagai ”the buying and 

selling of goods and services”. Adapun dalam pandangan Straub dan 

                                                           
18Team Pustaka Phoenix, Phoenix  ADVANCED Dictionary, cet. III, 

(Jakarta Barat: PT. Media Pustaka Poenix, 2009), h. 88 
19Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar… hal. 183 
20Muslich. Etika Bisnis Islami, (Yogyakarta: Ekonisia Fakultas EkonomiUII, 

2010), h. 46 
21M. Manullang, M. Pengantar Bisnis, (Yogyakarta : Gadjah Mada 

University Press, 2002), h. 8 
22Waldi Nopriansyah, Hukum Bisnis di Indonesia. Dilengkapi dengan Hukum 

Bisnis dalam Perspetif Syariah, (Jakarta: Prenatamedia Group, 2019), h. 8 



Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag. 
Miti Yarmunida, M.Ag. 

13 

Attner, dalam Yusanto dan Karebet23 bisnis tak lain adalah suatu 

organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan 

barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk 

memperoleh profit. Bisnis adalah kegiatan ekonomis. Hal-hal yang 

terjadi dalam kegiatan ini adalah tukar menukar, jual beli, 

memproduksi, memasarkan, bekerja, memperkerjakan, serta 

interaksi manusiawi lainnya, dengan tujuan memperoleh 

keuntungan.24 

Dari berbagai macam definisi bisnis di atas, secara sederhana 

dapat dirumuskan bahwa binis adalah segala aktifitas individu atau 

badan hukum yang berkaitan dengan ekonomi untuk memperoleh 

hasil dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya. 

Dengan demikian maka memperoleh hasil atau untung merupakan 

tujuan antara, tujuan akhirnya adalah memenuhi kebutuhan dan tau 

keinginannya.  

Bisnis telah ada dalam sistem dan struktur dunianya yang baku, 

yaitu untuk mencari pemenuhan hidup sehingga bisnis tidak seiring 

dengan etika.25 Tidak berlebihan jika George26 menyebutnya dengan 

istilah immoral atau amoral. Sementara anggapan bahwa bisnis 

adalah bisnis, antara bisnis dan moralitas tidak ada kaitan apa-apa 

adalah mitos. Sama halnya dengan anggapan bahwa bisnis hanyalah 

mengejar keuntungan maksimal; bahwa bisnis hanyalah kegiatan 

yang berhubungan dengan keuntungan semata; dan bisnis sebagai 

permainan, merupakan arena kompetisi atau permainan judi dengan 

kemenangan menjadi tujuan utama, semuanya adalah mitos belaka. 

Dengan berbagai mitos tersebut, citra buruk bisnis seakan mendapat 

legitimasi. Berbagai bentuk kecurangan terjadi dalam bisnis seperti 

rendahnya solidaritas, tanggung jawab sosial dan tingkat kejujuran, 

                                                           
23Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. 

Menggagas Bisnis Islami, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 15 
24K. Bertens, Pengantar EtikaBisnis, (Yogyakarta : Kanisius,2000), h. 17 
25Fauroni, Lukman. “Rekonstruksi Etika Bisnis : Perspektif Al Qur’an”, 

Journal IQTISAD, Vol. 4 No. 1, Maret 2003, h. 92 
26Richard T. De George, Business Ethics, 5th Ed. (New York, Mac Millan 

Pub.Co., 1986), h. 5 
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saling curiga, persaingan tidak sehat, penunggakan utang, sogok 

menyogok, komersialisasi birokrasi bahkan memotong relasi 

saingan untuk mematikan usaha saingan.27  

3. Bank Syariah 

Kata bank berasal dari kata banco (bahasa Italia) yang berarti 

bangku.28  Bangku inilah yang kemudian dipergunakan oleh bankir 

untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Pada 

Abad ke-12 kata banco di Italia merujuk pada meja, counter atau 

tempat usaha penukaran uang (money changer). Arti ini 

menyiratkan fungsi transaksi yaitu penukaran uang. atau dalam arti 

transaksi bisnis yang lebih luas yaitu membayar barang dan jasa.29 

Kemudian istilah ini digunakan sampai saat ini yang 

menggambarkan tempat transaksi antara bank dan nasabah dengan 

berbagai produk dan jasa yang ditawarkan. 

Bank merupakan lembaga keuangan utama disamping 

lembaga-lembaga keuangan lain, yang tentu saja memiliki peranan 

yang sangat penting bagi perputaran roda perekonomian sebuah  

negara. Fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan 

penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang 

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan 

pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan 

ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup 

rakyat banyak. Dengan fungsi utama sebagai penghimpun dan 

penyalur dana tersebut, maka bank menyediakan berbagai produk 

perbankannya, seperti penyimpanan deposito, tabungan, giro dan 

sebagai tempat meminjam dana.  Tidak hanya itu, seduai dengan 

tuntutan masyarakat modern sekarang ini, maka bank pun 

mengembangkan sayap bisnisnya sebagai penyedia layanan 

                                                           
27Buchari Ama dan Donni Juni Priansa. Manajemen Bisnis Syariah, (Bandung 

: Alfabeta, 2009), h. 199. 
28Thomson’s Dictionary of Bankin, 11th ed.,  (London : The New Era 

Publishing Co.Ltd.) 11th ed., h. 45 
29Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Azkia 

Publisher, 2009),  h. 2 
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pembayaran belanja elektronik, tagihan telepon, tagihan listrik, dan 

pembayaran lainnya yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. 

UU RI no. 10 Tahun 1998 tanggal 10 1998 tentang perbankan, 

dalam salah satu kalausulnya menyebutkan bahwa yang dimaksud 

dengan bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari 

mesarakat dalam bentuk kredit atau bentukbentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dengan demikin 

maka, dapat dipahami bahwa bank merupakan perusahaan yang 

bergerak dibidang keuangan dan segala aktivitasnya selalu 

berkaitan dengan keuangan. Adapun dalam menjalankan kegiatan 

usahanya, bank di Indonesia dibedakan menjadi dua yaitu bank 

yang melaksanakan kegiatan usaha berdarkan prinsip konvensional, 

dan berdasarkan prinsip syariah. 

Sedangkan Bank Syariah merupakan bank yang mengikuti 

sistem ekonomi Islam. Adapun ekonomi Islam menurut 

Fazlurrahman sebagaimana dikutip oleh Farida,30 “ekonomi Islam 

menurut para pembangun dan pendukungnya dibangun di atas atau 

setidaknya diwarnai oleh prinsip-prinsip religious, berorientasi 

dunia dan akhirat.” Husein Syahatah menjelaskan definisi bank 

syariah adalah lembaga keuangan syariah yang membuka layanan 

produk perbankan dan keuangan, investasi dalam berbagai sektor 

sesuai dengan kaidah syariah dan bertujuan merealisasikan 

pertumbuhan sosial dan ekonomi umat Islam.31 

Menurut UU No. 7 tahun 1992 yang direvisi dengan UU 

Perbankan No. 10 Tahun 1998 mendefinisikan bank syariah adalah : 

lembaga keuangan yang pengoperasiannya dengan sistem bagi 

hasil. Dalam UU No.21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah 

mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank 

syariah. Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut 

bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, 

                                                           
30Farida, A. Sistem Ekonomi Indonesia. (Bandung: Pustaka Setia), h. 53 
31Husein Syahatah, al-Masharif al-Islamiyah Baina al-Fikr wa at-Tathbiq,  

(Cairo : Dar al-nasr Lil jami’at., 2009), h. 28 
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mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya.Bank Syariah adalah bank yang 

menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prisnsip 

syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank 

Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah). Dari definisi di atas dapat disimpulkan 

yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan 

yang seluruh aturan dan transaksinya mengikuti prinsip-prinsip 

syariah. Maka dalam operasional bank syariah sangat ditentukan 

oleh prinsip-prinsip syariah, tidak boleh sedikitpun ada produknya 

yang bertentangan dengan syariah. 

B. Sejarah Perkembangan 

Telah dijelaskan di atas, bahwa secara umum, bank adalah 

lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menghimpun 

dana, menyalurkan dana, melayani jasa keuangan lainnya. Ini pula 

yang menjadi fungsi utama bank syariah, dengan ditambah satu 

fungsi utama lagi yaitu fungsi sosial dalam bentuk kegiatan 

penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sodaqoh serta 

penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan (qardul hasan). 

Kekhasan yang lebih spesifik dari perbankan syariah disamping 

fungsinya tersebut adalah terletak pada sistem bisnis 

peerbankannya. Jika perbankan konvensional memakali sistem 

bunga, maka perbankan syariah memakai sistim bagi hasil.  

Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan 

uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta 

melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan sejak zaman 

Rasulullah SAW. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan 

modern, yaitu menerima deposit atau simpanan, menyalurkan dana 

dan melakukan transfer dana, waulaupun mekanismenya tidak 

persis sama, tapi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 
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kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW.32 

Fungsi dan sistem perbankan pada zaman Rasulullah SAW tersebut 

tentu saja dipraktikan masih dalam bentuk yang sangat sederhana 

dan bersifat individual. Misalnya, seorang pemuda yang bernama 

Muhammad (sebelm dilantik menjadi Rasulullah dan Khadijah 

(seraong saudagar) pernah mempraktikkan akad mudharabah. 

Khadijah bertindak sebagai shahibul maal dan Muhammad bertindak 

sebagai mudharib (pengelola dana). Dana tersebut dikelola oleh 

Muhammad SAW dalam bentuk usaha perdagangan. Pada jangka 

waktu yang telah disepati, Muhammad SAW dan Khadijah bertemu 

untuk melakukan perhitungan hasil usaha dan membaginya sesuai 

dengan kesepakatan mereka di awal akad. Demikian praktik 

berniaga secara syar’i kemudian dilanjutkan oleh umat Islam dari 

massa ke masa, yang pada gilirannya  muncul ide dan gagasan untuk 

membangun sistem perbankan dengan sistem bagi hasil, seiring 

dengan tuntutan kemajuan peradaban modern khususnya di bidang 

ekonimi dan bisnis yang ditandai oleh menjamurnya lembaga-

lembaga perbankan konvensional yang memakai sistem bunga. 

Gagasan mengenai bank yang menggunakan sistem bagi hasil 

dimunculkan oleh para pemikir muslim sejak pertengan abad ke-20, 

sebut saja misalkan Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948), dan 

Mahmud Ahmad (1952). Diskusi mengenai bisnis perbankan dengan 

sistem bagi hasil dikalangan intelektual muslim terus berkembang, 

makin jelas dan menuju ke arah yang lebih konkrit.  Pemikiran 

Mawdudi (1961) dianggap lebih rinci mengenai perbankan syariah 

ini. Sama halnya dengan gagasan Muhammad Hamidullah yang 

ditulis pada 1944, 1955, 1957, dan 1962.33.  

Catatan sejarah perkembangan bank syariah modern yang 

tergolong awal ada di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, 

                                                           
32Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2007), h. 18 
33Heri Sudarsono. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: 

Ekonisia, 2007). h. 28 
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dimulai dari usaha pengelolaan dana jamaah haji secara 

nonkonvensional. Disusul oleh upaya rintisan bank syariah lainnya 

di Mesir ditandi dengan berdirinya Mit Ghamr Lokal Saving Bank pada 

tahun 1963 oleh Dr. Ahmad el-Najar. Ide dan gagasan berdirnya 

bank syariah ini kemudian meraih perhatian serius dari negara-

negara Islam menusul masuknya agenda pembahasan pada 

Konferensi Negara-negara Islam sedunia, di Kuala Lumpur, 

Malaysia pada tanggal 21-27 April 1969. Seluruh perserta Konferensi 

Internasional yang diikuti oleh 19 negara tersebut memberi 

perhatian serius pada topik bank Islam, yang kemudian membuat 

komitmen bersama ssebagai berikut: 

1. Tiap keuntungan haruslah tunduk kepada hukum untung dan 

rugi, jika tidak ia termasuk riba, dan riba itu sedikit atau banyak 

hukumnya haram. 

2. Diusulkan supaya dibentuk suatu bank syariah yang bersih dari 

sistem riba dalam waktu secepat mungkin. 

3. Sementara menunggu berdirinya bank syariah, bank-bank yang 

menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi.34 

Sampai disini rencana pendirian bank syariah di negara Islam 

belum terelisasi dengan baik. Kendala yang paling menonjol datang 

dari kalangan internal muslim sendiri, antara lain adalah masih ada 

yang beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga (interest 

free) adalah suatu yang tidak mungkin dan tidak lazim. Terkait 

dengan hal tesebut maka timbul pertanyaan besar  “bagaimana bank 

akan membiayai operasinya?”. Akan tetapi, terlepas dari kendala 

tersebut kehadiran bank syariah adalah sebuah keniscayaan, sebagai 

konsekuensi logis dari lahirnya sistem ekonomi Islam. Oleh karena 

itu maka untuk lebih mempercepat berkembangnya bank syariah 

perlu ada usaha bersama di antara negara muslim. Maka pada 

Sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara Organisasi Konferensi 

Islam (OKI) di Karachi, Pakistan  pada bulan Desember 1970, 

                                                           
34Heri Sudarsono. Bank dan Lembaga…h. 28 
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delegasi Mesir mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan bank 

syariah. Proposal tentang Pendirian Bank Islam Internasional untuk 

Perdagangan dan Pembangunan (International Islamic Bank for Trade 

and Development) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam 

(Federation of Islamic Bank) dikaji para ahli dari delapan belas negara 

Islam. 

Sidang Menteri Luar Negeri OKI berikutnya di Benghazi, Libya, 

Maret 1973 usulan mendirikan International Islamic Bank for Trade and 

Development dan Federation of Islamic Bank  oleh delegasi Mesir pada 

Sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara OKI yang lalu tersebut 

kembali dibahas. Sidang kemudian memutuskan agar OKI 

mempunyai bidang yang khusus menangani masalah ekonomi dan 

keuangan. Pada bulan Juli tahun yang sama, komite ahli yang 

mewakili negara-negara Islam penghasil minyak bertemu di Jeddah, 

Arab Saudi untuk membicarakan pendirian bank syariah. 

Rancangan pendirian bank tersebut, berupa anggaran dasar dan 

anggaran rumah tangga, akan dibahas pada pertemuan kedua, Mei 

1974. Pada sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah, 1974, disetujui 

rancangan pendirian Bank Pembangunan Islam atau Islamic 

Development Bank (IDB) dengan modal l2 miliar dinar atau 

ekuivalen 2 miliar SDR (special drawing right) IMF (International 

Monetary Fund). 

Berdirinya IDB memotivasi negara-negara Islam untuk 

mendirikan lembaga keuangan syariah. Pada akhir periode 1970-an 

dan awal dekade 1980-an, lembaga keuangan syariah bermunculan 

di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, serta 

Turki, tidak ketinggalan ummat Islam di Indonesia bahu membahu 

mendirikan Bank Muamalat pada tahun 1991.35 Ternyata tidak hanya 

negera-negara Islam yang antusias mendirikan lembaga keuangan 

Islam, negara-negara non-muslim juga tidak menyia-nyiakan 

peluang pasar yang luar biasa ini, yang kemudian pada mendirikan 

                                                           
35M. Ridwan. 2004. Manajemen Baitul maal wa Tamwil (BMT), (Yogyakarta: 

UII Press, 2004), 69 
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bank Islam, sebut saja misalkan Inggris, Denmark, Bahamas (Benon), 

Swiss, dan Luxemburg. Pesatnya perkembangan bank syariah 

menimbulkan ketertarikan bank konvensional untuk menawarkan 

produk-produk bank berbasis syariah. Hal tersebut tercermin dari 

tindakan beberapa bank konvensional yang membuka sistem 

tertentu di dalam masing-masing bank dalam menawarkan produk 

syariah, misalnya Islamic Windows di Malaysia, The Islamic 

Transactions di cabang Bank Mesir, dan The Islamic Services di 

cabangcabang bank perdagangan Arab Saudi. Sementara itu 

Citibank mendirikan Citi Islamic Investment Bank pada tahun 1996 di 

Bahrain yang merupakan wholly-owned subsidiary. 

Mengenai ide dan gagasan awal untuk mendirikan bank syariah 

di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 

1970-an,36 saat menjadi perbincangan pada seminar nasional 

Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada 1974 dan pada tahun 1976 

dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga 

Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka 

Tunggal Ika. Namun tidak mungkin terelisai karena Namun tidak 

mungkin terealisai karena disamping persoalan politis dan 

permodalan, yang sangat urgen adalah belum ada payung hukum 

sebagai aspek legalitasnya.  Semangat untuk mendirikan bank 

syariah kembali bangkit setelah adanya rekomendasi dari Lokakarya 

Ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 

19-22 Agustus 1990, yang kemudian dibahas lebih mendalam pada 

Musyawarah Nasional  IV Majelis Ulama Indonesia di Jakarta, pada 

tanggal 22-25 Agustus 1990, kemuadian dibentuklah kelompok kerja 

untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. 

Sebagai catatan, bahwa sebenarnya Bank Muamalat Indonesia 

lahir sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 yang 

memungkinkan berdirinya bank yang sepenuhnya melakukan 

                                                           
36Frianto Pandia. Lembaga Keuangan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h. 189 
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kegiatan berdasarkan prinsip syariah.37 Akte pendirian PT Bank 

Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991, 

dan resmi beroperasi dada tanggal 1 Mei 1992, dengan modal setor 

sebesar Rp. 106.126.382.000,-(seratus enam milyar, seratus dua puluh 

enam juta, tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Dana tersebut 

berasal dari Presiden dan Wakil Presiden, sepuluh Menteri Kabinet 

Pembangunan V, juga Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, 

Yayasan Dakab, Supersemar, Dharmais, Purna Bhakti Pertiwi, PT 

PAL, dan PT Pindad. sedangkan Yayasan Dana Dakwah 

Pembangunan ditetapkan sebagai yayasan penopang bank syariah 

tersebut. Secara yurudis formal keberadaan Bank Muamalat 

Indonesia ini semakin kuat dengan diterbitkannya Peraturan 

Pemerintah No. 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip 

Bagi Hasil. 

Setelah beroperasinya Bank Muamalat Indonesia, selanjutnya 

disusul oleh lahirnya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), 

kemudian dibentuk pula lembaga-lembaga keuangan mikro syariah 

guna menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah, maka lahirlah 

Baitul Maal Wattamwil (BMT). Setelah dua tahun beroperasi, Bank 

Muamalat mensponsori berdirinya asuransi Islam, Syarikat Takaful 

Indonesia (STI) dan menjadi salah satu pemegang sahamnya. Tiga 

tahun kemudian, yaitu 1997, Bank Muamalat mensponsori lokakarya 

ulama tentang reksadana syariah yang kemudian diikuti dengan 

beroperasinya Reksadana Syariah oleh PT Danareksa Investment 

Management. Sampai di sini, meskipun dari aspek yuridis formal 

keberadaan lembaga-lembaga keuangan syariah sudah cukup kuat, 

namun untuk menjalakan bisnis syariah-nya masih banyak kendala 

karena masih terkait dengan bank umum (kunvensional). Di dalam 

                                                           
37Sebagaimana diketahui bahwa UU Nomor 7 tahun 1992 Tentang 

Perbankan tersebut diundangkan pada tanggal 25 Maret 1992, Lembar Negara 
Republik Indonesia Nomor 32, sedangkan Akte Pendirian PT Bank Muamalat 
Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Lihat, Sutan Remy 
Syahdeini, Perbankan Syariah: Produkproduk dan Aspek Hukumnya, (Jakarta : Kencana, 
2014), h. 97,. Lihat pula Syukri Iska. Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam 
Perspektif Fikih Ekonomi, (Yogyakarta : Fajar Media Press, 2012), h. 253 
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UU no.7 tahun 1992 tidak dikenal istilah prinsip syariah. Istilah yang 

dikenal sebelumnya adalah prinsip bagi hasil, walaupun yang 

dimaksud sebenarnya adalah prinsip syariah. Berdasarkan pada 

pasal 6 dan pasal 13 UU no.7 tahun 1992, dibuka kemungkinan bank 

untuk melakukan usaha dalam bentuk memberikan pembiayaan 

bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan 

ketentuan dalam peraturan pemerintahan N0.72 tahun 1992 tentang 

bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Begitu pula dengan ketentuan 

tentang kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah dalam UU 

ini masih sangat terbatas, yakni hanya menyangkut kegiatan 

pembiayaan, dan tidak diatur tentang penghimpunan dana. Guna 

menjawab persoalan di atas diperlukan aturan sendiri yang terpisah 

dari peraturan perbankan secara umum, bukan karerna ingin 

mendapatkan proteksi atau keistimewan-keistimewaan, melainkan 

karena perbankan syariah beroperasi memang berbeda dengan 

sistem perbankan konvensional. 

Pada tahun 1998 Pemerintah bersama-sama DPR RI melahirkan 

UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 

tentang Perbankan. UU No. 10 tahun 1998 ini memberikan peluang 

yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah ketimbang 

UU sebelumnya. UU No. 10 tahun 1998 ini diharapkan akan benar-

benar mengakomodasi operasional bank syariah. Sejalan dengan itu 

juga diharapkan adanya pengembangan, pembinaan dan sosialisasi 

dari Bank indonesia akan lebih maksimal.  

Pengaturan Perbankan Syariah dalam Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 tersebut ternyata belum spesifik dan kurang 

mengakomodir karakteristik operasional Perbankan Syariah, yang 

memang berbeda dengan perbankan konvensional. Di sisi lain secara 

kuantitas dan volume usaha bank syariah berkembang cukup pesat. 

Pesatnya perkembangan Perbankan Syariah ini tuntu saja diiringi 

oleh munculnya sersoalan-persoalan bisnis Perbangkan Syariah 

yang juga spesifik. Kenyataan ini mengharuskan adanya regulasi 
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khusus Perbankan Syariah, terpisah dari aturan perbankan pada 

umumnya.   Karene begitu besarnya dorongan dan dukungan dari 

masyarakat agar disusun Undang-Undang Perbankan Syariah yang 

terpisah oleh Undang-Undang Perbankan konvensional, maka 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan inisiatif penyusunan 

Rancangan Undang-Undang Perbankan Syariah. Inisiataf DPR ini 

mendapat tanggapan positif dari Pemerintah, sehingga proses 

pembahasan Rancangan Undang-undang ini relatif tidak menemui 

hambatan yang serius, dan akhirnya setelah melalui pembahasan 

intensif Undang-Undang Perbankan Syariah berhasil diselesaikan 

dalam waktu yang relatif singkat, dan pada tanggal 16 Juli 2008 

lahirlah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah.  Dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 ini, maka 

pengembangan industri perbankan syariah nasional memiliki 

landasan hukum yang kuat, sehingga mendorong pertumbuhan 

industri Perbankan Syariah lebih cepat. Percepatan Pertumbuhan 

Perbankan Syariah di Indonesia sampai saat ini terus didorong oleh 

Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) menuju industri perbankan syariah 

yang sehat, berkelanjutan, dan berkontribusi positif dalam 

mendukung  pembangunan ekonomi bangsa Indonesia yang 

berkualitas dan bermartabat. 

 

C. Jenis dan Kegiatan Usaha Bank Syariah 

Undang-undang perbankan, baik UU no 7 tahun 1992 sebelum 

diubah dengan UU no.10 tahun 1998, menganut asas-asas 

pembatasan jenis kegiatan usaha perbankan sebagai perwujudan 

dari prinsip kehati-hatian yang harus dianut oleh dunia perbankan 

indonesia. Bank-bank umum hanya boleh melakukan kegiatan usaha 

yang jelas disebutkan dalam pasal 6 dan 7 UU no.7 tahun 1992. Lebih 

jelas dapat dilihat perubahan jenis kegiatan usaha perbankan pada 

UU.no 10 tahun 1998, dibandingkan dengan UU No. 7 tahun 1992, 

berikut. 

Pada bagian kedua UU No. 7 tahun 1992 disebutkan: 
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Pasal 6 

Usaha Bank Umum meliputi : 

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, 

tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan 

dengan itu; 

b. memberikan kredit; 

c. menerbitkan surat pengakuan hutang; 

d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun 

untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya: 

1) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh 

bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada 

kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; 

2) surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang 

masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam 

perdagangan surat-surat dimaksud; 

3) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan 

pemerintah; 

4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); 

5) obligasi; 

6) surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) 

tahun; 

7) instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu 

sampai dengan 1 (satu) tahun; 

e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri 

maupun untuk kepentingan nasabah; 

f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau 

meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan 

menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun 

dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; 

g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan 

melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; 
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h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat 

berharga; 

i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain 

berdasarkan suatu kontrak; 

j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah 

lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di 

bursa efek; 

k. membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun 

sebagian dalah hal debitur tidak memenuhi 

kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan 

yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya; 

l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit 

dan kegiatan wali amanat; 

m. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan 

prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah; 

n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank 

sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang 

ini dan peraturan perundangundangan yang berlaku; 

 

Pasal 7 

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6, Bank Umum dapat pula: 

a. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan 

memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia; 

b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau 

perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna 

usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta 

lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan 

memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia; 
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c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk 

mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus 

menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi 

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan 

d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus 

dana pension sesuai dengan ketentuan dalam peraturan 

perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.38 

 

Adapun perubahan menurut menurut pasa 6 dan 7 UU No. 10 

tahun 1998 ada pada pasal 6 huruf (k), dimana klausul “membeli 

melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian adalah hal 

debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan 

ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya” 

dihapus, dan ketentuan pasal 6 huruf (m) diubah menjadi 

“menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain 

berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia." Sedangkan ketentuan Pasal 7 huruf 

(c), diubah menjadi “melakukan kegiatan penyertaan modal 

sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan 

pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus 

menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia”. 

Jenis dan kegiatan usaha Perbankan Syariah kemudian 

mengalami perubahan cukup signifikan setelah lahirnya Undang-

Undang nomr 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada pasal 

19, 20 dan 21 UU nomor 21 tersebut diuraikan ada tiga jenis 

Perbankan Syariah, yaitu Bank Umum Syariah (yang selanjutnya 

disebut BUS), Unit Usaha Syariah (selanjutnya disebut UUS), dan 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (selanjutnya disebut BPRS). 

                                                           
38Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang 

Perbankan, bandingkan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 
Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 
Tahun 1992 Tentang Perbankan. 
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BUS adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun BPRS adalah Bank 

Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran. Sedangkan UUS adalah unit kerja dari Kantor 

Pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor 

induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha 

berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari 

suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor 

induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.39 

Untuk lebih jelasnya ketiga jenis usaha tersebut beserta item-item 

kegiatannya dapat dicermati kutipan langsung dari UU nomor 21 

tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berikut ini:  

1. Bank Umum Syariah 

Pasal 19 UU No. 21 disebutkan: 

Pasal 19 

(1) Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:  

a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, 

Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan 

dengan itu berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain 

yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; 

b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa 

Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad 

mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan 

dengan Prinsip Syariah; 

c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad 

mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang 

tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; 

                                                           
39Lihat, Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 ayat (8), (9) dan (10) Undang-

undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.  
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d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad 

murabahah, Akad salam, Akad istishna’, atau Akad lain 

yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; 

e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau 

Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip 

Syariah; 

f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak 

atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad 

ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya 

bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan 

Prinsip Syariah; 

g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad 

hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan 

Prinsip Syariah; 

h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu 

pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah; 

i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat 

berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar 

transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, 

seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, 

murabahah, kafalah, atau hawalah; 

j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah 

yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank 

Indonesia; 

k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga 

dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau 

antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah; 

l. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain 

berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip 

Syariah; 

m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan 

surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah; 
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n. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri 

maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan 

Prinsip Syariah; 

o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan 

Akad wakalah; p. memberikan fasilitas letter of credit 

atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan 

p. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang 

perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak 

bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 19 ayat (1), tersebut Bank Umum Syariah dapat pula 

melakukan usaha sebagaimana disebutkan dalam pasal 20 ayat (1) 

sebagai berikut: 

a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip 

Syariah; 

b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum 

Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan 

usaha berdasarkan Prinsip Syariah; 

c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk 

mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan 

Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali 

penyertaannya; 

d. bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun 

berdasarkan Prinsip Syariah; 

e. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak 

bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; 

f. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang 

berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana 

elektronik; 
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g. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat 

berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik 

secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar 

uang; 

h. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat 

berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, 

baik secara langsung maupun tidak langsung melalui 

pasar modal; dan 

i. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha 

Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip 

Syariah. 

 

2. UUS 

Masih di pasal 19, ayat (2) sebutkan bahwa kegiatan UUS 

meliputi: 

  

a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, 

Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan 

dengan itu berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain 

yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; 

b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa 

Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad 

mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan 

dengan Prinsip Syariah; 

c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad 

mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang 

tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; 

d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad 

murabahah, Akad salam, Akad istishna’, atau Akad lain 

yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; 
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e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau 

Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip 

Syariah; 

f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak 

atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad 

ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya 

bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan 

Prinsip Syariah; 

g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad 

hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan 

Prinsip Syariah; 

h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu 

pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah; 

i. membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang 

diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan 

Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, 

musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau 

hawalah; 

j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah 

yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank 

Indonesia; 

k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga 

dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau 

antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah; 

l. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan 

surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah; 

m. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri 

maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan 

Prinsip Syariah; 

n. memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi 

berdasarkan Prinsip Syariah; dan 

o. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang 

perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak 
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bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 19 ayat (2), tersebut UUS dapat pula melakukan usaha 

sebagaimana disebutkan dalam pasal 20 ayat (2) sebagai berikut: 

a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip 

Syariah; 

b. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak 

bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; 

c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk 

mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan 

Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali 

penyertaannya; 

d. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang 

berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan 

sarana elektronik; 

e. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan 

surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip 

Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung 

melalui pasar uang; dan 

f. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha 

Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip 

Syariah. 

 

3. BPRS 

Tidak seperti BUS dan UUS, keduanya diatur dalam satu pasal, 

dalam hal ini pasal 19 ayat (1) dan (2), maka BPRS diatur dalam pasal 

tersendiri, yaitu pasal 21 sebagai berikut: 

 Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi: 

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk: 
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1. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan 

dengan itu berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain 

yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan  

2. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk 

lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan 

Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak 

bertentangan dengan Prinsip Syariah; 

b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk: 

1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah 

atau musyarakah; 

2. Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, salam, 

atau istishna’; 

3. Pembiayaan berdasarkan Akad qardh; 

4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak 

bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah 

atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; 

dan 

5. pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah; 

c. menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk 

titipan berdasarkan Akad wadi’ah atau Investasi 

berdasarkan Akad mudharabah dan/atau Akad lain 

yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; 

d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri 

maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank 

Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; 

dan 

e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha 

Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah 

berdasarkan persetujuan Bank Indonesia. 

 

Dari uraian di atas terlihat bahwa secara yurudis jinis dan 

kegiatan uasaha perbankan syariah mengalami pertumbuhan dan 
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perkembangan cukup signifikan, mulai dari Undang-undang nomor 

7 tahun 1992, dirubah menjadi Undang-undang nomor 10 tahun 

1998, dan kemudian semakin lebih lus dan leluasa sejak  perbankan 

syariah diatur dalam undang-undang tersendiri yakni Undang-

undang nomor 21 tahun 2008. Selain itu, undang-undang juga 

memberi peluang bagi perbankan syariah untuk berkreasi dan 

beriinovasi tentang peroduk usahanya sesuai dengan tuntutan atau 

kebutuhan pasar. Bank Syariah dapat melakukan kegiatan lain yang 

lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang 

tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

D. Berbagai Produk Bisnis Bank Syariah 

Seperti telah diuraikan di atas, perlu ditegaskan bahwa Undang-

Undang Perbankan Syariah tidak mengatur detil tetang produk 

perbankan syariah, undang-undang hanya mengatur jenis bank 

syariah serta berbagai kegiatan usahanya. Jika dicermati berbagai 

kegiatan usaha tersebut dalam bahasa undang-undangnya 

menggunakan kata kerja seperti “menghimpun”, “menyalurkan”, 

“menyediakan”, “melakukan” dan seterusnya. Dari berbagai 

kegiatan usaha yang dibolehkan menurut undang-undang 

perbankan syariah tersebut maka masing-masing bank atau lembaga 

keangan syariah merancang berbagai produk bisnis dan sosialnya 

yang tentu saja berdasarkan kebutuhan pasar, sumber daya yang 

dimiliki, dan yang paling penting adalah kelayakan dari aspek 

bisnya. Oleh karena itu yang dimaksud dengan produk bisnis bank 

syariah di sini adalah produk yang sudah dimiliki dan sudah 

dipasarkan oleh masing-masing bank syariah. Dengan demikian 

meskipun mengacu pada payung hukum sama, dalam hal ini 

Undang-Undang Perbankan Syariah, akan tetapi di antara bank 

syariah dengan bank syariah yang lainnya kemungkinan memiliki 

produk yang tidak sama, baik jenis produk maupun variannya. 



Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag. 
Miti Yarmunida, M.Ag. 

35 

Sebagai sampel, berikut ini perbandingan produk yang dimiliki oleh 

BRISyariah dengan BNISyariah. 

1. Produk BRISyariah 

BRISyariah membagi peroduknya ke dalam tiga kategori, yaitu 

Produk Perbankan Personal, Peroduk Perbankan Binis dan 

Produk Jasa Perbankan lainnya.40  

a. Kategori Produk Perbankan Personal. 

BRISyariah sejauh ini sudah meluncurkan 17 Produk 

Perbankan Personal yang dikelompokkan menjadi dua 

bagian, yaitu kelompok yang sifatnya Funding dan yang 

bersifat Financing. Detil masing-masing kelompok dapat 

dilihat pada table berikut ini: 

 

Tabel: 1. 1 

Produk BRISyariah Kategori Perbankan Personal 

Berdasarkan Sifat dan Jenis Akad Yang digunakan 

No 
Nama 

Produk 
Diskripsi Produk 

Akad Yang 
Digunakan 

Sifat 
Produk 

1 Tabungan 
Faedadah 
BRISyariah 
iB 

Produk simpanan 
dari BRISyariah 
untuk nasabah 
perorangan yang 
menginginkan 
kemudahan 
transaksi keuangan 
sehari-hari 

Wadi'ah 
yad 
dhamanah 

Funding 

2 Tabungan 
Haji 
BRISyariah 
iB 

Merupakan produk 
simpanan yang 
menggunakan 
akad Bagi Hasil 
sesuai prinsip 
syariah Khusus 
bagi calon Haji 
yang bertujuan 
untuk memenuhi 

Mudharaba
h 
Muthlaqah 

Funding 

                                                           
40https://www.brisyariah.co.id/, di akases pada hari Minggu, 3 Mei 2020 

https://www.brisyariah.co.id/
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No 
Nama 

Produk 
Diskripsi Produk 

Akad Yang 
Digunakan 

Sifat 
Produk 

kebutuhan Biaya 
Perjalanan Ibadah 
Haji (BPIH). 

3 Tabungan 
Impian 
BRISyariah 
iB 

Produk simpanan 
berjangka dari 
BRISyariah untuk 
nasabah 
perorangan yang 
dirancang untuk 
mewujudkan 
impian nasabahnya 
(kurban, 
pendidikan, 
liburan, belanja) 
dengan terencana 
memakai 
mekanisme 
autodebet setoran 
rutin bulanan. 

Mudharaba
h 
Muthlaqah 

Funding 

4 Simpanan 
Faedah 
BRISyariah 
iB 

Merupakan 
simpanan dana 
pihak ketiga 
dengan akad 
Mudharabah 
dimana nasabah 
sebagai pemilik 
dana dan bank 
sebagai pengelola 
dana, dengan 
pembagian hasil 
usaha antara kedua 
belah pihak 
berdasarkan nisbah 
dan jangka waktu 
yang disepakati 
antara Bank 
dengan Nasabah. 

Mudharaba
h 
Muthlaqah 

Funding 
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No 
Nama 

Produk 
Diskripsi Produk 

Akad Yang 
Digunakan 

Sifat 
Produk 

5 Simpanan 
Pelajar 
(SimPel) 
BRISyariah 
iB 

SimPel iB 
kependekan dari 
Simpanan Pelajar 
iB adalah tabungan 
untuk siswa yang 
diterbitkan secara 
nasional oleh bank-
bank di Indonesia 
dengan 
persyaratan mudah 
dan sederhana 
serta fitur yang 
menarik, dalam 
rangka edukasi dan 
inklusi keuangan 
untuk mendorong 
budaya menabung 
sejak dini. 

Wadi'ah 
yad 
dhamanah 

Funding 

6 Giro 
Faedah 
Mudharab
ah 
BRISyariah 
iB 

Merupakan 
simpanan investasi 
dana nasabah pada 
BRIsyariah dengan 
menggunakan 
akad Mudharabah 
Mutlaqah yang 
penarikannya 
dapat dilakukan 
sesuai kesepakatan 
dengan 
menggunakan cek, 
bilyet giro, sarana 
perintah 
pembayaran 
lainnya, atau 
dengan 
pemindahbukuan 

Mudharaba
h 
Muthlaqah 

Funding 
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No 
Nama 

Produk 
Diskripsi Produk 

Akad Yang 
Digunakan 

Sifat 
Produk 

7 Deposito 
BRISyariah 
iB 

Merupakan produk 
simpanan 
berjangka 
menggunakan 
Akad Bagi Hasil 
sesuai prinsip 
syariah bagi 
nasabah 
perorangan 
maupun 
perusahaan yang 
memberikan 
keuntungan 
optimal 

Mudharaba
h 
Muthlaqah 

Funding 

8 KPR 
BRISyariah 
iB 

KPR BRISYariah 
adalah Pembiayaan 
Kepemilikan 
Rumah kepada 
perorangan untuk 
memenuhi 
sebagian atau 
keseluruhan 
kebutuhan akan 
hunian dengan 
mengunakan 
prinsip jual beli 
(Murabahah) / 
sewa menyewa 
(Ijahrah) dimana 
pembayarannya 
secara angsuran 
dengan jumlah 
angsuran yang 
telah ditetapkan di 
muka dan dibayar 
setiap bulan. 

Mudharaba
h atau 
Ijarah 

Financin
g 

9 KPR 
Sejahtera 

Adalah Produk 
Pembiayaan 

Murabahah 
bil wakalah 

Financin
g 
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No 
Nama 

Produk 
Diskripsi Produk 

Akad Yang 
Digunakan 

Sifat 
Produk 

BRISyariah 
iB 

Kepemilikan 
Rumah (KPR iB) 
yang diterbitkan 
Bank BRISyariah 
untuk pembiayaan 
rumah dengan 
dukungan bantuan 
dana Fasilitas 
Likuiditas 
Pembiayaan 
Perumahan (FLPP) 
kepada masyarakat 
berpenghasilan 
rendah (MBR) 
dalam rangka 
pemilikan rumah 
sejahtera yang 
dibeli dari 
pengembang 
(develover). 

10 KKB 
BRISyariah 
iB 

Pembiayaan 
Kepemilikan Mobil 
dari BRIsyariah 
kepada nasabah 
perorangan untuk 
memenuhi 
kebutuhan akan 
kendaraan dengan 
mengunakan 
prinsip jual beli 
(Murabahah) 
dimana 
pembayarannya 
secara angsuran 
dengan jumlah 
angsuran yang 
telah ditetapkan di 

Murabahah 
bil wakalah 

Financin
g 



PRODUK TABUNGAN HAJI DI PERBANKAN SYARIAH 
Antara Ibadah dan Bisnis 

40 

No 
Nama 

Produk 
Diskripsi Produk 

Akad Yang 
Digunakan 

Sifat 
Produk 

muka dan dibayar 
setiap bulan 

11 Pembiayaa
n Umrah 
BRISyariah 
iB 

Pembiayaan 
Umrah BRISyariah 
iB hadir membantu 
untuk 
menyempurnakan 
niat beribadah dan 
berziarah ke 
Baitullah dengan 
mudah tenang dan 
nyama. Melakukan 
pembayaran 
umroh dengan cara 
mencicil setelah 
pulang dari 
umroh/ 

ijarah  Financin
g 

12 KMF Purna 
BRISyariah 
iB 

Adalah 
Kepemilikan 
Multifaedah 
fasilitas 
pembiayaan yang 
diberikan kepada 
para pensiunan 
untuk memenuhi 
sebagian atau 
keseluruhan 
kebutuhan paket 
barang atau jasa 
dengan 
menggunakan 
prinsip jual beli 
(murabahah) atau 
sewa menyewa 
(ijarah) dimana 
pembayarannya 
secara angsuran 
dengan jumlah 

Murabaha 
atau Ijarah 

Financin
g 
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No 
Nama 

Produk 
Diskripsi Produk 

Akad Yang 
Digunakan 

Sifat 
Produk 

angsuran yang 
telah ditetapkan di 
muka dan dibayar 
setiap bulan 

13 KMF  
Pra Purna 
BRISyariah 
iB 

Adalah fasilitas 
pembiayaan 
kepada para PNS 
aktif yang akan 
memasuki masa 
pensiunan untuk 
memenuhi 
sebagian atau 
keseluruhan 
kebutuhan paket 
barang atau jasa 
dengan 
menggunakan 
prinsip jual beli 
(murabahah) atau 
sewa menyewa 
(ijarah) dimana 
pembayarannya 
secara angsuran 
dengan jumlah 
angsuran yang 
telah ditetapkan di 
muka dan dibayar 
setiap bulan 
sampai memasuki 
masa pensiunan 

Murabaha 
atau Ijarah 

Financin
g 

14 KMF 
BRISyariah 
iB 

Kepemilikan Multi 
Faedah 
Pembiayaan yang 
diberikan khusus 
kepada karyawan 
untuk memenuhi 
segala kebutuhan 
(barang/jasa) yang 

murabahah 
wal 
wakalah 
dan ijarah 
wal 
wakalah 

Financin
g 
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No 
Nama 

Produk 
Diskripsi Produk 

Akad Yang 
Digunakan 

Sifat 
Produk 

bersifat konsumtif 
dengan cara yang 
mudah 

15 Pembiayaa
n 
Kepemilik
an Emas 

Pembiayaan 
kepada perorangan 
untuk tujuan 
kepemilikan emas 
dengan 
menggunakan 
Akad Murabahah 
dimana 
pengembalian 
pembiayaan 
dilakukan dengan 
mengangsur setiap 
bulan sampai 
dengan jangka 
waktu selesai 
sesuai kesepakatan 

Murabahah  

16 Qardh 
Beragun 
Emas 

Pembiayaan 
dengan agunan 
berupa emas, 
dimana emas yang 
diagunkan 
disimpan dan 
dipelihara oleh 
BRIS selama jangka 
waktu tertentu 
dengan membayar 
biaya 
penyimpanan dan 
pemeliharaan atas 
emas 

qardh, rahn 
dan ijarah 

Financin
g 

17 Mikro 
BRISyariah 

Pembiayaan mikro 
ini diperuntukkan 
bagi wira usaha 
dan atau 
pengusaha dengan 

Murabahah Financin
g 
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No 
Nama 

Produk 
Diskripsi Produk 

Akad Yang 
Digunakan 

Sifat 
Produk 

lama usana 
minimal 2 tahun 
untuk produk 
pembiayaan Mikro, 
dan minimal 6 
bulan untuk 
pembiayaan KUR 

Sumber: Disarikan dari BRISyariah.co.id 

 

b. Kategori Produk Perbankan Bisnis. 

Sebagaimana produk perbankan personal, produk 

perbankan bisnis ini juga dikelompokakan kedalam dua 

bagian yaitu kelompok yang sifatnya Funding dan yang 

bersifat Financing. Detil masing-masing kelompok dapat 

dilihat pada table berikut ini: 

 

Tabel: 1. 2 

Produk BRISyariah Kategori Perbankan Bisnis 

Berdasarkan Sifat dan Jenis Akad Yang digunakan 

No 
Nama 

Produk 
Diskripsi Produk 

Akad Yang 
Digunakan 

Sifat 
Produk 

 
1 

Deposito 
BRISyariah 
iB 

Merupakan produk 
simpanan 
berjangka 
menggunakan 
Akad Bagi Hasil 
sesuai prinsip 
syariah bagi 
nasabah 
perorangan 
maupun 
perusahaan yang 
memberikan 
keuntungan 
optimal 

 
Mudharabah 
Muthlaqah 

 
Funding 
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No 
Nama 

Produk 
Diskripsi Produk 

Akad Yang 
Digunakan 

Sifat 
Produk 

2 Giro 
BRISyariah 
iB 

Produk simpanan 
dari BRIsyariah 
bagi nasabah 
perorangan 
maupun 
perusahaan untuk 
kemudahan 
transaksi bisnis 
sehari-hari dimana 
penarikan dana 
menggunakan cek 
& bilyet giro. 

Wadi’ah yad 
dhamanah 

Funding 

3 Pembiayaan 
Komersial 

Ada dua pilihan 
dalam produk ini. 
Pertama,  
Pembiayaan Modal 
Kerja Syariah, yaitu 
Pembiayaan jangka 
pendek yang 
diberikan kepada 
perusahaan untuk 
membiayai 
kebutuhan modal 
kerja usahanya 
berdasarkan 
prinsip-prinsip 
syariah. 
Pembiayaan modal 
kerja merupakan 
salah satu atau 
kombinasi dari 
pembiayaan 
likuiditas (cash 
financing), 
pembiayaan 
piutang (receivables 
financing), dan 
pembiayaan 
persediaan 
(inventory 
financing). 

Mudharobah 
atau 
Musyarokah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Murabahah 
atau Ijaroh 
Muntahiyya 
Bittamlik 

Financing 
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No 
Nama 

Produk 
Diskripsi Produk 

Akad Yang 
Digunakan 

Sifat 
Produk 

Kedua, Pembiayaan 
Investasi Syariah, 
adalah pembiayaan 
jangka menengah 
atau jangka panjang 
untuk pembelian 
barang modal 
berdasarkan 
prinsip-prinsip 
syariah.  

4 Pembiayaan 
Linkage 

Pembiayaan 
Linkage 
Channeling BRIS iB 
adalah pola 
pemberian Fasilitas 
Pembiayaan 
konsumtif 
Multiguna dan 
Multijasa kepada 
Calon Nasabah 
yang merupakan 
Pegawai/Karyawa
n suatu 
instansi/perusahaa
n yang juga 
merupakan 
Anggota Koperasi, 
melalui perantara 
Koperasi Karyawan 
(KOPKAR)/Kopera
si Pegawai 
Republik Indonesia 
(KPRI). 

Mudharabah  Financing 

5 Pembiayaan 
Modal Kerja 
Revolving 
BRIS iB 

PMKR BRIS iB 
adalah fasilitas 
pembiayaan yang 
digunakan untuk 
memenuhi 
kebutuhan modal 
kerja usaha nasabah 
yang tidak 
berdasarkan 

Musyarakah Financing 
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No 
Nama 

Produk 
Diskripsi Produk 

Akad Yang 
Digunakan 

Sifat 
Produk 

kontrak (non 
project based), 
menggunakan akad 
musyarakah dan 
bersifat revolving 

6 Pembiayaan 
SME > 500 
BRIS iB 

Pembiayaan 
investasi yang 
diberikan kepada 
Nasabah untuk 
pembelian 
kendaraan roda 
empat / lebih yang 
digunakan untuk 
penunjang kegiatan 
usaha dan untuk 
pembelian tempat 
usaha untuk 
kegiatan produktif. 

Mudharabah Financing 

7 Pembiayaan 
SME 200-500 
BRIS iB 

Pembiayaan SME 
200-500 BRIS iB 
merupakan fasilitas 
pembiayaan yang 
diberikan oleh Bank 
BRISyariah kepada 
Nasabah dengan 
menggunakan 
konsep pembiayaan 
Murabahah 
maupun Ijarah 
Muntahiyya Bit 
Tamlik (IMBT) 

Mudharabah  Financing 

Sumber: Disarikan dari BRISyariah.co.id 

 

c. Kategori Produk Jasa Perbankan Lainnya 

Untuk memenuhi kebutuhan sigmen pasar yang makin 

meluas, BRISyariah di samping memasarkan produk 

perbankan personal dan bisnis juga meluncurkan produk 

lainnya. Ada lima produk BRISyariah berupa Jasa Perbankan 
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yang pada umumnya merupakan kerjasama dengan lembaga 

bisnis lain, seperti tertera dalam tabel berikut. 

Tabel: 1. 3 

Produk BRISyariah Berupa Jasa Perbankan Lainnya 

Berdasarkan Nama Produk dan Jenis Akad Yang digunakan 

No Nama Produk Diskripsi Produk 
Akad Yang 
Digunakan 

 
1 

Employee 
Benefit 
Program 
(EmBP) 

Adalah program 
kerjasama dengan suatu 
perusahaan yang 
dituangkan dalam Master 
Agreement berupa 
pemberian fasilitas 
pembiayaan langsung 
kepada Karyawan/ti. 

 
Murabahah 
wal wakalah 

2 Sukuk Negara 
Tabungan 

Bagi Anda yang 
mengutamakan 
keamanan dalam 
berinvestasi, Sukuk 
Negara Tabungan Seri ST 
001 adalah pilihan yang 
tepat. 

Ijarah 

3 Sukuk Negara 
Ritel Pasar 
Perdana 

Surat Berharga Negara 
yang diterbitkan oleh 
Pemerintah Republik 
Indonesia berdasarkan 
Prinsip Syariah sebagai 
bukti atas bagian 
penyertaan terhadap aset 
Surat Berharga Syariah 
Negara, dijual khusus 
kepada individu atau 
perseorangan Warga 
Negara Indonesia melalui 
Agen Penjual di Pasar 
Perdana dalam negeri. 

Murabahah 
wal wakalah  

4 Sukuk Negara 
Ritel Pasar 
Sekunder 

Merupakan Transaksi 
Sukuk Ritel setelah 
penjualan pada pasar 
perdana berakhir. Pada 
pasar sekunder harga 

Ijarah 
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No Nama Produk Diskripsi Produk 
Akad Yang 
Digunakan 

Sukuk Ritel ditentukan 
berdasarkan harga pasar. 

5 Sukuk 
Mudharabah 
Subordinasi I 

Sukuk Mudharabah 
adalah Sukuk yang 
diterbitkan berdasarkan 
perjanjian atau akad 
mudharabah, dimana 
satu pihak menyediakan 
modal 

Mudharabah 

Sumber: Disarikan dari BRISyariah.co.id 

 

2. Produk BNISyariah 

Sebagaimana BRISyariah, BNISyariah juga memiliki tiga 

kategori produk dan pariannya, yaitu kategori personal, bisnis 

dan produk jasa perbankan lainnya. Walaupun tulisan ini tidak 

dimaksudkan untuk membandingkan peroduk perbankan 

syariah yang ada di berbagai bank syariah, tapi dari peneluruan 

penulis baik secara online maupun offline (melalui interview dan 

observasi) fitur-fitur produk BNISyariah lebih detil.  

 

a. Kategori Produk Perbankan Personal 

Sama seperti BRISyariah, kategori Produk Perbankan 

Personal BNISyariah ini ada yang bersifat pendanaan dan 

ada yang bersifat pembiayaan. Adapun produk yang sifatnya 

pendanaan terdapat tiga produk; BNI Giro iB Hasanah, BNI 

Deposito iB Hasanah dan BNI Tabungan iB Hasanah. 

1) Pendanaan 

a) BNI Giro iB Hasanah. Merupakan simpanan 

transaksional dalam mata uang IDR dan USD yang 

dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan 

akad Mudharabah Mutlaqah atau Wadiah Yadh 

Dhamanah yang penarikannya dapat dilakukan 

setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, 
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Sarana Perintah pembayaran lainnya atau dengan 

Pemindahbukuan. 

b) BNI Deposito iB Hasanah, yaitu investasi berjangka 

yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang 

ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, 

dengan menggunakan akad mudharabah. 

c) BNI Tabungan iB Hasanah. Ada sembilan varian BNI 

Tabungan iB Hasanah yaitu: 

(1) BNI Dollar iB Hasanah, merupakan tabungan yang 

dikelola dengan akad wadiah dan mudharabah 

yang memberikan berbagai fasilitas serta 

kemudahan bagi Nasabah Perorangan dan Non 

Perorangan dalam mata uang USD 

(2) BNI SimPel iB Hasanah, adalah tabungan dengan 

akad wadiah untuk siswa berusia di bawah 17 

tahun dengan persyaratan mudah dan sederhana 

serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya 

menabung sejak dini. 

(3) BNI Baitullah iB Hasanah, adalah tabungan 

dengan akad Mudharabah atau Wadiah yang 

dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan 

kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah Haji 

(Reguler/Khusus) dan merencanakan ibadah 

Umrah sesuai keinginan penabung dengan sistem 

setoran bebas atau bulanan dalam mata uang 

Rupiah dan USD. 

(4) BNI Prima iB Hasanah, adalah tabungan dengan 

akad Mudharabah dan Wadiah yang memberikan 

berbagai fasilitas serta kemudahan bagi Nasabah 

segmen high networth individuals secara 

perorangan dalam mata uang rupiah dan bagi hasil 

yang lebih kompetitif. 
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(5) BNI Tunas iB Hasanah, adalah tabungan dengan 

akad Wadiah dan Mudharabah yang 

diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang 

berusia di bawah 17 tahun. 

(6) BNI Bisnis iB Hasanah adalah tabungan dengan 

akad Mudharabah dan Wadiah yang dilengkapi 

dengan detil mutasi debet dan kredit pada buku 

tabungan dan bagi hasil yang lebih kompetitif 

dalam mata uang rupiah. 

(7) BNI iB Hasanah, adalah tabungan dengan akad 

Mudharabah atau Wadiah yang memberikan 

berbagai fasilitas serta kemudahan dalam mata 

uang Rupiah. 

(8) BNI Tapenas iB Hasanah, adalah tabungan 

berjangka dengan akad Mudharabah untuk 

perencanaan masa depan yang dikelola 

berdasarkan prinsip syariah dengan sistem setoran 

bulanan yang bermanfaat untuk membantu 

menyiapkan rencana masa depan seperti rencana 

liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun 

rencana masa depan lainnya. 

(9) BNI TabunganKu iB Hasanah, ialah produk 

simpanan dana dari Bank Indonesia yang dikelola 

sesuai dengan prinsip syariah dengan akad 

Wadiah dalam mata uang Rupiah untuk 

meningkatkan kesadaran menabung masyarakat. 

 

2) Produk Pembiayaan. 

a) Konsumer 

(1) BNI Griya iB Hasanah, adalah fasilitas pembiayaan 

konsumtif yang diberikan kepada anggota 

masyarakat untuk membeli, membangun, 

merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, 



Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag. 
Miti Yarmunida, M.Ag. 

51 

apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah 

kavling serta rumah indent, yang besarnya 

disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan 

kemampuan membayar kembali masing-masing 

calon nasabah. 

(2) BNI Multiguna iB Hasanah, adalah Fasilitas 

Pembiayaan Konsumtif yang diberikan kepada 

anggota masyarakat untuk pembelian barang 

kebutuhan konsumtif dan/atau jasa sesuai prinsip 

syariah dengan disertai agunan berupa tanah dan 

bangunan yang ditinggali berstatus SHM atau 

SHGB dan bukan barang yang dibiayai. 

(3) BNI Oto iB Hasanah dalah fasilitas pembiayaan 

konsumtif murabahah yang diberikan kepada 

anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan 

bermotor yang dibayar dengan pembiayaan ini. 

(4) CCF iB Hasanah adalah pembiayaan yang dijamin 

dengan agunan likuid, yaitu dijamin dengan 

Simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, dan 

Tabungan yang diterbitkan BNI Syariah. 

(5) Fleksi iB Hasanah Umroh (Fleksi Umroh) 

Pembiayaan konsumtif bagi anggota masyarakat 

untuk memenuhi kebutuhan pembelian Jasa Paket 

Perjalanan Ibadah Umroh melalui BNI Syariah 

yang telah bekerja sama dengan Travel Agent 

sesuai dengan prinsip syariah. 

(6) BNI Emas iB Hasanah, adalah fasilitas pembiayaan 

yang diberikan kepada debitur untuk membeli 

emas logam mulia dalam bentuk batangan dengan 

jalan diangsur setiap bulan. Akad pembiayaan 

yang digunakan dalam produk ini adalah akad 

murabahah (jual beli). 

b) Pembiayaan Mikro 
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(1) Mikro 2 iB Hasanah, Adalah pembiayaan 

pembelian barang modal kerja, Investasi 

produktif dan pembelian barang lainnya 

(konsumtif), nominal platon 5 samapai dengan 

50 juta, dengan jangka waktu pembiayaan 

mulai 6 bulan hingga 36 bulan 

(2) Mikro 3 iB Hasanah, Adalah pembiayaan 

pembelian barang modal kerja, Investasi 

produktif dan pembelian barang lainnya 

(konsumtif), nominal platon 50 samapai 

dengan 500 juta, dengan jangka waktu 

pembiayaan mulai 6 bulan hingga 60 bulan 

c) Korporasi 

(1) BNI Syariah Multifinance, adalah penyaluran 

pembiayaan langsung dengan pola executing, 

kepada Multifinance untuk usahanya 

dibidang perusahaan pembiayaan sesuai 

dengan prinsip Syariah, dengan 

menggunakan akad Musyarakah/Murabahah 

(2) BNI Syariah Linkage Program. Pembiayaan 

Kerjasama Linkage Program iB Hasanah 

adalah fasilitas pembiayaan dimana BNI 

Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan 

pembiayaan dengan pola executing kepada 

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (BMT, 

BPRS, KJKS, dll) untuk diteruskan ke end user 

(pengusaha mikro, kecil, dan menengah 

syariah). Kerjasama dengan LKS dapat 

dilakukan secara langsung ataupun melalui 

Lembaga Pendamping. Menggunakan akad 

Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan 

Ijarah. 
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(3) BNI Syariah Kopkar/Kopeg. Pembiayaan 

Kerjasama Kopkar/Kopeg iB Hasanah adalah 

fasilitas pembiayaan mudharabah produktif 

dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana 

menyalurkan pembiayaan dengan pola 

executing kepada Koperasi Karyawan 

(Kopkar) Koperasi atau Pegawai (Kopeg) 

untuk disalurkan secara prinsip syariah ke end 

user/pegawai. Mnggunakan akad murabaha 

dan mudlarabah 

(4) BNI Syariah Usaha Besar. Usaha Besar iB 

Hasanah adalah pembiayaan syariah yang 

digunakan untuk tujuan produktif (modal 

kerja maupun investasi) kepada pengusaha 

pada segmentasi besar berdasarkan prinsip-

prinsip pembiayaan syariah. Menggunakan 

akad Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah 

(5) BNI Syariah Valas. Pembiayaan Valas iB 

Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan 

oleh unit operasional dalam negeri kepada 

nasabah pembiayaan dalam negeri, dalam 

bentuk mata uang valuta asing. Akad 

disesuaikan dengan kebutuhan calon nasabah. 

(6) BNI Syariah Ekspor. Pembiayaan  Ekspor iB 

Hasanah adalah fasilitas pembiayaan yang 

diberikan kepada eksportir (perusahaan 

ekspor), baik dalam rupiah maupun valuta 

asing untuk keperluan modal kerja dalam 

rangka pengadaan barang-barang yang akan 

diekspor (sebelum barang 

dikapalkan/preshipment) dan/atau untuk 

keperluan pembiayaan proyek investasi dalam 

rangka produksi barang ekspor. 
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Menggunakan akad Murabahah dan 

Musyarakah 

(7) BNI Syariah Onshore. Pembiayaan Onshore iB 

Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan 

oleh unit operasional dalam negeri kepada 

nasabah pembiayaan dalam negeri, dalam 

bentuk mata uang valuta asing untuk 

membiayai usaha yang dikategorikan kegiatan 

ekspor (penghasil devisa). Akad pembiayaan 

yang dapat digunakan adalah Murabahah, 

Mudharabah, dan Musyarakah 

(8) BNI Syariah Sindikasi. Pembiayaan Sindikasi 

iB Hasanah adalah pembiayaan yang 

diberikan oleh dua atau lebih Lembaga 

Keuangan untuk membiayai suatu 

proyek/usaha dengan syarat-syarat dan 

ketentuan yang sama, menggunakan 

dokumen yang sama dan diadministrasikan 

oleh Agen yang sama pula. Akad yang 

digunakan adalah Musyarakah. 

d) Usaha Kecil & Menengah 

(1) BNI Syariah Wirausaha. Wirausaha iB 

Hasanah (WUS) adalah fasilitas pembiayaan 

produktif yang ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan pembiayaan usaha-usaha 

produktif (modal kerja dan investasi) yang 

tidak bertentangan dengan syariah dan 

ketentuan peraturan perundangan yang 

berlaku. Akad yang dapat digunakan adalah 

Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah. 

(2) BNI Syariah Valas. Pembiayaan Valas iB 

Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan 

oleh unit operasional dalam negeri kepada 
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nasabah pembiayaan dalam negeri, dalam 

bentuk mata uang valuta asing. Akad dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan calon nasabah 

pembiayaan. 

(3) BNI Syariah Kopkar/Kopeg. Pembiayaan 

Kerjasama Kopkar/Kopeg iB Hasanah adalah 

fasilitas pembiayaan mudharabah produktif 

dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana 

menyalurkan pembiayaan dengan pola 

executing kepada Koperasi Karyawan 

(Kopkar)/Koperasi Pegawai (kopeg) untuk 

disalurkan secara prinsip syariah ke end 

user/pegawai. Akad yang digunakan 

Murabahah dan Mudharabah. 

(4) BNI Syariah Dealer iB Hasanah. Pola 

kerjasama pemasaran dealer dilatarbelakangi 

oleh adanya potensi pembiayaan kendaraan 

bermotor secara kolektif yang melibatkan end 

user dalam jumlah yang cukup banyak. Hal 

tersebut membutuhkan tenaga yang cukup 

besar dalam hal penyaluran, pemantauan, 

atau penyelesaian pembiayaannya. 

Menggunakan adad muarabahah. 

(5) BNI Syariah Usaha Kecil. Usaha Kecil iB 

Hasanah adalah pembiayaan syariah yang 

digunakan untuk tujuan produktif (modal 

kerja maupun investasi) kepada pengusaha 

kecil berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan 

syariah. Menggunakan akad murabaha, 

mudlsrabah /musysrakah 

(6) BNI Syariah Linkage. Pembiayaan Kerjasama 

Linkage Program iB Hasanah adalah fasilitas 

pembiayaan dimana BNI Syariah sebagai 
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pemilik dana menyalurkan pembiayaan 

dengan pola executing kepada Lembaga 

Keuangan Syariah (LKS) (BMT, BPRS, KJKS, 

dll) untuk diteruskan ke end user (pengusaha 

mikro, kecil, dan menengah syariah). 

Kerjasama dengan LKS dapat dilakukan 

secara langsung ataupun melalui Lembaga 

Pendamping. Menggunakan akad mudharabah 

atau musyarakah atau sesuai dengan 

kebutuhan (murabahah, mudharabah, 

musyarakah, ijarah). 

 

3) Produk Bisnis 

a) Treasuri 

(1) BNI Deposito on Call (DoC) iB Hasanah. DOC 

merupakan produk simpanan dengan jumlah 

tertentu dan jangka waktu menempatan yang 

singkat, yaitu 3 (tiga) hari sampai dengan 30 (tiga 

puluh) hari kalender, dengan tingkat imbal hasil 

yang mengacu pada penempatan harian di Bank 

Indonesia. Menggunakan akad mudlarabah. 

(2) Transaksi Valuta Asing. Transaksi valuta asing 

adalah transaksi BNI Syariah dengan nasabah 

untuk pembelian/penjualan suatu valuta asing 

sesuai dengan kebutuhan nasabah. 

(3) Transaksi Banknotes. Transaksi banknotes 

merupakan seluruh transaksi yang melibatkan 

uang kertas valuta asing. Transaksi banknotes 

terbagi menjadi dua, yaitu banknotes banking 

(setor/tarik) dan banknotes trading (jual/beli). 

(4) BNI Lindung Nilai Syariah iB Hasanah. Transaksi 

lindung nilai syariah merupakan transaksi antara 

BNI Syariah dan nasabah dalam rangka mitigasi 
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risiko perubahan nilai tukar dimasa yang akan 

datang berdasarkan prinsip syariah. 

 

b) Produk Internasional 

(1) BNI Pembiayaan Anjak Piutang iB Hasanah. 

BNI Pembiayaan Anjak Piutang iB Hasanah 

adalah jasa pengalihan penyelesaian piutang 

atau tagihan jangka pendek baik L/C maupun 

non L/C yang diberikan BNI Syariah disertai 

dengan fasilitas pembiayaan berlandaskan 

prinsip syariah. 

(2) BNI Pembiayaan Penjaminan iB Hasanah. 

BNI Pembiayaan Penjaminan iB Hasanah 

adalah jasa penjaminan yang diberikan BNI 

syariah atas kewajiban jangka pendek 

Nasabah disertai dengan fasilitas pembiayaan 

berlandaskan prinsip syariah. 

(3) Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri 

(SKBDN). 

SKBDN atau L/C lokal merupakan instrumen 

pembayaran yang digunakan untuk transaksi 

perdagangan di dalam negeri dengan 

karakteristik yang mirip dengan L/C dengan 

mengacu pada ketentuan Bank Indonesia. 

(4) Letter Of Credit L/C.  

L/C adalah cara pembayaran internasional 

yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin 

bahwa pembayaran buyer kepada seller akan 

diterima tepat waktu dan dengan nominal 

yang tepat. 

(5) BNI Bank Guarantee & Standby L/C. 

Bank Guarantee merupakan jaminan Garansi 

Bank Lokal yang diterbitkan BNI Syariah 
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dengan jaminan counter guarantee yang dapat 

diterima Bank Koresponden di dalam maupun 

di luar negeri. 

(6) BNI Remittance iB Hasanah. 

Remittance BNI iB Hasanah merupakan 

layanan terbaik pengiriman uang dalam mata 

uang asing baik ke luar negeri maupun ke 

dalam negeri. Didukung dengan sumber daya 

terbaik, Hasanah Remittance berkomitmen 

dalam meneruskan amanah nasabah 

mengirimkan uang untuk memenuhi 

kebutuhan kiriman uang personal maupun 

korporat. 

(7) Transaksi Impor. 

Transaksi impor adalah Kegiatan 

mendatangkan barang dari luar Daerah 

Pabean Indonesia untuk dimasukkan ke 

dalam wilayah Pabean Indonesia. 

(8) Transaksi Ekspor. 

Transaksi Ekspor adalah kegiatan 

perdagangan dengan cara mengeluarkan 

barang dari Wilayah Pabean suatu negara dan 

memasukkan ke daerah Pabean negara lain 

dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang 

berlaku dibidang eksportir. 

c) Corporate Banking & Small Business.  

(1) Collections.  

Yang dimaksud dengan Collection (inkaso) 

yaitu penanganan oleh Bank atas dokumen-

dokumen sesuai dengan instruksi yang 

diterima dari nasabah/koresponden untuk 

mendapatkan pembayaran atau akseptasi atau 

menyampaikan dokumen-dokumen atas 
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dasar pembayaran dan atau dasar akseptasi, 

atau menyampaikan dokumen-dokumen atas 

dasar syarat-syarat pembayaran lainnya. 

(2) Transaksi Kiriman Uang Luar Negeri.  

Kiriman Uang atau remittance atau funds 

transfer adalah pemindahan uang antar bank 

baik dalam valuta asing (Valas) atau Rupiah 

(IDR) yang dilaksanakan oleh bank untuk 

kepentingan sendiri atau atas perintah 

nasabah untuk kepentingan pihak lain, baik 

bank atau non bank. 

(3) Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri.  

Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri 

(SKBDN) atau Letter of Credit (L/C) Dalam 

Negeri Adalah setiap Janji Tertulis dari Bank 

(Bank pembuka) yang diterbitkan berdasarkan 

permintaan tertulis dari Pemohon (Applicant) 

yang mengikat Bank Pembuka untuk 

melakukan pembayaran kepada Penerima 

atau ordernya, atau meng-aksep dan 

membayar Wesel (Draft) yang ditarik oleh 

Penerima, atau memberi Kuasa kepada Bank 

lain untuk melakukan pembayaran kepada 

Penerima, meng-aksep dan membayar Wesel 

yang ditarik oleh penerima, atau memberi 

Kuasa kepada Bank lain untuk me-negosiasi 

Wesel yang ditarik oleh penerima atas 

penyerahan dokumen, sepanjang persyaratan 

dan kondisi SKBDN dipenuhi. 

(4) Cash Management. 

Banyak kemudahan yang diperoleh 

perusahaan dengan menggunakan cash 

management. Kami menyediakan berbagai 
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macam fitur cash management yang dapat 

memenuhi kebutuhan perusahan dalam 

pengelolaan keuangan. 

(5) Internet Banking Corporate. 

Layanan Internet Banking Corporate yang 

memiliki banyak fitur dan memberikan 

kemudahan, kenyamanan dan keamanan 

untuk bagi perusahaan Anda untuk 

melakukan transaksi 

(6) Bank Garansi. 

Bank garansi adalah pelaksanaan pemberian 

jaminan dari bank atas permohonan nasabah 

untuk membayar sejumlah uang kepada pihak 

lain dengan persyaratan dan jangka waktu 

tertentu. 

(7) Kiriman Uang. 

Layanan kiriman uang menyediakan pilihan 

yaitu kiriman uang dalam negeri dan 

internasiona. 

(8) Surat Keterangan Bank.  

Untuk mendukung keperluan bisnis 

masyakat, BNI Syaiah menyediakan layanan 

pembuatan Surat Keterangan Bank. Surat 

Keterangan Bank dibuat untuk memenuhi 

berbagai keperluan bisnis atau lainnya seperti 

mengikuti tender atau lelang, memperoleh 

Angka Pengenal Impor, membuka rekening 

giro di bank lain, melanjutkan sekolah di luar 

negeri. 

E. Bagi Hasil 

1. Prinsip Bagi Hasil 

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) 

dikenal dengan profit sharing. Profit dalam kamus ekonomi 
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diartikan pembagian laba. Secara definisi profit sharing 

diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai 

dari suatu Perusahaan".41 Sistem bagi hasil merupakan sistem 

dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam 

melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut 

diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang 

di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.42 Bagi hasil 

adalah bentuk return (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak 

investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada 

bank syariah. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung 

pada hasilusaha yang benar-benar diperoleh bank syariah. 

Menurut Syafi’i  Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem 

pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni 

pembagian hasil usaha antara pemilik modal (shahibul maa/) 

dan pengelola (Mudharib)43.   Dengan demikian dari kedua 

pendapat tersebut dapat dipahami bahwa bagi hasil adalah 

suatu sistem pengelolaan dana dalam pembagian hasil usaha  

dapat terjadi antara bank dan penyimpan dana. Dalam sistem 

perbankan Islam bagi hasil merupakan suatu mekanisme yang 

dilakukan oleh pihak bank syariah (mudharib) dalam upaya 

memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada para 

pemilik dana (shahibul mal) sesuai kontrak yang disepakati di 

awal bersama. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara 

kedua belah pihak ditentukan kesepakatan dan harus terjadi 

dengan adanya kerelaan (tarodhin) oleh masing-masing pihak 

tanpa adanya paksaan. Adapun pendapatan yang dibagikan 

adalah pendapatan yang sebenarnya telah diterima (cash basis) 

sedangkan pendapatan yang masih dalam pengakuan (accrual 

                                                           
41 Muhammad, 2001, Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah. ( 

Yogyakarta, UII Press) hal. 
42Veithzal Rival,.Arviyan Arifin, Islamic Banking,Jakarta, (Jakarta, PT. Bumi 

Aksara, 2010), h. 800 
43Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. (Jakarta: 

Gema Insani, 2001). Cet. Ke-1,  h. 90 
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basis) tidak dibenarkan untuk dibagi antara mudharib dan 

shahibul maal. 

Di dalam fikih muamalah penerapan bagi hasil harus 

memperhatikan prinsip at-ta’awun, yaitu prinsip saling 

membantu dan saling bekerja sama di antara anggota 

masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam 

Al Quran, antara lain Q.S Al-Maidah: 2, 

َ ۖ إنَِّ  نِ ۚ وَٱتَّقوُا۟ ٱللََّّ ثمِْ وَٱلْعدُْوَٰ َ شَدِيدُ  وَتعَاَوَنوُا۟ عَلىَ ٱلْبِر ِ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلََ تعَاَوَنوُا۟ عَلىَ ٱلِْْ ٱللََّّ

 ٱلْعِقاَبِ 

 

“Dan saling tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan 

kebajikan dan takwa, dan jangan saling tolong-menolong 

dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah 

kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”. 

 Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah prinsip 

menghindari al-Iktinaz, yaitu menahan uang (dana) dan 

membiarkannya menganggur (tidak digunakan untuk 

transaksi) sehingga tidak bermanfaat bagi masyarakat umum. 

Prinsip bagi hasil (profit sharing) inilah yang menjadi 

karakteristik umum sekaligus menjadi landasan dasar 

operasional bank syari'ah secara keseluruhan. 

2. Perbedaan Bagi Hasil dengan Bunga 

Salah sastu karakeristik bank syariah adalah berdasarkan 

pada prinsip profit and loss sharing (bagi untung dan bagi rugi). 

Bank syari'ah tidak membebankan bunga, melainkan mengajak 

partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Para deposan 

juga sama-sama mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai 

dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan 

demikian ada kemitraan antara bank syari'ah dengan para 

deposan di satu pihak dan antara bank dan para nasabah 

investasi sebagai pengelola sumber dana para deposan dalam 

berbagai usaha produktif di pihak lain. Sistem ini berbeda 
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dengan bank konvensional yang pada intinya meminjam dana 

dengan membayar bunga pada satu sisi neraca dan memberi 

pinjaman dana dengan menarik bunga pada sisi lain. 

Kompleksitas perbankan Islam tampak dari keragaman dan 

penamaan instrumen-instrumen yang digunakan serta 

pemahaman dalil-dalil hukum Islamnya. 

Perbankan Syari'ah memberikan layanan bebas bunga 

kepada para nasabahnya, pembayaran dan penarikan bunga 

dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum 

muslimin menarik atau membayar bunga (riba). Sumber utama 

ajaran Islam adalah Al-Qur'an dan As Sunnah. Kedua sumber 

ini menyatakan bahwa penarikan bunga adalah tindakan 

pemerasan dan tidak adil sehingga tidak sesuai dengan 

gagasan Islam tentang keadilan dan hak-hak milik. 

Pembayaran dan penarikan bunga sebagaimana terjadi dalam 

sistem perbankan konvensional secara terang-terangan 

dilarang oleh Al-Qur’an, sehingga para investor harus diberi 

konpensasi dengan cara lain. 

Perbedaan  yang  mendasar  antara  sistem  keuangan  

konvensional dengan Syari'ah terletak pada mekanisme 

memperoleh pendapatan, yakni bunga dan bagi hasil. Dalam 

hukum Islam lama (fiqh), bagi-hasil terdapat dalam mudharabah 

dan musyarakah. Kedua bentuk perjanjian keuangan itu 

dianggap dapat menggantikan riba, yang mengambil bentuk 

"bunga" antara bunga dan bagi hasil, keduanya sama-sama 

memberikan keuntungan bagi pemilik dana. Namun   

keduanya   mempunyai   perbedaan   yang   sangat   nyata. 

Perbedaan itu dapat dilihat dari tabel berikut ini 44:  

 

 

 

                                                           
44Muhammad Syafi’i Antonio, 2001, Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktik, ( 

Jakarta: Gema Insani,), h. 61. 
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Tabel 1.4 

Perbandingan sitem bunga pada bank konvensional  

degan sistembagi hasil pada bank syariah. 

 

NO BUNGA BAGI HASIL 

1 
Penentuan   bunga   dibuat   
pada waktu akad   dengan 
asumsi harus selalu untu 

Penentuan     besarnya      
rasio/nisbah bagi   hasil   
dibuat   pada   waktu   akad 
dengan berpedoman pada 
kemungkinan untung rugi. 

2 

Besarnya  prosentase  
berdasarkan pada  jumlah  
uang  (modal)  yang 
dipinjamkan 

Besarnya  rasio  bagi  hasil  
berdasarkan pada jumlah 
keuntungan yang diperoleh 

3 

Pembayaran  bunga  tetap  
seperti yang  dijanjikan  
tanpa pertimbangan 
apakah proyek yang 
dijalankan oleh pihak 

Bagi hasil bergantung pada 
keuntungan proyek    yang 
dijalankan Bila usaha 
merugi, kerugian akan 
ditanggung bersama oleh 
kedua belah pihak 

4 

Jumlah  pembayaran  
bunga  tidak meningkat 
sekalipun jumlah 
keuntungan berlipat atau 
keadaan ekonomi 

Jumlah pembagian laba 
meningkat sesuai dengan 
peningkatan jumlah 
pendapatan 

5 

Eksistensi    bunga    
diragukan    (kalau tidak 
dikecam) oleh semua 
agama, termasuk islam 

Tidak  ada  yang  
meragukan  keabsahan bagi 
hasil 

 

3. Nisbah Bagi Hasil 

Nisbah keuntungan adalah salah satu rukun yang khas 

dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. 

Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh 

kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan 

imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul al-mal mendapatkan 

imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah 

yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua 

pihak mengenai cara pembagian keuntungan, adapun nisbah 

keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara 
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kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal  

tertentu.45    

Penentuan besarnya nisbah ditentukan berdasarkan 

kesepakatan masing- masing pihak yang berkontrak, tetapi 

dalam prakteknya di perbankan modern, tawar-menawar 

nisbah antara pemilik modal (yakni investor atau deposan) 

dengan bank syari'ah hanya terjadi bagi deposan / investor 

dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar 

yang relatif tinggi. Kondisi seperti ini sebagai spesial nisbah, 

sedangkan untuk nasabah deposan kecil tawar-menawar tidak 

terjadi. Bank syari'ah akan mencantumkan nisbah yang 

ditawarkan, deposan boleh setuju boleh tidak. Bila setuju maka 

ia akan melanjutkan menabung, sebaliknya bila tidak setuju 

dipersilahkan mencari bank syari'ah lain yang menawarkan 

nisbah lebih menarik. 46 

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di 

dalam perbankan Syari’ah terdiri dari dua sistem, yaitu: Profit 

Sharing dan Revenue Sharing. Profit sharing menurut etimologi 

Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi 

diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah 

perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (total revenue) 

suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (total cost). Di 

dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil 

didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah 

dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh pendapatan tersebut.  

Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah 

profit and loss sharing, di mana hal ini dapat diartikan sebagai 

pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang 

diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Sistem profit 

                                                           
45Adiwarman Karim, 2004, Bank Islam Analisis Fiqg dan Keuangan edisi 

II, ( Jakarta PT.Raja Grafindo Persada), h.194 
46 Adiwarman Karim, 2004, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan edisi 

II, ( Jakarta PT.Raja Grafindo Persada), Hal.197 
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and loss sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari 

perjanjian kerjasama antara pemodal (Investor) dan pengelola 

modal (enterpreneur) dalam menjalankan kegiatan usaha 

ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak 

bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan 

akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal 

perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian 

akan ditanggung bersama sesuai porsi masingmasing. 

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal 

investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi 

pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih 

payahnya atas kerja yang telah dilakukannya. Keuntungan 

yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan 

pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas 

biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. 

Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya 

usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari 

pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara 

pendapatan dan biaya menjadi balance. Keuntungan yang 

dibagikan adalah keuntungan bersih (net profit) yang 

merupakan kelebihan dari selisih atas pengurangan total cost 

terhadap total revenue. 

Adapun Revenue Sharing berasal dari bahasa Inggris yang 

terdiri dari dua kata yaitu, revenue yang berarti hasil, 

penghasilan, pendapatan. Sharing adalah bentuk kata kerja 

dari share yang berarti bagi atau bagian. Revenue sharing berarti 

pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. Revenue 

(pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang 

diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang 

(goods) dan jasa-jasa (services) yang dihasilkannya dari 

pendapatan penjualan (sales revenue). Dalam arti lain revenue 

merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara 

jumlah out put yang dihasilkan dari kagiatan produksi 
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dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi 

tersebut. Di dalam revenue terdapat unsur-unsur yang terdiri 

dari total biaya (total cost) dan laba (profit). Laba bersih (net 

profit) merupakan laba kotor (gross profit) dikurangi biaya 

distribusi penjualan, administrasi dan keuangan.  

Berdasarkan pengertian di atas dapat dimengerti bahwa 

revenue adalah sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam 

kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total 

pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga 

barang tersebut. Unsur yang terdapat di dalam revenue 

meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total 

selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya di 

dalamnya meliputi modal (capital) ditambah dengan 

keuntungannya (profit). Berbeda dengan revenue di dalam 

dunia perbankan.  

Bagi bank, revenue adalah jumlah dari penghasilan bunga 

bank yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas 

pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank. Revenue 

pada perbankan Syari'ah adalah hasil yang diterima oleh bank 

dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva 

produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal 

ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif 

dengan hasil penerimaan bank. 

Di Perbankan Syari'ah istilah Revenue Sharing adalah sistem 

bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan 

dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Lebih 

jelasnya Revenue sharing dalam arti perbankan adalah 

perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh 

pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan 

biayabiaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh 

pendapatan tersebut. Sistem revenue sharing berlaku pada 

pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan 
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pendapatan kotor (gross sales), yang digunakan dalam 

menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank. 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil di Bank 

Syariah 

Kontrak mudharabah adalah suatu kontrak yang dilakukan 

oleh minimal dua pihak. Tujuan utama kontrak ini adalah 

memperoleh hasil investasi.  Besar  kecilnya  investasi  di  

pengaruhi  banyak  faktor.  Faktor pcngaruh  tersebut  ada  yang  

berdampak  langsungdan  ada  yang  tidak langsung 47.   

a. Faktor langsung. Diantara faktor-faktor langsung (direct 

factors) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah 

investment rate, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi 

hasil (profit sharing ratio) 

1) Investmen rate merupakan prosentase aktual dana yang 

dapat diinvestasikan dari total dana yang terhimpun. Jika 

80 % dana yang terhimpun diinvestasikan, berarti 20 % 

nya dicadangkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. 

2) Jumlah    dana  yang  tersedia  untuk  diinvestasikan  

merupakan jumlah  dana  dari  berbagai  sumber  yang  

dapat  diinvestasikan. Dana tcrsebut dapat dihitung 

dengan menggunakan salah satu metode : Rata-rata saldo 

minimum bulanan;7. Investment rate dikalikan dengan 

jumlah dana yang tersedia untuk investasi akan 

menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan. 

3) Nisbah (profit sharing ratio). Salah satu ciri mudharabah 

adalah nisbah yang harus ditentukan sesuai persetujuan 

di awal perjanjian, nisbah antara satu bank dengan bank 

lain dapat berbeda, nisbah antara satu bank dengan bank 

yang lainnya dapat berbeda, nisbah dapat berbeda dari 

waktu kewaktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 

bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. 

                                                           
47 Muhammad, 2005, Manajemen Bank Syari ah Edisi Revisi. (Yogyakarta: UPP 

AMP YKPN,) hal.110 
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b. Faktor Tidak Langsung 

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah: 

1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya 

muddharabah. Bank  dan  nasabah  melakukan  share  

pendapatan  yang  dibagi hasilkan adalah pendapatan 

yang diterima dikurangi biaya-biaya. Jika semua biaya 

ditanggung bank, maka hal ini disebut revenue sharing. 

2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akutansi). Bagi 

hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh jalannya 

aktivitas yang  diterapkan, terutama  dengan pengakuan 

pendapatan dan biaya. 

 

F. Berbagai Akad yang Lazim Digunakan dalam Produk Bank 

Syariah 

Kembali kepada pengertian bank syariah, adalah lembaga 

keuangan yang seluruh aturan dan transaksinya mengikuti 

prinsip-prinsip syariah, maka prinsip syariah yang dimaksudkan 

tentu saja sebagaimana telah dirumuskan oleh para ulama fikih 

muamalah. Berbagai macam model transaksi dalam fikih 

muamalah, yang dapat diimplentasikan dalam berbagai transaksi 

pada produk bank syariah adalah sebagai berikut: 

1. Transaksi tabarru’. 

Istilah tabarru’  berasal dari kata birr, yang berarti kebaikan. 

Akad tabarru’ (gratuitous contract) adalah segala macam 

perjanjian yang menyangkut not for profit transaction (transaksi 

nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis 

untuk mencari keuntungan komersil. Akad tabarru’ dilakukan 

dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat 

kebaikan. Dalam akad tabarru’ pihak yang berbuat kebaikan 

tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada 

pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru’ adalah dari Allah 

SWT, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang 

berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counter part-
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nya untuk sekedar menutupi biaya (cover the cost) yang 

dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tabarru’ tersebut. 

Tapi ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad 

tabarru’ itu. Pada hakikatnya akad tabarru’ adalah akad yang 

melakukan kebaikan dengan mengharapkan imbalan dari 

Allah SWT semata. Itu sebabnya akad ini tidak bertujuan untuk 

mencari keuntungan komersil. Konsekuensi logisnya bila akad 

tabarru’ dilakukan dengan mengambil keuntungan komersil, 

maka ia bukan lagi tergolong akad tabarru’, namun ia akan 

tergolong akad tijarah. Bila ia ingin tetap menjadi akad tabarru’, 

maka ia tidak boleh mengambil manfaat (keuntungan komersil) 

dari akad tabarru’ tersebut. Ia hanya boleh meminta pengganti 

biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan akad tabarru’. 

Ada tiga jenis transaksi yang tergolong akad tabarru’, yaitu: 

a. Transaksi pinjam-meminjam uang (lending) 

1) Qardh, yaitu transaksi pinjam meminjam uang. 

Transaksi ini tidak bileh dikenakan tambahan atas 

pokok pinjaman atau yang umum dikenal sebagai 

bunga pinjaman. Hukum pengenaan bunga atas 

pinjaman adalah riba, suatu hal yang harus dihindari. 

Di bank syariah akad qardh digunakan untuk 

pembiayaan talangan haji dan pembiayaan qardhul 

hasan. 

2) Rahn, adalah pemberian pinjaman uang dengan 

penyerahan barang sebagai agunan, contohnya 

transaksi gadai emas. 

3) Hiwalah, adalah pemberian peminjaman uang bertujuan 

untuk menutup pinjaman di tempat/pihak lain, 

contohnya transaksi pengalihan hutang.48 

b. Meminjamkan jasa (lending yourself) 

                                                           
48Yusak Laksmana, Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah, (Jakarta : 

Gramedia, 2009), h. 10-11 
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1) Wakalah, adalah transaksi perwakilan, dimana satu 

pihak bertindak atas nama/mewakili pihak lain. 

Contohnya transaksi jasa transfer uang, inkaso, kliring 

warkat cek dan bilyet giro. 

2) Kafalah, adalah yaknu transaksi penjaminan satu pihak 

kepada pihak lain. Contohnya penerbitan L/C, bank 

garansi dan lain-lain. 

3) Wadiah, adalah transaksi titipan, dimana satu pihak 

menitipkan barang kepada pihak lain. Contohnya 

tabungan wadi’ah, giro wadi’ah dan safe deposit box. 

c. Memberikan sesuatu (giving something) 

Transaksi yang termasuk dalam kategori giving 

something ini antara lain; hibah, waqf, shadaqah dan hadiyah. 

Akad tabarru’ seperti ini merupakan akad untuk mencari 

keuntungan akhirat bukan akad bisnis. Jadi akad seperti ini 

tidak bisa digunakan untuk akad komersil.  Bank syariah 

sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk 

mendapatkan laba tidak dapat mengandalkan akad tabarru’ 

untuk mendapatkan laba. Bila tujuannya untuk 

mendapatkan laba, maka bank syariah menggunakan akad-

akad yang bersifat komersil, yakni akad tijarah.  Namun 

demikian bukan berarti akad tabarru’ sama sekali tidak 

dapat digunakan dalam kegiatan komersil. Bahkan pada 

kenyataanya penggunaan akad tabarru’ sangat fital dalam 

transaksi komersil, karena akad tabarru’ ini dapat 

digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-

akad tijarah.49 Seperti produk talangan haji pada bank 

syariah (akan dibahas tersendiri pada bagian lain). 

2. Transaksi Tijarah 

Tijarah/muawadah (compensational contract) adalah segala 

macam perjanjian yang menyangkut for pofit transaction. 

                                                           
49Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta : Raja 

Grafindo Persada, 2007), h. 70 
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Akad ini digunakan untk mencari keuntungan, karena itu 

akad ini bersifat komersil. Berdasarkan tingkat kepastian 

dari hasil yang diperolehnya, akad tijarah dibagi menjadi 

dua kelompok yaitu: 

a. Natural Certainty Contracts (NCC) 

NCC adalah suatu jenis kontrak atau transaksi 

dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan 

pendapatannya baik dari segi jumlah dan waktu 

penyerahannya. Dalam NCC kedua belah pihak saling 

mempertukarkan aset yang dimilikinya, karena objek 

pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus 

ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya 

(quantity), mutunya (quality), harganya (price), dan 

waktu penyrahannya (time of delivery). Jadi, kontrak-

kontrak ini secara “sunnatullah” (by their of nature) 

menawarkan return  yang tetap dan pasti.50 Yang 

termasuk dalam kategori ini adalah akad jual beli dan 

sewa. 

1) al-Bai’ Naqdan, adalah akad jual beli yang 

pembayarannya biasa dilakukan secara tunai. 

Dengan kata lain pertukaran atau penyerahan uang 

dan barangnya dilakukan dalam waktu yang 

bersamaan. 

2) al-Bai’ Muajjal, adalah akad jual beli yang 

pembayarannya biasa dilakukan secara tidak tunai 

atau secara cicilan. Dengan kata lain barangnya 

diserahkan di awal akad sedangkan uangnya 

diserahkan belakangan baik secara cicil atau lump 

sum. 

3) al-Bai’ Salam, adalah akad jual beli dengan sistem 

pesanan sedangkan pembayarannya tunai atau 

                                                           
50Slamet Wiyono, Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah 

Berdasarkan PSAK dan PAPSI, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), h.37 
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bayar dimuka dan penyerahan barangnya 

belakangan. 

4) al-Bai’ Istishna’, adalah akad jual beli dengan sistem 

pesanan yang penyerahan barangnya belakangan 

dan pembayarannya bisa dicicil, bisa juga lump sum 

di akhir akad 

b. Natural Uncertainty contracts (NUC) 

Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling 

mencampurkan asetnya (baik real assets maupun 

financial assets) menjadi satu kesatuan dan kemudian 

menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan 

keuntungan. Keuntungan dan kerugianditanggung 

bersama oleh masing-masing pihak. Karena itu kontrak 

ini tidak memberikan kepastian pendapatan (return), 

baik dari segi jumlah (amount) maupun waktu (timing)-

nya. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-

kontrak investasi. Kontrak investasi ini secara 

“sunnatullah” (by their nature) tidak menawarkan return 

yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak fixed and 

predetermined  seperti akad musyarakah, mudharabah, 

musaqah dan mukhabarah. 

 

 

 

. 
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BAB II 
PRODUK TABUNGAN HAJI  

DAN IMPLENTASI NISBAH BAGI HASIL 
 

A. Latar Belakang dan Definisi Tabungan Haji 

Ibadah Haji adalah suatu ibadah yang termasuk dalam rukun 

Islam yang wajib dilaksanakan bagi umat Islam yang mampu, baik 

secara materi maupun fisik.  Kemampuan secara materi menjadi 

sangat penting, bahkan pententu utama seorang biasa menuanian 

iabadah haji atau tidak, adalah karena biaya perjanan dan biaya 

dihup selama di tanah cuci tidaklah sedikit. Disamping itu juga 

seserang yang ingin menunaikan iabdah haji tidak boleh 

meremahkan kewajibannya untuk menyediakan biaya hidup 

keluarga yang ditinggalkan selama ia menunaikan iabadah haji. 

Memiliki kemampuan materi tidaklah culup, hal yang tidak kalah 

pentingnya adalah memiliki kemampuan fisik, karena ibadah haji 

adalah serangkaian napak tilas perjalanan ritual Nabi Ibrahim 

‘alaihissalam yang panjang dan melelahkan mulai dari prosesi 

menjelang keberangkatan ketanah suci, saat keberangkatan dalam 

perjalanan, arba’in di Masjid Nabawi, Niat ihram, tawaf, wukuf di 

padang arafah, melontar jamarah, sa’í dari bukit safa ke marwah, 

dan seterusnya ampai perjalanan pulang ke tanah air. Semua 

rangkaian ritual tersebut membutuhkan fisik yang sehat dan kuat. 

Dari sisi ekonomi ibadah haji terkait erat dengan kemampuan 

keuangan masyarakat yang berkeinginan menunaikan ibadah haji, 

karena sebagaimana disebutkan di atas untuk menunaikan ibadah 

yang satu ini memtuhkan biaya yang tidak sedikit. Bagi banyak 

mayarakat masih merasa ongkos menunaikan ibadah haji adalah 

suauatu yang amat mahal. Namun demikian tidak menyurutkan niat 

mereka utuk menunaikan kewajibannya. Salah satu cara yang bisa 

mereka lakukan adalah dengan menyisihkan sebagian dari jerih 

payahnya dengan cara menabung sedikit demi sedikit. Di sisi lain, 

setiap tahun ada berjuta-juta umat Islam dari penjuru dunia yang 

melaksanakan haji, bahkan setiap tahunnya semakin bertambah dan 
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semakin bertambah umat Islam yang ingin berangkat berangkat haji 

termasuk umat Islam di Indonesia. Oleh karena  terbatasnya 

kapasitas berbagai fasilitas haji di tanah suci dan di luar tanah haram, 

maka pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan kuota haji 

yang membatasi jumlah jamaah haji bagi masing-masing negara, 

pada setiap musim haji, tak terkecuali negara Indonesia, supaya 

dapat melaksanakan ibadah haji dengan aman dan nyaman. 

Kebijakan pemerintah Arab Saudi tersebut mengharuskan 

negara-negara yang setiap tahunnya mengirimkan jamaah haji  

mengeluarkan untuk membatasi jumlah jamaah haji yang 

diberangkatkan. Indonesia antara lain menggambil kebijakan 

menerapkan kuota haji dengan mekanisme waiting list (daftar 

tunggu). Kuota haji adalah batasan jumlah calon Jemaah Haji 

Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi 

berdasarkan ketetapan Organisasi Konferensi Islam tahun 1987. 

yaitu satu perseribu dari jumlah penduduk muslim masing-masing 

Negara. Karena adanya kuota haji, maka tidak semua calon jamaah 

haji bisa langsung berangkat naik haji pada tahun berjalan, karenan 

tidak seimbang antara jumlah calon jamaah haji yang mendaftar 

dengan calon jamaah haji yang akan berangkat tiap tahunnya, 

mereka harus bersabar menungu bertahun-tahun. Adapun yang 

dimaksud dengan daftar tunggu (waiting list) adalah daftar tunggu 

calon Jemaah Haji yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor 

porsi, akan tetapi belum bisa berangkat pada tahun saat mendaftar, 

dan mereka harus bersabar menunggu keberangkatan untuk 

menunaikan ibadah haji, disebabkan jumlah yang mendaftar jauh 

lebih banyak dari yang akan berangkat haji pada tahun berjalan. 

Menyusul kebijakan pemerintah tentang kuota haji dan 

mekanisme waiting list di atas, pemerintahpun menetapkan ambang 

batas nominal setoran biaya penyelenggaran haji sebesar 25 juta 

rupiah sebagai syarat pendaftaran dan masuk waiting list dan 

mendapatkan nomor forsi. Dengan demikian maka semakin 

panajang dan berlikulah perjuangan dalam penantian umat Islam 
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yang berniat menunaikan ibadah haji tetapi belum mempunyai 

kemampuan materi. Namun demikian sekali lagi ditegaskan di sini 

sama sekali tidak menyurutkan niat umat Islam untuk menunaikan 

ibadah haji. Berbagai hasil penelitain menunjukkan bahwa semakin 

hari makin menjukkan peningkatan minat menunaikan ibadah haji 

di kalangan kaum muslimin.  

Antusias yang begitu besar dari masyarakat Islam di Indonesia 

untuk menunaikan ibadah haji dan diikuti oleh kebijakan tata 

kelolah penyelenggaran haji ini dilahat oleh dunia perbankan 

syariah sebagai peluang pasar yang cukup potensial untuk 

melebarkan sayap bisnisnya. Untuk itulah masing-masing 

perbankan syariah menyiapkan peroduknya untuk ditawarkan 

kepada para peminat badah haji, yang kemudian dikenal dengan 

Tabungan Haji. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka secara sederhana 

tabungan haji dapat didefinisikan sebagai produk perbankan syariah 

berupa tabungan yang menampung simpanan yang digunakan 

untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Sementara ada 

pula yang mendefiniskan sebagai simpanan yang menggunakan 

akad mudharabah yang penarikannya dapat dilakukan setelah jangka 

waktu yang telah disepakati atau anggota sudah siap untuk 

melaksanakan ibadah haji. 

 

B. Dasar Hukum Tabungn Haji 

Tabungan haji dianggap alternatif terbaik bagi masyarakat 

muslim yang tidak memiliki uang tunai untuk berangkat haji, tapi 

bisa menabung sedikit demi sedikit melalui Bank Syariah. Dengan 

menabung melalui tabungan haji banyak umat Islam Indonesia 

yang dapat menunaikan ibadah haji. Bagi umat Islam yang sudah 

mempunyai kecukupan (mampu) melakukan setoran biaya 

penyelenggaraan haji, tabungan haji adalah keharusan prosedural 

menurut regulasi tata kelola penyelenggaran  ibadah haji. 

Perbankan syariah dalam setiap mengeluarkan produknya, tak 
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terkecuali tabungan haji tentu saja harus memperhatikan dasar 

hukum, baik menurut perundang-undangan yang berlaku, 

maupun menurut syariat Islam, dalam hal ini fatwa DSN MUI. 

Terkait dengan dasar hukum tabungan haji ini, jika dirujuk 

langsung kepada Al-Quran dan Hadits maka tidak akan ditemukan 

potongan ayat maupun sebuah hadits yang memberi petunjuk 

tentang larangan atau kebolehnnya. Yang dapat dilakukan adalah 

dengan melihat akad apa yang digunakan dalam transaksi 

tabungan antara nasabah dan pihak perbakan syariah. Mengenai 

akad yang digunakan pada produk tabungan haji akan diuraikan 

tersendiri. Oleh sebab itu pada bagian ini hanya menjelaskan dasar 

hukum dalam arti payug hukum perodulk tabungan haji, dalam 

hal ini peraturan perunang-undangan yang berlaku dan fatwa DSN 

yang dimintakan oleh pihak perbankan syariah. Berikut ini adalah 

dasar hukum produk tabungan haji perbankan syariah. 

1. Peraturan Perundang-undangan 

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

Pasal 19 ayat (1) tentang kegiatan Bank Umum Syariah meliputi :  

a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, 

Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan 

itu berdasarkan Akad wadiah atau akad lain yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah;  

b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa 

Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah 

atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah. 

Berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah, Pasal 19 ayat (1) tentang kegiatan Bank 

Umum Syariah tersebut membuka peluang bagi perbankan 

syariah untuk membuat dan memasarkan produk tabungan 

berdasarkan kebutuhan/peluang pasar, termasuklah di sini 

adalah tabungan haji.  
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2. Fatwa DSN-MUI 

Menurut fatwa DSN-MUI Nomor 02 tahun 2000 tabungan haji 

dapat dilakukan untuk memberikan solusi bagi masyarakat, 

dengan lebih rinci dapat diuraikan pada redaksi berikut: 

a. bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan 

kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa 

kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk 

perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat 

adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang 

telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet 

giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu; 

b. bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan 

oleh hukum Islam (syariah); 

c.  bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan 

fatwa tentang bentuk-bentuk mu’amalah syar’iyah untuk 

dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank 

syari’ah. 

Ketentuan tabungan haji dalam beroperasi sebagai berikut:  

a. Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudharabah:  

1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul 

mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai 

mudharib atau pengelola dana. 

2)  Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat 

melakukan berbagai macam usaha yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah dan 

mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah 

dengan pihak lain. 

3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam 

bentuk tunai dan bukan piutang, 

4) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul 

mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai 

mudharib atau pengelola dana.  
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5) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat 

melakukan berbagai macam usaha yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syari'ah dan 

mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah 

dengan pihak lain. 

6) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam 

bentuk tunai dan bukan piutang. g) Pembagian 

keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan 

dituangkan dalam akad pembukaan rekening.  

7) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional 

tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan 

yang menjadi haknya. 

8) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah 

keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang 

bersangkutan.  

b. Sedangkan ketentuan umum tabungan berdasarkan Wadi’ah: 

1) Bersifat simpanan  

2) Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasar-

kan kesepakatan,  

Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk 

pemberian (‘athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank. 

C. Akad yang Digunakan Pada Tabungan Haji 

1. Mudlarabah 

a) Pengertian Mudharabah 

Mudharabah adalah akad yang di dalam pemilik modal 

memberikan modal (harta) pada ‘amil (pengelola) untuk 

mengelolanya, dan keuntugannya menjadi milik bersama 

sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan 

kerugiannya hanya menjadi tanggingan pemilik modal saja. 
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‘Amil tidak menanggung kerugian apa pun kecuali pada 

usaha dan kerjanya saja.51 

Kata “memberikan” menunjukan bahwa Mudharabah 

dengan manfaat seperti menempati rumah adalah tidak 

sah. Begitu juga, tidah sah Mudharabah dengan utang, baik 

utang ‘amil maupun yang lainnya. Oleh karena itu, jika 

disyaratkan bahwa seluruh keuntungan diberikan kepada 

pemilik modal, maka akadnya adalah akad mubaadha’ah. 

Sedangkan jika disyaratkan bahwa seluruh keuntungannya 

untuk mudharib (pengelola), Maka akadnya adalah akad 

pinjaman. 

b) Landasan Hukum Mudharabah 

1) Alquran.  

QS. Al-Jumu’ah: 10 

تغَوُاْ مِن فضَأ  ضِ وَٱبأ رَأ لوَٰةُ فٱَنتشَِرُواْ فىِ ٱلۡأ َ فإَذِاَ قضُِيتَِ ٱلصَّ كُرُواْ ٱللََّّ ِ وَٱذأ لِ ٱللََّّ

لِحُونَ  ا لَّعلََّكُمأ تفُأ  كَثيِر ً۬

Apabila telah ditunaikan shalat, Maka 

bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah 

karunia Allah dan ingatlah Allah banyakbanyak 

supaya kamu beruntung.52 

 

QS. Al-Baqarah: 189 

ڪُ  سَ عَليَأ ب ڪُِمأ ليَأ ن رَّ  م ِ
ل ً۬ تغَوُاْ فَضأ ڪُرُواْ  ۚمأ جُناَحٌ أنَ تبَأ ت ً۬ فٱَذأ ٰـ نأ عَرَفَ تمُ م ِ  فإَذِآَ أفََضأ

حَرَامِ  عَرِ ٱلأ مَشأ َ عِندَ ٱلأ ڪُرُوهُ كَمَا هَدٮَٰڪُمأ  ۖٱللََّّ   وَٱذأ

الٓ ِينَ  لِهۦِ لمَِنَ ٱلضَّ ن قبَأ  وَإنِ ڪُنتمُ م ِ

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia 

(rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka 

apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah 

kepada Allah di Masy`arilharam. Dan berzikirlah 

                                                           
51 Wabah Az-Zuhaili, fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta, Gema Insani, 2011), 

h. 476 
52Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan 

Penyelenggara Penterjemah dan Penafsiran Al Qur’an, Departemen Agama RI, 
2005), h. 933 
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(dengan menyebut) Allah sebagaimana yang 

ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya 

kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-

orang yang sesat.53 

 

QS. Al-Muzammil:20 

 

 ِ لِ ٱللََّّ تغَوُنَ مِن فَضأ ضِ يبَأ رَأ رِبوُنَ فىِ ٱلۡأ   ۙوَءَاخَرُونَ يَضأ

 

“…dan orang-orang yang berjalan di muka bumi 

mencari sebagian karunia Allah”54 

 

Ayat-ayat di atas secara umum difahami oleh para 

ulama sebagai dasar hukum kebolehan transaksi 

mudlarabah.55  

2) Alhadits 

Kebolehan mencari rizki denga cara mudlarah ini 

tidak hanya berdarkan ayat Alquran, tetapi juga 

berdasarkan Hadits, antara lain diriwayatkan oleh 

Ibnu Majah dari Shuhaib r.a. bahwasanya 

Rasulullah SAW. Telah bersabda:  

“Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang 

ditangguhkan, memberi modal dan mencampur 

gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk 

dijual.”56 Selain itu dalam catana sejarah 

Muhammad SAW. Sebelum kenabiannya pernah 

kerjasam dengan saudagar kaya Siti Khadijah (yang 

kemudian menjadi isteri Rasulullah) sebagai 

                                                           
53Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya…h. 48 
54Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya…h. 990 
55Abul Hasan al-Mawardi, al-Hawi al-kabir, vol.6 (Baerut: Dar al-Kutub 

Ilmiyan, 1999), h. 873. 
56Muhammad bin Ismail Ash-shan’ani, Subulussalam, vol. 4 (Jeddah: 

Maktabah Ilmiyah, tt), h. 318 
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pemilik modal (harta dagangan) yang dibawa 

berniaga oleh Muhammada SAW ke negeri Syam. 

Diriwayatkan dari Daruquthni bahwa hakim Ibn 

Hizam apabila pemberi modal kepada seseorang, 

dia mensyaratkan: “harta jangan digunakan untuk 

membeli binatang, jangan kamu bawa kelaut, dan 

jangan dibawa menyebrangi sungai, apabila kamu 

lakukan salah satu larangan itu, maka kamu harus 

bertanggung jawab pada hartaku.”  

3) Ijma’ 

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan 

(kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai 

mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari 

mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai 

ijma’. 

4) Qiyas. 

Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi 

musaqah. Kaidah fiqh:   َنْ يدَلَُّ الَۡصَْلُ فىِ الْمُعاَمَلتَِ الِْْباَحَةُ إلََِّ أ

 .دلَِيْلٌ عَلىَ تحَْرِيْمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh 

dilakukan kecuali ada dalil yang 

mengharamkannya.”  

 Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak 

orang yang mempunyai harta namun tidak 

mempunyai kepandaian dalam usaha 

memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit 

pula orang yang tidak memiliki harta namun ia 

mempunyai kemampuan dalam 

memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan 

adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut. 

c) Rukun, Syarat. Lafal Dan Jenis Mudharabah 

1) Rukun Mudharabah 
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Menurut ulama syafi’iyah, rukun-rukun qiradh ada 

enam, yaitu:57 

(a) Pemilik barang yang menyerahkan barang-

barangnya. 

(b) Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang 

yang diterima dari pemilik   barang. 

(c) Aqad Mudharabah, dilakukan oleh pemilik 

dengan pengelola barang 

(d) Mal, yaitu harta pokok atau modal 

(e) Amal, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga 

menghasilkan laba 

(f) Keuntungan 

2) Syarat-syarat sah Mudharabah 

Syarat-syarat sah Mudharabah berhubungan dengan 

rukun-rukun Mudharabah itu sendiri. Syarat-syarat 

sah Mudharabah adalah sebagai berikut: 

(a) Modal atau barang yang diserahkan itu 

berbentuk uang tunai. Apabila barang itu 

berbentuk emas atau perak tabungan (tabar), 

mas hiasan atau barang dagangan lainnya, 

Mudharabah tersebut batal. 

(b) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan 

mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan 

akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, 

dan orang-orang yang berada dibawah 

pengampuan. 

(c) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat 

dibedakanantara modal yang diperdagangkan 

dengan laba atau keuntungan dari perdaganagn 

tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah 

                                                           
57 Hendi Suhendi, fiqih Muamalah, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010), h. 

139 
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pihak sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati. 

(d) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola 

dan pemilik modal harus jelas presentasenya, 

umpamanya setengah, sepertiga, atau 

sepertempat. 

(e) Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya 

aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang 

jika ada keuntungan akan dibagi dua dan Kabul 

dari pengelola. 

(f) Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal 

tidak mengikat pengelola harta untuk 

berdagang dinegara tertentu, 

memperdagangkan barang-barang tertentu, 

pada waktu-waktu tertentu, sementara di 

waktu lain tidak karena persyaratan yang 

mengikat sering menyimpang dari tujuan akad 

mudharab yaitu keuntungan. Bila dalam 

Mudharabah ada persyaratan-persyaratan, 

makaMudharabah tersebut menjadi rusak (fasid)  

menurut pendapat al-Syafi’i dan Malik. 

Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad 

Ibn Hanbal,  Mudharabah  tersebut sah. 

3) Lafal Mudharabah 

Menurut ulama Hanafiyah, rukun Mudharabah 

adalah ijab dan qabul dengan lafal yang 

menunjukan makna ijab dan qabul itu.58  

Lafal-lafal ijab, yaitu dengan menggunakan asal 

kata dan derivasi dari kata Mudharabah,muqaradhah 

dan mu’amalah serta lafal-lafal yang menunjukkan 

makna-makna lafal tersebut. Adapun lafal-lafal 

                                                           
58 Wabah Az-Zuhaili, fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta, Gema Insani, 2011), 

h. 479 
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qabul adalah dengan perkataan ‘amil (pengelola 

Mudharabah), “Saya ambil,” atau, “Saya setuju,” 

atau, “Saya terima,” dan sebagainya. Apabila telah 

terpenuhi ijab dan qabul, maka akad Mudharabah-

nya telah sah. 

4) Jenis-Jenis Mudharabah 

Mudharabah ada dua jenis, yaitu muthlaqah dan 

muqayyadah. 

(a) Mudharabah Muthlaqah, adalah seseorang yang 

memberikan modal kepada yang lain tanpa 

syarat tertentu. Dia berkata, “saya memberikan 

modal kepadamu untuk dilakukan Mudharabah,  

dan keuntungannya untuk kita bersama secara 

merata,” atau dibagi tiga (dua pertiga dan 

sepertiga), dan sebagainya. Atau dapat pula 

seseorang yang memberikan modalnya secara 

akad Mudharabah tanpa menentukan pekerjaan, 

tempat, waktu, sifat pekerjaannya, dan siapa 

yang boleh berinteraksi dengannya. 

(b) Mudharabah Muqayyadah, adalah akad 

Mudharabah  yang pemilik modal menentukan 

salah satu hal di atas. Atau pemilik modal seribu 

dinar, misalnya, pada orang lain untuk 

Mudharabah  dengan syarat agar mengelolannya 

di negeri tertentu, atau barang tertentu, atau 

waktu tertentu, atau tidak menjual dan membeli 

kecuali dari orang tertentu. 

5) Kedudukan Mudharabah  

Hukum Mudharabah  berbeda-beda karena 

adanya perbedaan-perbedaan keadaan. Maka, 

kedudukan harta yang dijadikan modal dalam 

Mudharabah (qiradh) juga tergantung pada keadaan. 

Karena pengelola modal perdagangan mengelola 
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modal tersebut izin pemilik harta, maka pengelola 

modal merupakan wakil pemilik barang tersebut 

dalam pengelolanya, dan kedudukan modal adalah 

sebagai wikalah’alaih (objek wakalah)59 Ketika harta 

ditasharrufkan oleh pengelola, harta tersebut berada 

dibawag kekuasaan pengelola, sedangkan harta 

tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut 

berkedudukan sebagai amanat (titipan). Apabila 

harta itu rusak bukan karena kelalaian pengelola, ia 

tidak wajib menggantinya. Bila kerusakan timbul 

karena kelalaian pengelola, ia wajib 

menanggungnya. 

Ditinjau dari segi akad, Mudharabah terdiri atas 

dua pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelolaan 

uang, laba itu dibagi dua dengan presentase yang 

telah disepakati. Karena bersama-sama dalam 

keuntungan, maka  Mudharabah  juga sebagai 

syirkah. 

Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima 

oleh pengelola harta, pengelola mengambil upah 

sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan, 

sehingga Mudharabah  dianggap sebagai ijarah 

(upah-mengupah atau sewa-menyewa). 

Apabila pengelola modal mengingkari 

ketentuan-ketentuan Mudharabah  yang telah 

disepakati dua belah pihak, maka telah terjadi 

kecacatan dalam Mudharabah. Kecacatan yang 

terjadi menyebabkan pengelola dan penguasaan 

harta tersebut dianggap ghasab. Ghasap adalah min 

al-kabair. 

6) Pembatalan Mudharabah 

                                                           
59 Hendi Suhendi, fiqih Muamalah, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010), h. 
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Mudharabah menjadi batal apa bila ada perkara-

perkara sebagai berikut: 

(a) Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa 

syarat Mudharabah. 60 Jika salah satu syarat 

Mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan modal 

sudah dipegang oleh pengelola dan sudah 

diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan 

sebagai keuntungannya sebagai upah, karena 

tindakannya atas izin pemilik modal dan ia 

melakukan tugas berhak menerima upah. Jika 

ada keuntungan, maka keuntungan tersebut 

untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, 

kerugian tersebut menjadi tanggung jawab 

pemilik modal karena pengelola adalah sebagai 

buruh yang hanya berhak menerima upah dan 

tidak bertanggung jawab sesuatu apa pun, 

kecuali atas kelalaiannya. 

(b) Pengelola dengan sengaja meninggalkan 

tugasnya sebagai pengelola modal atau 

pengelola modal berbuat sesuatu yang 

bertentangan dengan tujuan akad. Dalam 

keadaan seperti ini pengelola modal 

bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena 

ialah penyebab kerugian. Apabila pelaksana 

atau pemilik nodal meninggal dunia atau salah 

seorang pemilik modal meninggal dunia 

Mudharabah menjadi batal. 

7) Hal-Hal Yang Membatalkan Mudharabah 

Mudharabah batal dalam hal-hal berikut ini:61 

                                                           
60 Hendi Suhendi, fiqih Muamalah, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010), h. 

143 
61 Wabah Az-Zuhaili, fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta, Gema Insani, 2011), 

h. 511 
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(a) Fasakh (pembatalan) dan larangan usaha atau 

pemecatan. Mudharabah  batal dengan adanya 

fasakh  dan dengan larangan usaha atau 

pemecatan, jika terdapat syarat fasakh dan 

larangan tersebut, yaitu mudharib mengetahui 

dengan fasakh dan larangan tersebut serta modal 

dalam keadaan berbentuk uang pada waktu 

faskh dan larangan tersebut. Hal itu agar dijelas 

apakah terdapat keuntungan bersama antara 

mudharib dan pemilik modal. Jika modal 

tersebut masih berbentuk barang, maka 

pemecatannya tidak sah. Hal ini mengakibatkan 

bahwa jika mudharib tidak mengetahui dengan 

adanya fasakh  atau larangan usaha tersebut, 

maka usanhanya dibolehkan. Jika mudharibnya  

telah mengetahui perihal pemecatannya 

sedangkan modalnya masih dalam bentuk 

barang, maka dia boleh menjualnya untuk 

mengubah modal menjadi uang agar 

keuntungannya terlihat. Dalam hal ini, pemilik 

modal tidak mempunyai hak melarangnya 

dalam penjualannya barang tersebut, karena hal 

itu bisa menghilangkan hak mudharib. 

(b) Kematian salah satu pelaku akad. Jika pemilik 

modal atau mudharib meninggal, maka akad  

mudharbah menjadi batal menurut mayoritas 

ulama, karena Mudharabah mencakup akad 

wakalah, sementara wakalah batal meninggalnya, 

muwakkil (orang yang mewakilkan) atau wakil. 

Mudharabah batal baik mudharib mengetahui 

perihal meninggalnya pemilik modal maupun 

tidak, karena kematian mengeluarkan mudharib 

dari Mudharabah secara hukum, maka tidak 
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bergantung pada pengetahuannya, sama seperti 

dalam wakalah. 

(c) Salah satu pelaku akad menjadi gila. 

Mudharabah batal menurut ulama selain 

Syafi’iyah dengan gilanya salah satu pelaku 

akad, jika gilanya itu gila permanen, karena gila 

membatalkan sifat ahliyah 

(kelayakan/kemampuan). Begitu juga setiap 

yang membatalkan wakalah maka membatalkan 

Mudharabah, seperti pingsan dan pelarangan 

membelanjakan harta atas pemilik modal. 

Adapun pelarangan membelanjakan harta bagi 

mudharib karena idiot atau bodoh, maka 

menurut ulama Hanafiyah mudharib  tidak 

keluar dari Mudharabah, karena dalam keadaan 

itu dia dianggap seperti anak kecil yang belum 

balig (mumayiz). Menurut mereka, anak yang 

mumayiz  memiliki sifat ahliyah 

(kelayakan/kemampuan) untuk menjadi wakil 

dari orang lain, maka demikian juga dengan 

orang yang bodoh. 

(d) Murtadnya pemilik modal. Jika pemilik modal 

murtad dari agama Islam lalu mati atau 

terbunuh dalam keadaaan murtad, atau ia 

masuk ke negeri musuh dan hakim telah 

mengeluarkan keputusan tentang perihal 

masuknya le negeri musuh tersebut, maka 

Mudharabah-nya batal semenjak hari murtadnya 

menurut ulama hanafiyah. Hal itu karena 

masuk ke negeri musuh sama kedudukannya 

dengan kematian, itu mengilangkan sifat ahliyah 

pemilik modal, dengan dalil bahwa orang yang 

murtad itu hartanya boleh dibagikan kepada 
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para ahli warisnya. Jika mudharib murtad, maka 

Mudharabah-nya tetap seperti sedia kala (tidak 

batal) karena sifat ahliyah-nya tidak hilang, 

hingga jika mudharibnya belanja kemudian 

menjual dan mendapatkan untung, kemudian 

terbunuh dalam keadaan murtad atau 

meninggal atau masuk ke negeri musuh. Semua 

yang telah dikerjakannya adalah sah, dan 

keuntungannya menjadi milik bersama sesuai 

dengan yang telah mereka sepakati, karena 

pernyataan orang yang murtad adalah sah 

karena masih memiliki sifat tamyiz (dapat 

membedakan yang baik dan buruk ) dan sifat 

sebagai manusia. 

(e) Rusaknya modal Mudharabah ditangan 

mudharib. Jika modal rusak ditangan mudharib 

sebelum dibelanjakan sesuatu, maka 

Mudharabah-nya batal. Pasalnya, modal menjadi 

spesifik untuk Mudharabah dengan adanya 

penerimaan barang, sehingga akadnya batal 

dengan rusaknya modal, seperti wadi’ah. 

Demikian juga akad Mudharabah batal dengan 

digunakannya modalnya oleh mudharib, 

dinafkahkan atau diberikan pada orang lain 

kemudian digunakan oleh orang tersebut, 

hingga mudharib tidak memiliki hak untuk 

membeli sesuatu untuk Mudharabah. Jika 

mudharib mengganti modal yang telah 

digunakannya, maka dia dapat membelanjakan 

kembali modal tersebut untuk Mudharabah.  

3. Wadiah 

a. Pengertian Akad Wadiah 
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Wadi‘ah disebut dengan “titipan”.62 Secara bahasa al-wadi‘ 

artinya adalah meninggalkan. Dan al-wadii‘ah secara bahasa 

artinya adalah sesutu yang diletakan di tempat orang lain 

untuk dijaga. Adapun dalam defenisi syarah kata wadi‘ah 

disebut untuk penitipan. Pengertian yang lebih rajih, wadi‘ah 

adalah akad titipan, hanya saja kata yang lebih benar untuk 

akad penitipan ini adalah al-iida’ (penitipan) bukan wadii‘ah 

(barang titipan). Defenisi akad penitipan menurut sejumlah 

ulama pensyarah dalam mazab hanafi adalah pemberian 

kewenangan dari seseorang kepada orang lain untuk menjaga 

hartanya baik disampaikan secara langsung mapun secara 

tidak langsung63 

Wadiah dalam bahasa fiqih adalah barang titipan atau 

memberikan, juga diartikan i’tha’u al-mal liyahfadzahu wa fi 

qabulihi yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada 

penerimaannya. Karena itu, istilah wadi’ah sering disebut   

sebagai ma wudi’a ‘inda ghair malikihi liyahfadzuhu yang artinya 

sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya 

dijaga. Seperti dikatakan qabiltu minhu dzalika al-malliyakuna 

wadi’ah ‘indi yang berarti aku menerima harta tersebut darinya. 

Sedangkan Al-Qur’an memberikan arti wadi’ah sebagai amanat 

bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib 

mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali.64 

Ada dua definisi wadi’ah yang dikemukakan ahli fikih. 

Pertama, ulama Mazhab Hanafi mendifinisikan wadi’ah dengan, 

“mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik 

dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun 

melalui isyarat.” Misalnya, seseorang berkata kepada orang 

                                                           
62Dahlan, Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. I Jilid VI; (Jakarta: 

Icthiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1899. 
63Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu: Hukum Transaksi Keuangan, 

Transaksi Jual-Beli Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijrah 
(Penyelesaian), Cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 556. 

64Dwi Suwiknyo, Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam, Yogyakarta : 
Pustaka Pelajar, 2010, h.295 
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lain, “Saya titipkan tas saya ini kepada Anda,” lalu orang itu 

menjawab, “Saya terima.” Maka sempurnalah akad wadi’ah. 

Atau seseorang menitipkan buku kepada orang lain dengan 

mengatakan, “Saya titipkan buku saya ini kepada Anda,” lalu 

orang yang dititipi diam saja (tanda setuju). Kedua, ulama 

Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali (jumhur 

ulama) mendefinisikan wadi’ah dengan “Mewakilkan orang 

lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.” 

Oleh sebab itu, wadiah yang oleh para ahli fiqih disifati 

dengan yad Al-Amanah (titipan murni tanpa ganti rugi) 

dimodifikasi dalam bentuk yad ad dhamanah (dengan resiko 

ganti rugi). Konsekuensinya adalah jika uang itu dikelola pihak 

bank syariah dan mendapat keuntungan, maka seluruh 

keuntungan menjadi milik bank.  

Di samping itu, atas kehendak pihak bank sendiri, tanpa 

ada persetujuan sebelumnya dengan pemilik uang, dapat 

memberikan semacam bonus kepada para nasabah wadi’ah. 

Dalam hal ini praktek wadi’ah di bank syariah sejalan dengan 

pendapat ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki.65 

Al-Wadi’ah dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai 

meninggalkan atau meletakkan, atau meletakkan sesuatu pada 

orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Dari aspek teknis, 

wadi’ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke 

pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus 

dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki. 

Menurut PSAK, Wadi’ah adalah titipan nasabah yang harus 

dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang 

bersangkutan menghendaki Bank bertanggung jawab atas 

pengembalian titipan. 

                                                           
65Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukan dalam Tata Hukum 

Perbankan Inonesia, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007, h. 55-56. 
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Secara komulatif, wadi’ah memiliki dua pengertian , yang 

pertama pernyataan dari seseorang yang telah memberikan 

kuasa atau mewakilkan kepada pihak lain untuk memelihara 

atau menjaga hartanya; kedua, sesuatu harta yang dititipkan 

seseorang kepada pihak lain dipelihara atau dijaganya.66 
 

b. Dasar Hukum Wadi’ah 

1) Al-Quran 

QS An-Nisa: 58 

لِهَا تِ إلِىَٰٓ أهَأ ٰـ نَ ٰـ مََ مُرُكُمأ أنَ تؤَُدُّواْ ٱلۡأ َ يأَأ  إنَِّ ٱللََّّ

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya. 

 

QS al-Baqarah: 283 

 

بُ  قأ  مَّ
نًٌ۬ ٰـ ا فرَِهَ  وَإنِ كُنتمُأ عَلىَٰ سَفَر ً۬ وَلمَأ تجَِدوُاْ كَاتبِ ً۬

يؤَُد ِ ٱلَّذِى  ۖوضَةًٌ۬ ا فلَأ ض ً۬ ضُكُم بَعأ  فإَنِأ أمَِنَ بعَأ

نتَهَُ  ٰـ تمُِنَ أمََ َ رَبَّهُ  ٱؤأ يتََّقِ ٱللََّّ َ   ۗۥۥ وَلأ دةَ ٰـ تمُُواْ ٱلشَّهَ هَا فإَنَِّهُ  ۚ وَلََ تكَأ تمُأ بهُُ   وَمَن يڪَأ ُ بمَِا   ۗۥۥۤ ءَاثمًٌِ۬ قلَأ  وَٱللََّّ

مَلوُنَ عَلِيمًٌ۬   تعَأ

 

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu´amalah tidak secara 

tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka 

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 

berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai 

sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu 

menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa 

kepada Allah Tuhannya.  

 

2) Hadits 

 

Ketentuan hadis mengenai prinsip Wadiah ini dapat 

kita baca dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh 

Abu Daud.  

                                                           
66 Ahmad Hasan Ridwan, Bmt & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan 

Syariah, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, h. 14 
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“Abu Hurairah meriwayatkan bahwa rasulullah saw. 

Bersabdah, sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang 

berhak menerima dan jangan membals berkhianat kepada 

orang yang telah mengianatimu.” 

 

Berdasarkan dalil Al-Quran dan Hadits atas, para ulama 

telah sepakat tentang kebolehan menitipkan barang 

ataupun menerima titipan karena manusia 

membutuhkannya. Setiap orang suatu waktu 

membutuhkanpertolongan orang lain untuk memelihara 

barang yang ia tinggalkan 

 

c. Jenis-Jenis Wadiah 

Akad berpola titipan (wadiah) ada dua, yaitu Wadiah yad 

Amanah dan Wadiah yad Dhamanah. Pada awalnya, Wadiah 

muncul dalam bentuk yad al-amanah “tangan amanah”, yang 

kemudian dalam perkembangan memunculkan yadh-dhamanah 

“tangan penanggung”. Akad Wadiah yad dhamanah ini akhirnya 

banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam 

produk-produk pendanaan.67 

Dalam Islam wadi’ah dapat dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu:68 

1) Wadi’ah yad Amanah  

Wadi’ah yad Amanah yaitu barang yang dititipkan sama 

sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima 

titipan, sehingga dengan demikian pihak yang menerima 

titipan tidak bertanggung jawab terhadap risiko yang 

menimpa barang yang dititipkan. Penerima titipan hanya 

punya kewajiban mengembalikan barang yang dititipkan 

                                                           
67 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada 

2008, h. 4 
68 Trisandini P. Usanti dan Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah, Jakarta: 

PT. Bumi Aksara, 2013, h. 37 
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pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan secara apa 

adanya. 

Karakteristik Wadi’ah yad Amanah sebagai berikut :69 

a) Barang yang dititipkan oleh nasabah tidak boleh di 

manfaatkan oleh pihak penerima titipan. Penerima 

titipan dilarang untuk memanfaatkan barang titipan. 

b) Penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah 

yang harus menjaga dan memelihara barang titipan, 

sehingga perlu menyediakan tempat yang aman dan 

petugas yang menjaganya. 

c) Penerima titipan diperkenankan untuk membebankan 

biaya atas barang yang dititipkan, hal ini karena 

penerima titipan perlu menyediakan tempat untuk 

menyimpan dan membayar biaya gaji pegawai untuk 

menjaga barang titipan, sehingga boleh meminta 

imbalan jasa. 

2) Wadi’ah yad Dhamanah  

Wadi’ah yad Dhamanah adalah titipan terhadap barang 

yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh 

penerima titipan. Sehingga pihak penerima titipan 

bertaggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang 

sebagai akibat dari penggunaan atas suatu barang, seperti 

risiko kerusakan dan sebagainya. Tentu saja penerima 

titipan wajib menegmbalikan barang yang dititipkan pada 

saat diminta oleh pihak yang menitipkan.70 

Karakteristik Wadi’ah yad Dhamanah sebagai berikut :71 

a) Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan 

oleh pihak yang menerima titipan. 

                                                           
69 Ismail, Perbankan Syari’ah, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 
2014, h. 63 
70 Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah, Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2013, h. 37 
71 Ismail, Perbankan Syari’ah, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, 

h. 65 



Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag. 
Miti Yarmunida, M.Ag. 

97 

b) Penerima titipan sebagai pemegang amanah. 

Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan, 

namun penerima titipan harus memanfaatkan harta 

titipan yang dapat menghasilkan keuntungan. 

c) Bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, 

oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan 

bonus. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat 

diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung 

pada pihak penerima titipan. Bonus tidak boleh 

diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan 

merupakan kewajiban bagi penerima titipan 

d) Dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai 

dengan akad wadi’ah yad Dhamanah adalah simpanan 

giro dan tabungan. 

d. Rukun dan Syarat Wadiah 

a) Rukun Wadiah 

Menurut Hanafiah, rukun wadi’ah hanya satu, yaitu ijab 

dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun 

wadi’ah itu ada empat:72 

a) Barang yang dititipkan (wadiah). 

b) Orang yang menitipkan (mudi’ atau muwaddi’). 

c) Orang yang menerima titipan (muda’ atau mustawda’). 

d) Ijab qabul (sighat) 

e) Syarat-Syarat Wadiah 

Berkaitan dengan rukun-rukun wadiah yang telah 

disebutkan di atas, maka syarat-syarat wadiah sebagai 

berikut ini. 

 

b) Syarat-syarat wadiah 

a) Syarat benda yang dititipkan  

(1) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda 

yang bisa untuk disimpan. Apabila benda tersebut 

                                                           
72 Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah, Jakarta:Amzah,2010,h. 459 
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tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau 

benda yang jatuh ke dalam air, maka wadiah tidak 

sah sehingga apabila hilang, tidak wajib 

mengganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-

ulama Hanafiyah. 

(2) Syafi’iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda 

yang dititipkan harus benda yang mempunyai 

nilai (qimah) dan dipandang sebagai mal, 

walaupun najis. Seperti anjing yang bisa 

dimanfaatkan untuk berburu, atau menjaga 

keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki 

nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, 

maka wadi’ah tidak sah. 

b) Syarat- Syarat Sighat 

Sighat akad adalah ijab dan qabul. Syarat sighat adalah 

ijab harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. 

Ucapan adakalanya tegas (sharih) dan adakalanya 

dengan sindiran (kinayah). Malikiyah menyatakan 

bahwa lafal dengan kinayah harus disertai dengan niat. 

Contoh lafal yang sharih: “Saya titipkan barang ini 

kepada Anda”.  

Sedangkan contoh lafal sindiran (kinayah). Seseorang 

mengatakan, “Berikan kepadaku mobil ini”. Pemilik 

mobil menjawab: “Saya berikan mobil ini kepada 

Anda”. Kata “berikan” mengandung arti hibah dan 

wadi’ah (titipan). Dalam konteks ini arti yang paling 

dekat adalah “titipan”. Contoh ijab dengan perbuatan: 

Seseorang menaruh sepeda motor di hadapan 

seseorang tanpa mengucapkan kata-kata apa pun. 

Perbuatan tersebut menunjukan penitipan (wadi’ah).  

Demikian pula qabul kadang-kadang dengan lafal 

yang tegas (sharih), seperti: “Saya terima” dan 
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adakalanya dengan dilalah (penunjukan), misalnya 

sikap diam ketika barang ditaruh di hadapannya. 

 

c) Syarat orang yang menitipkan (Al-Mudi’) 

(1) Berakal, Dengan demikian, tidak sah wadi’ah dari 

orang gila dan anak yang belum berakal. 

(2) Baligh, Syarat ini dikemukakan oleh Syafi’iyah. 

Dengan demikian menurut Syafi’iyah, wadi’ah 

tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum 

baligh masih di bawah umur). Tetapi menurut 

Hanafiah baligh tidak menjadi syarat wadi’ah 

sehingga wadi’ah hukumnya sah apabila 

dilakukan oleh anak mumayyiz dengan persetujuan 

dari walinya atau washiy-nya. 

d) Syarat orang yang dititipi (Al-Muda’) 

(1) Berakal, tidak sah wadi’ah dari orang gila dan anak 

yang masih di bawah umur. Hal ini dikarenakan 

akibat hukum dari akad ini adalah kewajiban 

menjaga harta, sedangkan orang yang tidak 

berakal tidak mampu untuk menjaga barang yang 

dititipkan kepadanya. 

(2) Baligh, syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. 

Akan tetapi, Hanafiah tidak menjadikan baligh 

sebagai syarat untuk orang yang dititipi, 

melainkan cukup ia sudah mumayyiz. 

 

D. Pelaksanaan Nisbah Bagi Hasil pada Produk Tabungan Haji di 

Perbankan Syariah 

 

Pilihan masyarakat melakukan setoran biaya pelaksanaan 

ibadah haji pada bank-bank yang berlabel syariah adalah sebuah 

keniscayaan, karena sudah menjadi kebijakan pemerintah melalui 

Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH). BPKH sudah menunjuk 
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31 Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai Bank 

Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) 

untuk periode April 2018 - Maret 202. Penetapan tersebut menurut 

pihak BPKH sesuai dengan kompetensi dan fungsi dalam 

pengelolaan keuangan haji, sebagaimana diamanatkan oleh 

Undang-undang 34/2014, PP 5/2018 dan Peraturan BPKH Nomor 4 

tahun 2018. Dengan demikian sudah bisa dipastikan bahwa ke-31 

Bank Umum Syariah dan atau Unit Usaha Syariah tersebut sudah 

menyiapkan pasilitas berbentuk produk tabungan. Untuk 

pembahasan implementasi nisbah bagi hasil peoduk tabungan haji 

di sini penulis mengambil sampel BNI Syariah.  

Untuk merespon peluang pasar ini, BNI Syariah menyediakan 

produk perbankan berbentuk tabungan, yang diberi label BNI 

Baitullah iB Hasanah, yang di dalamnya terdapat dua pilihan akad; 

akad mudlarabah atau akad wadiah. Oleh karena itu untuk 

meneropong pelaksanaan nisbah bagi hasil pada produk tabungan 

haji di BNI Syariah berpedoman pada ketentuan berupa syarat-

syaratat (kewajiban) dan fasilitas (hak) nasabah yang ditetapkan oleh 

BNI Syariah. 

1. Persyaratan.  

Hanya ada dua kewajiban calon nasabah BNI Baitullah iB 

Hasanah yang harus dipenuhi yaitu menunjukkan identitas diri 

berupa KTP asli atau Paspor, dan menyerahkan setoran awal sebesar 

Rp. 500.000,- untuk pilihan akad mudlarabah dan Rp. 100.000,- untuk 

pilihan akad wadiah. Artinya, dapat dikatakan bahwa dari aspek 

persyaran sangat simple, tidak banyak yang harus diersiapkan oleh 

calon nasabah, cukup bermodalkan identitas diri berupa KTP atau 

Paspor dan uang sebesar Rp. 500.000,- atau Rp. 100.000,- sudah bisa 

menjadi nasabah BNI Baitullah iB Hasanah, atau yang familier 

disebut dengan Tabungan Haji. Namun demikian menurut 

penuturan Nuzuar Nawawi, salah seorang nasabah, ada lagi 

persyaratan tambahan yang tidak disebutkan dalam informasi 
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umum yang seperti pamphlet atau liplet yakni Kartu Keluarga.73 Hal 

yang sama juga dikemukan oleh Alamsyah, bersyukur Alamsyah 

sudah mengetaui persyaratan tambahan tersebut sebelum dia 

mendatangi bank untuk membuka rekening.74 Hal ini diakui oleh 

pihak bank,75 namun demikian menurut fersi pihak bank, Kartu 

Keluarga sebenarnya bukanlah termasuk persyartan, hanya saja 

diperlukan untuk memastikan  keaslian KTP. 

2. Fasilitas 

Terdapat lima item fasilas yang dijanjikan BNI Syariah bagi 

nasabah tabungan haji, yaitu: 

a. Kartu Haji dan Umrah Indonesia. Kartu Haji dan Umrah ini 

diberikan kepada nasabah ketika sudah siap diberangkatkan 

menunaikan ibadah haji dan umrah. Artinya silitas ini 

didapatkan tidak otomatis ketika membuka rekening tabungan 

haji, melainkan jamaah yang sudah benar-benar siap 

diberangkatkan. Kartu ini berfungsi sebagai fasilitas transaksi 

Cashless. Maksudnya jamaah haji tidak perlu lagi membawa uang 

untuk berbelanja kebutuhannya selama berada di Arab Saudi, 

pembayrannya cukup dengan menunjukkan kartu ini. 

“Alhamdulillah, fasilitas Kartu Haji dan Umrah dari BNI Syariah 

benar-benar bermanfaat bagi kami…luar biasa, kami tidak perlu 

lagi membawa uang kemana-mana, cukup mengantongi Kartu 

untuk belanja selama di Arab Saudi…”76 demikian Damrah 

mengisahkan manfaat yang pernah ia rasakan ketika 

menuanaikan ibadah haji padada tahun 2018 yang lalu. 

b. Buku Tabungan. Sebenarnya tidak ada yang istimewa dengan 

fasilitas yang satu ini, karena semua nasabah yang membuka 

tabungan apa saja dan di bank mana saja, secara otomatis akan 

mendapatkan Buku Tabungan.  

                                                           
73Nuzuar Nawawi, wawancara pada tanggal 31 Oktober  tahun 2019. 
74Alamsyah, wawancara tanggal 31 Oktober tahun 2019 
75Anang, Wawancara tanggal 4 Oktober tahun 2019 
76Damrah, salah seorang nasabah BNI Syariah yang sudah menunaikan 

Ibadah Haji pada tahun  2018, wawancara tanggal 28 Oktober 2019. 
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c. Autokredit untuk setoran bulanan dari rekening Tabungan iB 

Hasanah/Bisnis Hasanah/Prima Hasanah. Fasilitas ini hanya 

diperoleh bagi nasabah Tabungan Haji yang juga memiliki 

rekening tabungan lain di BNI Syariah, yaitu Tabungan iB 

Hasanah/Bisnis Hasanah/Prima Hasanah. Atas permintaan 

nasabah bank dapat melakukan debit dari tabungan lain 

tersebut, dan dalam waktu yang sama melakukan kredit ke 

Tabungan Haji. Tentang berapa besaran nominal dibet/kredit 

dan jadwal tetap pengkreditan, apakah itu seitan bulan atau 

triwulan dan seterusnya, tergantung permintaan nasabah atau 

kesepakatan antara bank BNI Syariah dengan nasabah. Adalah 

Anwar Mahali, seorang nasabah Tabugan Haji BNI Syariah yang 

sebelumnya sudah memimiki rekening tabungan iB Bisnis 

Hasanah, mengemukan bahwa ketika membuka rekening 

Tabungan Haji ia minta dilakukan autokredit di rekening 

tabungan iB Bisnis Hasanah-nya. Lalu pihak bank memberikan 

formulir permohonan, sekaligus pernyataan. Di dalam formulir 

tersebut disamping tersedia kolom-kolom identitas lengkap, juga 

terdapat kolom berapa rupiah nominal autokredit yang 

diinginkan nasabah, pilihan jangka waktu autokredit dilakukan 

(bisa perbulan, pertriwulan, perenam bulan atau pertahun), 

begitu pula tanggal jatuh tempo juga terdapat kolom pilihan. 

Setelah itu  Anwar mengaku tetang, tidak perlu ke bank untuk 

melakukan setoran, yang penting rekening iB Bisnis Hasanah 

selalu terisi, atau memiliki saldi cukup untuk delakuka 

autodibet.77  

d. Dapat didaftarkan menjadi calon jamaah haji melalui 

SISKOHAT. 

Fasilitas ini didapatkan nasabah ketika saldo Tabungan Haji 

mencapai jumlah minimal persyaratan penyetoran ONH yang 

sudah ditentukan yaitu Rp. 25.000.000,-. Kemudahan nasabah 

untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji ini, karena sistem 

                                                           
77Anwar Mahali, wawancara tanggal 25 Oktober 2019 
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BNI Syriah telah terhubung langsung dengan Sistem 

Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) yang berada dalam 

satu provinsi dengan domisili nasabah. Demikian ketrangan dari 

Fadia Rachmasari (Learning Center Manager) BNI Syariah 

Kantor Pusat Jakarta dalam sebuah wawancara. Selanjutnya 

Diah menambahkan bahwa fasilitas ini tidak seara otomatis, 

dalam arti jika saldo nasabah sudah diatas 25 juta otomatis 

didaftarkan, melainkan atas permintaan nasabah sendiri. Oleh 

karena itu, biasnya setelah saldo tabungan nasabah sudah diatas 

angka 25 juta, Nasabah diminta datang ke bank untuk diberitahu 

dan akan didftarkan ke SISKOHAT. Setelah mendapat 

persetujuan dari nasabah, barulah pihak bank melakukan 

peroses pendaftaran dan setelah selesai secara otomatis nasabah 

mendapatkan nomor porsi.78 Keterangan Fadia ini dibenarkan 

oleh Ika Nivita (nasabah), Ika menambahkan keterangan bahwa 

setelah mendapatkan nomor porsi dan bukti setor dari BNI 

Syariah ia lantas pergi ke  Kantor Kementerian Agama setempat, 

untuk didaftarkan di sana.79 

e. Terdapat pilihan mata uang yaitu rupiah dan US Dolar. Bagi 

calon nasabah BNI Syariah juga difasilitasi pilihan mata uang, 

dalam bentuk rupiah atau US Dolar. Karena belum ada nasabah 

BNI Syariah Bengkulu yang membuka rekening Tabungan Haji 

dalam bentuk US Dolar, maka untuk ffasilitas ini tidak ada 

keterang yang dapat dikemukan dari nasabah. Akan tetapi 

menarik diungkapkan disini adalah bahwa piahak bank dalam 

nenentukan batasan minimal setoran ONH untuk mendapatkan 

nomor porsi sebesar 25 juta tersebut dengan memperhitungkan 

nilai tukar rupiah atas US Dolar saat itu. Kalau ternyata nilai 

rupiah atas US Dolar tinggi maka nasabah otomatis 

diuntungkan.  

 

                                                           
78Fadia Rachmasari, wawancara tanggal 17 Oktober 2019 
79Ika Novita, wawancara tanggal 26 Oktober tahun 2019 
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3. Penyetoran dan penarikan 

Penyetoran dapat dilakukan kapan saja, pada jam kerja, di kantor 

BNI Syariah terdekat, selain itu sebagaimana telah diutarakan di 

atas, bagi nasabah yang mempunyai jenis tabungan lain di BNI 

Syariah penyetoran dapat dilakukan dengan cara autokredit. 

Adapun penarikan tetap bisa dilakukan dalam jangka waktu 

setahun sekali penarikan. Tidak didapatkan penjelasan yang 

memadai mengenai alasan ditetapkannya limit maksimal penarikan 

tabungan satu kali dalam setahun. Begitu pula tentang batasan saldo 

minmal sebesar Rp. 500.000,-. Bagi nasabah, ketentuan penyetoran 

dan penarikan seperti ini tidak dipersoalkan, bahkan terkesan tidak 

peduli. Para nasabah juga tidak tertarik untuk mencari 

perbandingan pada bank lain.  

 

4. Alur pembukaan rekening Tabungan Haji 

Sebenarnya tidak prosedur khusus dalam proses pembukaan 

rekening Tabungan Haji ini, persis sama dengan alur dan peroses 

pembukaan rekening tabungan di duia perbangkan pada umumnya. 

Nabah mendatangi BNI Syariah Kantor Pusat atau Kantor Cabang 

atau Kantor Cang Pembantu yang ia kehendaki dengan membawa 

persyaratan yang sudah ditentukan, dalam hal ini KTP/Paspor, 

Kartu Keluarga dan sejumlah uang (minimal 500 ribu rupiah untuk 

akad muldarabah dan 100 ribu rupiah untuk akad wadiah) sebagai 

saldo awal minimal. Sesampai di bank calon nasabah akan disambut 

dengan ramah oleh security, calon nasabah mengemukan 

maksudnya, lala security memberikan petunjuk atau langsung 

mengantarkan calon nasasbah ke tempat pengambilan nomor antri, 

atau jika kebetulan tidak ada antrian langsung diarahkan/diatar ke 

meja Customer Service (CS) yang membidangi Tabungan Haji. CS 

lantas menjelaskan semua yang berkaitan dengan Tabungan Haji, 

mulai dari pesyaratan sampai pada fasilitas-fasilitas yang 

disedisiakan BNI Syariah, intinya adalah hak dan kewajiban kedua 

belah pihak, pihak BNI Ayariah dan nasabah. Kesepakan mengenai 



Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag. 
Miti Yarmunida, M.Ag. 

105 

hak dan kewajian ini harus dituntaskan disini, semuanya tertulis dan 

bukti kesepakatan tesebut adalah tangan dana tau cap jempol atau 

cap tiga jari. Setelah semua selesai, lantas calon nasabah menuju meja 

teller/kasir untuk melakukan setoran tabungan pertama. Atau dapat 

juga dilakukan oleh CS mewakili nasabah setelah nasabah mengisi 

dan menandatangani formulir setoran. Dengan kata lain calon 

nasabah tetap duduk manis di kursi depan meja CS sampai proses 

penyetoran selesai.80 Pelayanan prima model yang disebutkan 

terakhir ini dirasakan oleh Nuzuar Nawawi, ia menceritakan saat 

pertama kali membuka rekening Tabungan Haji di BNI Syariah, saat 

sampai ke BNI Syariah Cabang Pintu Batu, disambut security dan 

langsung diantarkan ke meja CS, setelah itu tidak kemana-mana lagi 

sampai pulang. Semuanya dibantu oleh CS.81 Setelah sumuanya 

selessai, calon nasabah tersebut keluar meninggalkan bank dengan 

menyandang status nasabah Tabungan Haji BNI Syariah. 

 

5. Kesepakatan nisbah bagi hasil 

Sebagaimana  diketahui bahwa nisbah bagi hasil pada produk 

tabungan haji diperoleh dari kesepakatan kerja sama (mudharabah) 

antara nasabah sebagai pemilik modal (pemilik tabungan umrah) 

dengan BNI Syariah sebagai pengelolah modal. Karena adanya 

kesepakatan nisbah bagi hasil hanya pada akad mudlarabah, 

diskripsi hasil penelitan berikut ini hanya fokus pada akad 

mudlarabah. Adapun jika diperlukan harus menyinggung akad 

wadiah, tidak akan menyajikan informasi yang detil. Dan sebelum 

lebih jauh masuk pada penyajian data tetang nisbah bagi hasil pada 

akad mudlarabah ini layak diketahui bahwa yang dimaksudkan bagi 

hasil dengan segala perhitungan akuntansnya tersebut adalah atas 

saldo Tabungan Haji nasabah dari mulai setoran pertama samapai 

pada tingkat saldo 25 juta sebgai sayarat mendapatkan porsi haji. 

Adapun setelah mencapai saldo lebih dari 25 juta dan pihak BNI 

                                                           
80Anang, Wawancara tanggal 4 Oktober tahun 2019 
81Nuzuar Nawawi, wawancara pada tanggal 31 Oktober  tahun 2019 
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Syariah mendaftar nasabah melalui Sistem Komputerisasi Haji 

Terpadu, maka waktu itu juga pihak BNI Syariah melakukan kliring 

dari rekening nasabah ke rekening Keminterian Agama dalam hal ini 

Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH). Dengan demikian, maka 

perhitungan nisbah bagi hasil kembali pada posisi nominal saldo 

nasabah yang tersisa, setelah dikurangi (debit) sebesar 25 juta. Hal 

ini sangat penting dijelaskan karena bisa menimbukan salah faham 

oleh nasabah. Jangan sampai nasabah menganggap bahwa nisbah 

bagi hasil yang dimaksud adalah atas perhitungan jumlah uang yang 

pernah disetorkan ke tabungan Haji sampai keberangkatan ke tanah 

suci. Seperti dikerahui, waktu menunggu keberangkatan terhitung 

dari tanggal mendapatkan nomor porsi saat ini bisa mencapai 25 

tahun atau lebih, tergantung berapa panjang (banyak) antrian calon 

jamaah haji di Kabupaten (daerah kuota haji) masing-masing. 

Berdasarkan penjelasan dari kepala Cabang BNI Syariah 

Bengkulu dan staff bahwa tabungan haji menggunakan dua akad 

yaitu akad wadiah dan akad mudharabah. Akad wadiah yang 

dipakai adalah wadiah dhomanah, sedangan mudharabah yang 

digunakan adalah mudharabah muthlaqah. Wadiah dhomanah 

digunakan oleh bank dengan pelaksanaan dana tabungan haji 

mereka gunakan untuk diinvestasikan tanpa ada kewajiban untuk 

berbagi hasil investasi akan tetapi bank memungkinkan untuk 

memberikan fee kepada nasabah tabungan haji. Sedangkan 

mudharabah muthlaqah merupakan kerjasama berbagi hasil antara 

nasabah tabungan haji dengan BNI Syariah tanpa ada persyaratan 

tertentu dalam pelaksanaannnya.82 

BNI Syariah dalam menginformasikan karakteristik tabungan 

haji kepada nasabah sudah menyampaikan dua akad tersebut, 

nasabah bebas memilih mau mengambil akad wadiah dhomanah 

atau mudharabah muthlaqah.83 Ketika ini ditanyakan kepada 

nasabah jawaban mereka tervagi dua 90% dari nasabah yang 

                                                           
82 Anang, Wawancara tanggal 4 Oktober tahun 2019  
83 Anang, Wawancara tanggal 4 Oktober tahun 2019 
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menjadi informan menyatakan sudah disampaikan tapi mereka 

tidak mengerti dan tidak banyak Tanya yang penting bisa nabung 

untuk pergi haji, dan mereka tidak tahu akad apa yang mereka ambil 

(sepakati). 10% mengatakan benar sudah disampaikan dan mereka 

mendalami maksud dari dua  akad tersebut sehingga mereka 

memilih akad mudharabah muthlaqah dengan harapan mendapat 

tambahan tabungan dari hasil investasi (kerjasama).84 

Terkait dengan nisbah bagi hasil pengelolaan tabungan haji BNI 

Syariah sudah ditetapkan oleh BNI Syariah dengan porsi 10% untuk 

nasabah dan 90% untuk BNI Syariah. Porsi nisbah ini ditetapkan 

untuk memperkecil resiko yang mungkin diterima oleh BNI Syariah, 

karena sistem bagi hasil yang diterapkan pada tabungan haji adalah 

revenue sharing yang berarti pihak BNI Syariah membagi hasil 

pendapatan investasi sebelum dikurangi biaya operasional. 85 

Berdasarkan tujuan nasabah menabung di tabungan haji adalah 

untuk pergi haji (motivasi ibdah, bukan untuk bisnis), maka 

sebagian bank syariah di Indonesia menempuh pola pendistribusian 

pendapatan atau revenue sharing. Di sisi lain,  untuk menerapkan 

profit sharing bank harus secara rinci memaparkan biaya-biaya 

operasional yang dibebankan kepada para pemilik dana. Proses 

distribusi pendapatan revenue sharing  dilakukan sebelum 

memperhitungkan biaya operasional yang ditanggung oleh bank. 

Biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan 

dari investasi dana, tidak termasuk pendapatan fee atau komisi atau 

jasa-jasa yang diberikan oleh bank, karena pendapatan tersebut 

pertama-tama harus dialokasikan untuk mendukung biaya 

operasional 

Revenue sharing mengandung resiko yang cukup tinggi bagi 

bank, karena  tingkat pendapatan bank rendah, maka bagian bank 

setelah pendapatan didistribusikan oleh bank tidak mampu 

                                                           
84 Yunismar dkk nasabah tabungan haji BNI Syariah Bengkulu, wawancara 

dari tanggal 7- 19 Oktober 2019 
85Staff BNI Syariah Jakarta Wawancara tanggal 17 Oktober 2019 
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membiayai kebutuhan operasional yang lebih besar dan pada 

pendapatan. sehingga merupakan kerugian bank dan membebani 

para pemegang saham sebagai penanggung kerugian. sementara 

para penyandang dana atau investor lain tidak pernah menanggung 

kerugian akibat biaya operasional tersebut dengan kata lain secara 

tidak langsung bank menjamin nilai nominal investasi nasabah 

karena pendapatan paling rendah yang akan dialami oleh bank 

adalah 0 dan tidak mungkin terjadi pendapatan negatif selain belum 

sepenuhnya Sesuai dengan prinsip syariah pola revenue sharing tidak 

berbeda statusnya dengan wadiah.  Oleh karena itu tidak dapat 

dikategorikan sebagai ekuitas berbeda dengan distribusi 

pendapatan dalam revenue sharing adalah seluruh pendapatan baik 

hasil investasi dana maupun pendapatan Tinggi atas jasa-jasa yang 

diberikan oleh bank setelah dikurangi biaya biaya operasional bank. 
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BAB III 

NISBAH BAGI HASIL PRODUK TABUNGAN HAJI 

PADA BANK SYARIAH DILAIHAT  

DARI BERBAGAI ASPEK 

 

A. Aspek Sosial 

Seperti telah mengemuka di atas bahwa lahirnya produk 

Tabungan Haji di berbagai bank syariah, termasuk BNI Syariah 

sendiri tidak terlepas dari kondisi sosial masyarakat diakibatkan 

–langsung atau tidak– oleh kebijakan pemerintah tentang tata 

kelola perjalanan haji. Persoalan yang termasuk dalam kondisi 

sosisal yang dimaksud adalah: Pertama, terbatasnya quota haji 

yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi. Di sisi lain seiring 

dengan pertambahan penduduk dan peningkatan taraf 

perekonomian dan didorong pula oleh semakin meningkatnya 

kesadaran umat Islam Indonesia untuk menunaikan salah satu 

rukun Islam tersebut. Jika pemerintah tidak serius menangani 

masalah ini bisa dipastikan akan menimbulkan problem soial 

yang sangat serius. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah 

turun tangan untuk mengaturnya.  Salah satu kebijakan tata 

kelola perjalan ibadah haji tersebut adalah dengan sistem antri 

atau daftar tunggu. Dan pada gilirannya daftar tunggu ini 

semakin lama semakin panjang. Sampai dengan laporan 

penelitian ini dibuat, informasi didapatkan mengenai lamanya 

waktu tunggu bagi calon haji beragam ada yang sampai 30 

tahun, tergantung kapasitas atrian masing-masing quota 

daerah. Kedua, dengan adanya kebijakan pemerintah 

memperketat antrian tersebut di atas, maka umat Islam tidak 

hanya cukup hanya berdasarkan minat, lantas bisa 

mendaftarkan diri untuk masuk daftar tunggu, melainkan harus 

memenuhi syarat finansial dengan menyetorkan uang minmal 

25 juta rupiah. Tentu saja kebijakan ini bagi rata-rata umat Islam 

di Indonesia dirasakan cukup berat, tapi paling tidak untuk saat 
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ini kebijakan ini cukup efektif untuk mengurangi daftar antrian. 

Ketiga, kebijakan yang paling mutakhir pemerintah melalui 

BPKH adalah menunjuk bank tertentu untuk menerima setoran 

ONH. Untuk periode April 2018 sampai dengan Maret 2021 ada 

sebanyak 31 bank yang ditujuk sebagai Bank Penerima Setoran 

Biaya Penyelenggaraan Ibada Haji (BPS-BPIH), termasuk salah 

satunya adalah BNI Syariah. Alasan subjektif BPKH menunjuk 

bank-bank teersebut adalah karena sesuai dengan kompetensi 

dan fungsi dalam pengelolaan keuangan haji. 

Untuk kebijakan yang disebutkan terakhir, walaupun 

memberikan banyak pilihan kepada umat Islam sebagai tempat 

penyetoran biaya penyelenggaraan haji, namun tetap saja 

terbatas, dalam hal ini adalah perbankan syariah. Hal ini peting 

didiskusikan, karena menyangkut motifasi menabung atau 

menyetor biaya penyelenggaraan haji, yang sampai sekarang 

masih menajadi topik diskusi ilmiyah di langan akademisi. 

Dengan adanya pembatasan ini, maka pertanyaan “mengapa 

memilih bank syariah…?” sudah tidak relevan, terutama setoran 

biaya penyelenggaraan haji, termasuk di dalamnya adalah 

pembukaan Tabungan Haji. Yang masih layak dipertanyakan 

barang kali adalah mengapa memilih bang syariah X misalkan. 

Kondisi sosial seperti tergambar di atas, mendapat respon 

positif dari dunia perbankan syariah, tak terkecuali BNI Syariah, 

dengan manawarkan produk Tabungan Haji. Terutama 

merespon kesulitan sebagian umat Islam memiliki uang tunai 

sebesar 25 juta rupiah sebagai syarat mendapakan nomor porsi. 

Dengan produk Tabungan Haji BNI Syariah berharap 

masyarakat muslim dapat mencicil (baca: menabung) sampai 

kemudian mencapao saldo minimal 25 juta rupiah. Sembari 

menunggu tercapainya saldo minimal tersebut, atas kesepakan 

bersama pihak bank dengan nasabah, maka saldo yang ada pada 

tabungan nasabah oleh pihak bank di-tasharruf-kan kepada 

pihak ketiga, yang keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan, 
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dalam hal ini adalah sebesar 10 % untuk nasabah dan 90 % untuk 

bank. Alih-alih niat beribadah sambal bisnis. Dalam 

kenyatannya tidak demikian, informasi yang diperolah semua 

nasabah Tabungan Haji BNI Syariah ternyata sama, mereka 

sama sekali tidak ada niatan untuk berbisnis, wajar jikan semua 

nasabah yang berhasil diwawancai tidak antusias diajak diskusi 

tentang nisbah bagi hasil Tabungan Haji yang mereka miliki. 

Fakta di atas diperkuat oleh fakta lain yang saling berhubungan, 

bahwa selama peroses penilitian ini belum ditemukan nasabah 

yang memanfaatkan produk Tabungan Haji BNI Syariah 

sebagai penabung aktif yang melakukan setoran rutin dalam 

waktu yang lama samapai mencapai saldo minimal yaitu 25 juta 

rupiah. Rata-rata nasabah melakukan satu sampai tiga kali 

setoran dan dalam jangka waktu relatif singkat, paling lama tiga 

bulan, kemudian mencapai 25 juta, selanjutnya melakukan 

proses pendaftaran dan mendapatkan nomor porsi. Setelah itu 

nasabah menjadi penabung pasif, meskipun pihak bank 

mensyaratkan saldo akhir minimal Rp. 500.000,-. Sekali lagi 

bahwa fakta ini memperkuat asumsi nasabah Tabungan Haji 

BNI Syariah tidak tertarik dengan bisnis bagi hasil produk 

Tabungan Haji BNI Syariah, meskipun menggunakan akad 

mudlarabah. Motifasi ibadah lebih diminan ketimbang bisnis. 

Tabungan Haji hanya dianggap sebagai sarana mendekatkan 

pelaksanaan niat ibadah hajinya, karena situasi dan kondisi sial 

menghendaki demikian. 

 

B. Aspek Normatif 

Tabungan Haji di Bank Syariah harus jelas akad yang 

disepakati oleh nasabah (calon jamaah haji) dan pengelola bank 

syariah. BNI Syariah misalkan, menggunakan akad mudharabah 

dan wadiah pada produk tabungan haji. Mudharabah adalah 

kesepakatan kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola 

modal untuk mentasarufkan (mengembangkan) modal tersebut 
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dengan kesepakatan berbagi hasil. Mudharabah dilegalkan (sah) 

dan berkonsekwensi baik di dunia dan di akhirat apabila 

memenuhi rukun86 dan syaratnya87, tidak melanggar prinsip-

prinsip dalam bermuamalah, dan tercapai maqashid 

syariahnya88. 

Mudharabah sering dipakai oleh perbankan syariah, bahkan 

seluruh perbankan syariah menawarkan produk mudharabah. 

Produk mudharabah tidak hanya terbatas pada pembiayaan 

oleh bank syariah, tapi sebaliknya bank syariah juga 

menawarkan pengelolaan dana bagi nasabah yang mempunyai 

modal. Salah satu bank syariah yang ada di Provinsi Bengkulu 

adalah Bank Negara Indonesia yang merupakan Cabang dari 

Bank Negara Indonesia Pusat di Jakarta. Diantara produk yang 

ditawarkan oleh Bank Negara Indonesia Syariah adalah BNI 

Baitullah iB Hasanah yaitu tabungan dengan akad Mudharabah 

atau Wadiah yang dipergunakan sebagai sarana untuk 

mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah 

Haji (Reguler/Khusus) dan merencanakan ibadah Umrah sesuai 

                                                           
86Rukun mudharabah menurut jumhur ulama ada tiga 1) Pemilik modal 

dan pengelola modal; 2) ma’quud ‘alaih (modal, kerja, dan laba); 3) Sighah (Ijab dan 
qabul). Ulama syafi’iyyah merinci rukun mudharabah menjadi lima yaitu ( pelaku 
akad” pemilik modal dan pengelola modal”; modal; kerja; dan laba) Wahbah al-
Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islaamii wa Adillatuh Jilid V, diterjemahkan oleh Abdul Hayyi Al-
Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h. 479 

87Syarat mudharabah menurut jumhur ulama berdasarkan rukunnya yaitu 
1) Pemilik modan dan pengelolah modal sudah baligh dan berakal sehat, bebas 
(tidak dipaksa) melakukan akad. 2) Modal disyaratkan : Berbentuk uang, jelas 
jumlahnya, tunai, dan diserahkan sepenuhnya kepada pengelola modal; Laba 
disyaratkan pembagian laba harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari 
keuntungan dagang itu. Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media 
Pratama, 2000), h. 178 

88 Maqashid syariah menurut Syathibi adalah tujuan disyariatkan hukum 
oleh Allah swt yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan 
kebahagiaan di akhirat. Dengan demikian setiap pensyariatan hukum oleh Allah 
swt mangandung tujuan yaitu kemaslahatan bagi umat manusia. Jika dihubungkan 
dengan pensyariatan mudharabah, maka tujuannya adalah untuk kemaslahatan 
para pihak yang bermudharabah khususnya, seluruh manusia dan alam umumnya. 
Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid syariah menurut Al-Syathibi, (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 1996), h. 167 
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keinginan penabung dengan sistem setoran bebas atau bulanan 

dalam mata uang Rupiah dan USDTabungan Haji89. 

 

Nisbah keuntungan adalah salah satu rukun yang khas 

dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. 

Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh 

kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib 

mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul al-mal 

mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah 

keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan 

antara kedua pihak mengenai cara pembagian keuntungan, 

adapun nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk 

prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam 

nilai nominal tertentu90. Penentuan besarnya nisbah ditentukan 

berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang 

berkontrak, tetapi dalam prakteknya di perbankan modern, 

tawar-menawar nisbah antara pemilik modal (yakni investor 

atau deposan) dengan bank syari'ah hanya terjadi bagi 

deposan/investor dengan jumlah besar, karena mereka ini 

memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi seperti ini 

sebagai spesial nisbah, sedangkan untuk nasabah deposan kecil 

tawar-menawar tidak terjadi. Bank syari'ah akan 

mencantumkan nisbah yang ditawarkan, deposan boleh setuju 

boleh tidak. Bila setuju maka ia akan melanjutkan menabung, 

sebaliknya bila tidak setuju dipersilahkan mencari bank syari'ah 

lain yang menawarkan nisbah lebih menarik.91  

                                                           
89BNI Syariah Corporation. (n.d.). Pendanaan. Retrieved September 1, 2018, 

from BNI BaitullahiBHasanah: https://www.bnisyariah.co.id/id-
id/personal/pendanaan/bnibaitullahibhasanah 

90Adiwarman Karim, 2004, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan edisi 
II, ( Jakarta PT.Raja Grafindo Persada), h.194 

91Adiwarman Karim, 2004, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan,......h, 
197 
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Nisbah untuk akad Mudharabah  pada tabungan BNI 

Baitullah iB Hasanah sudah ditentukan oleh BNI. Bagi 

msayarakat muslim yang ingin menabung BNI Baitullah iB 

Hasanah dengan akad mudharabah, maka harus menyetujui 

nisbah bagi hasil yang sudah ditetapkan BNI. Adapun nisbah 

bagi hasil yang sudah ditetapkan 10% untuk nasabah  sebagai 

shahibul mal  90% untuk  BNI sebagai pengelolah modal92. 

Panjangnya waiting list menjadikan lamanya waktu 

mudharabah antara nasabah dengan BNI, hal ini 

memungkinkan tingginya peningkatan keuntungan yang akan 

diperoleh oleh bank sebagai hasil dari pengelolahan dana 

tabungan nasabah tersebut, namun tidak demikian dengan 

nasabah yang memiliki modal tersebut. Karena nasabah hanya 

mendapatkan 10% dari keuntungan yang diperoleh dari 

pengelolaan harta yang dia tabungkan (BNI Syariah 

Corporation t.thn.). Jika dibandingkan dengan teori fiqh imam 

mazhab, maka perbandingan nisbah bagi hasil di atas tidak 

seimbang (tidak adil)93. 

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 02/DSN-

MUI/IV/2000 Tentang Tabungan, Ketentuan Umum Tabungan 

berdasarkan Mudharabah, tentang nisbah point 4, 5, dan 6, 

bahwa: a) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam 

bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan 

rekening. b) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional 

tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang 

menjadi haknya. c) Bank tidak diperkenankan mengurangi 

nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang 

bersangkutan. Fatwa ini tidak memberikan pedoman yang jelas 

                                                           
92BNI Syariah Corporation. (n.d.). Pendanaan. Retrieved September 1, 2018, 

from BNI Baitullah iB Hasanah: https://www.bnisyariah.co.id/id-
/personal/pendanaan/bnibaitullahibhasanah 

93 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 
h.178 
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tentang pembagian yang adil dalam  penetapan nisbah bagi 

hasil, hal itu diserahkan kepada kesepakatan antara shahibul mal 

dan mudharib. Kekosongan penetapan standar yang adil ini 

menjadikan pihak bank syariah menetapkan nisbah bagi hasil 

sesuai dengan analisa besaran keuntungan yang mereka 

proyeksi dan nasabah inferior tidak punya pilihan lain kecuali 

menerima saja bagian nisbah bagi hasil yang sudah ditetapkan 

oleh bank.  

Pendekatan normative yang penulis maksudkan pada 

peneltian ini adalah menganalisa temuan penelitian dengan 

menggunakan dasar hukum yang terdapat pada ayat-ayat al-

Quran, hadis Rasulullah SAW, pendapat ulama, peraturan-

peraturan yang terdapat dalam hukum posistif tentang 

tabungan haji dan nisbah bagi hasil. 

Berdasarkan praktik akad pada tabungan haji dari aspek 

pemahaman terhadap akad oleh kedua belah pihak belum 

terpenuhi dengan sempurna, karena nasabah tidak memahami 

apa yang mereka sepakati, hanya saja mereka menyetujui 

perjanjian hitam di atas putih.  Kerelaan yang dituntut oleh 

syariat dalam bertransaksi adalah kerelaan yang hakiki didasari 

oleh pemahaman yang sama antara kedua belah pihak karena 

adanya transparansi dalam akad. Jika kerelaan itu tidak 

permanen karena ada unsur gharar maka akad tersebut cacat 

dan bisa jadi naik levelnya menjadi batal. Adanya perjanjian 

hitam di atas putih sudah sesuai dengan firman Allah QS al-

Baqarah ayat 282 yaitu …. Jika kamu melakukan transaksi utang 

piutang untuk jangka waktu tertentu, maka tuliskanlah...., 

dilihat dari sejak produk ini diluncurkan belum ada 

permasalahan wan prestasi yang dilakukan oleh kedua pihak 

maka ini sudah sesuai dengan firman Allah QS. Almaidah ayat 

1, “…hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu” 

Berdasarkan hadis Rasulullah SAW bahwa bermuamalah 

dalam bentuk apapun boleh selagi tidak melanggar hal yang 
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dilarang oleh Allah dan meninggalkan yang diperintahkan oleh 

Allah SWT. 

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf: 

 

لْحُ جَائزٌِ بيَْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إلِاَّ صُلْحًا حَرّمَ حَلالَاً أوَْ أحََلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلىَ  الصُّ

مَ حَلالَاً أوَْ أَ حَلَّ حَرَامًا  شُرُوْطِهِمْ إلِاَّ شَرْطًا حَرَّ

 

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin 

kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau 

menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat 

dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang 

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." 

 

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, 

riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya:   

 لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ 

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh 

pula membahayakan orang lain." 

Berdasarkan Kaidah fiqh:   

 الأصَْلُ فيِ المُعاَمَلةَِ الِإباَحَةُ الاَّ أنَْ يدَُ لَّ   دَلِيْلٌ عَلىَ تحَْرِيْمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan 

kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” 

 أيَْنمََا وُجِدتَِ الْمَصْلحََةُ فثَمََّ حُكْمُ اللِ 

 

 "Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum 

Allah” 

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 15. Tahun 2000 1) bahwa 

pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu 

bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip Bagi Untung 

(Profit Sharing), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan 

setelah dikurangi modal (ra’su al-mal) dan biaya-biaya, dan boleh 

pula didasarkan pada prinsip Bagi Hasil (Net Revenue Sharing), 

yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi 

modal (ra’su al-mal); dan masing-masing memiliki kelebihan dan 
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kekurangan; 2) bahwa kedua prinsip tersebut pada dasarnya dapat 

digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam Lembaga 

Keuangan Syari'ah (LKS); 3) bahwa agar para pihak yang 

berkepentingan memperoleh kepastian tentang prinsip mana yang 

boleh digunakan dalam LKS, sesuai dengan prinsip ajaran Islam, 

DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang prinsip 

pembagian hasil usaha dalam LKS untuk dijadikan pedoman.94 

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti kepada nasabah 

tabungan haji di BNI Syariah sebagaimana sudah peneliti uraikan 

pada subbab terdahulu bahwa aspek sosial yang berkembang di 

masyarakat tentang tabungan haji bahwa masyarakat muslim 

Indonesia menjadikan tabungan haji sebagai sarana untuk pergi 

menunaikan ibadah haji. Tidak ada nasabah yang membuka 

rekening tabungan haji untuk kebutuhan (motivasi) bisnis.  

Ada dua tipe nasabah tabungan haji di BNI Syariah yaitu 1) 

nasabah yang membuka rekening tabungan haji hanya untuk 

menyetor uang yang cukup untuk setoran awal agar dapat porsi haji, 

kemudian manabung lagi untuk pelunasan keberangkatan haji 

ketika sudah mau berangkat; 2) nasabah yang membuka rekening 

tabungan haji untuk menabung sedikit demi sedikit sebagai biaya 

perjalanan haji sampai cukup untuk berangkat haji. Dari dua tipe 

nasabah tersebut motivasinya hanya untuk bisa beribadah 

menjalankan rukun Islam yang ke lima. 

Kondisi masyarakat muslim yang seperti itu, menjadikan 

mereka tidak mementingkan urusan muamalah yang mereka 

lakukan terkait dengan tabungan haji. Ketika ditanya tentang akad 

atau perjanjian yang mereka sepakati dengan pihak bank pada 

produk tabungan haji 90% dari informan tidak mengerti dan tidak 

memperhatikan hal tersebut, tanpa mereka pahami apapun tentang 

perjanjian yang ada pada tabungan haji tersebut mereka tanda 

tangan saja dokumen yang disodorkan kepada mereka. nasabah 

                                                           
94Fatwa DSN-MUI Nomor 15 Tahun 2000,  tentang Prinsip Distribusi Hasil 

Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah. 
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tabungan haji percaya 100% bahwa BNi Syariah tidak akan menipu 

mereka dalam artian tidak akan melarikan dana mereka karena BNI 

Syariah sudah ditunjuk oleh Kemenag/ BPKH. 

BNI Syariah sebagai pihak yang memiliki produk tabungan haji 

sudah jelas motivasi utamanya adalah bisnis. Tabungan haji yang 

dititipkan oleh nasabah dikelola oleh BNI syariah agar bisa 

menghasilkan, untuk itu BNI Syariah menggunakan akad wadiah 

dan akad mudharabah. Akad wadiah yang digunakan adalah akad 

wadiah dhomanah dan akad mudharabah mutlaqah. Dana tabungan haji 

yang terkumpul oleh BNI Syariah diinvestasikan, keuntungan yang 

diperoleh dalam akad wadiah hanya akan diambil oleh BNI Syariah. 

Kembali ke implemenasi nisbah bagi hasil Tabungan Haji BNI 

Bitullah iB Hasanah pada BNI Syariah Cabang Bengkulu, 

permasalahan hukum timbul terletak pada akad mudlarabah itu 

sendiri. Asumsi ini timbul berdasarkan fakta bahwa ada dua tipologi 

nasabah Tabungan Haji BNI Bitullah iB Hasanah pada BNI Syariah 

Cabang Bengkulu. Perama, nasabah yang dari awal mempunyai 

keinginan yang kuat untuk menunaikan ibadah haji, akan tetapi 

tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk melakukan 

setoran, dan juga tidak mempunyai target waktu pencapaian dalam 

waktu yang singkat, karena tidak memiliki penghasilan yang tetap, 

dan tidak pula punya harapan penerimaan tertentu  dengan jumlah 

tertentu atau dalam waktu tertentu. Kedua, nasabah yang  

mempunyai keinginan kuat untuk menunaikan ibadah haji dan juga 

memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk melakukan 

setoran Biaya Penyelenggaraan Haji guna mendapatkan nomor 

porsi. Hanya saja, karena sedang ada keperluan sifatnya mendesak  

atau karena kendala tertentu sehingga uang yang ada di tangan 

belum mencukupi nominal 25 juta rupiah. Nasabah tipe kedua ini 

memilih produk Tabungan Haji BNI Bitullah iB Hasanah hanya 

ingin menitipkan dana yang ada sementara menuggu dana yang 

nasih terpakai untuk kepenting tertentu. Yang pasti nasabah ini 

sudah mempunyai target waktu tertentu, karena dananya memang 
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ada dan cukup untuk itu. Hanya saja belum sepenuhnya ditangan. 

Ketiga, nasabah yang  mempunyai keinginan kuat untuk 

menunaikan ibadah haji dan sudah memiliki uang yang cukup 

untuk melakukan setoran Biaya Penyelenggaraan Haji guna 

mendapatkan nomor porsi. Nasabah tipe ketiga ini memilih produk 

Tabungan Haji BNI Bitullah iB Hasanah hanya karena procedural. 

Artinya membuka rekening tabungan hanya karena prosedur 

mendapatakan nomor porsi sebagi syarat mutlak pendaftaran haji 

memang demikian adanya. Nasabah seeperti ini biasanya sama 

sekali tidak mempedulikan akad apa yang digunakan, apa lagi 

menyangkut sisi bisnis nisbah bagi hasil. 

Dari tiga tipologi nasabah produk Tabungan Haji BNI Bitullah iB 

Hasanah di atas terlihat jelas satu pun tida ada yang mempedulikan 

nisbah bagi hasil yang ditawarkan bank. Lalu kesepakan bank 

tentang nisbah bagi hasil tersebut kepada siapa ?. Jawabannya sudah 

bisa dipastikan antara pihak bank dengan nasabah. Tapi faktanya 

nasabah tidak peduli.  

 

C. Aspek Ekonomi Bisnis 

Aspek normatif di atas tidak cukup untuk menjelaskan 

problematika bisnis Islam yang samapai hari ini masih mencari 

bentuk yang ideal. Aspek hukum hanya menjawab persoalan boleh 

atau tidak boleh, halal atau haram atau mungkin makruh tetang 

bisnis yang akan atau sedang dijalankan. Tentang  bagaimana bisnis 

tersebut dijalankan tentu saja harus memperhitungkan prospek 

menguntungkan atau tidak, lebih jauh lagi apakah perpengaruh 

terhadap peningkatan perekonomian pelaku atau tidak. Alquran 

mengisyaratkan prinsip-prinsip ekonomi ditunjukkan untuk 

kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia. Hak-hak individu 

dan hak bersama selalu ada tempatnya dalam ajaran islam. Dalam 

masalah tersebut Islam telah memiliki prinsip-prinsip yang tidak 

mengabaikan hak-hak individu maupun sosial. Islam menghormati 

kebebasan individu tanpa merusak kepentingan bersama dalam 
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kehidupan masyarakat. Islam meletakkan suatu keseimbangan yang 

adil dan wajar antara hak perorangan dan hak-hak masyarakat. 

Sistem ekonomi Islam berbeda secara mendasar dengan sistem 

ekonomi lainnya, dalam hal corak bentuk dan tujuannya. Sistem ini 

berusaha memecahkan problema ekonomi dengan menempuh jalan 

tengah antara dua pola yang ekstrem kapitalisme dan satu pihak dan 

sosialisme di pihak lain. Ia mengambil kebaikan kebaikan dan 

membuang unsur-unsur jelek dari dua sistem tersebut. Ia tidak 

memberikan kebebasan mutlak sehingga merusak kepentingan 

masyarakat dan individu, tidak boleh menganjurkan pengaturan 

secara kaku dan totaliter sehingga menghancurkan kepribadian 

individu yang merupakan pelaku utama dan   sumber kekuatan 

sistem ini.  

 Dalam Alquran memuat berbagai macam kegiatan ekonomi, 

diantaranya cara-cara dalam mendapatkan harta, larangan 

menumpuk harta, perintah infaq, perintah zakat. Islam tidak 

membenarkan umatnya mencari harta dengan cara yang tidak 

disukai oleh Allah. Cara yang tidak disukai Allah tersebut banyak 

macamnya, diantaranya dengan cara mengambil harta orang lain 

secara tidak sah, seperti korupsi dan mencuri. Perbuatan demikian 

mengakibatkan kerugian pada pihak pihak lain. Sedangkan cara-

cara yang sah bagi individu-individu untuk memperoleh harta 

dengan adanya kerelaan dan keadilan, hal itu disahkan. Oleh karena 

itu dalam pandangan Islam, dalam hal bisnis ada dua hal penting 

yang harus diperhatikan yang pertama bisnis harus bereorientasi 

kepada keuntungan (profit oriented) dengan memperhatikan kerelaan 

kedua belah pihak, yang kedua keuntngan yang berkeadilan, jangan 

sampai keuntungan satu pihak menyebabkan kerugian di pihak lain. 

Tegasnya, dalam hal ekonomi bisnis masyarakat haarus dibrikan 

kebebasan untuk berenovasi dalam rangka meraih keuntungan. 

Aspek yuridis formal hanya memberi rambu-rambu syari’ah yang 

juga harus dita’ati oleh para pelaku bisnis. Bukan sebaliknya para 
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pelaku bisnis selalu terbelenggu dengan aturan-aturan fikih 

(yuridis/normatif). 

Kembali ke nisbah bagi hasil produk Tabungan Haji, yang 

perbandingan bagi hasilnya sudah ditetapkan oleh Bank Syariah 

dengan perbandingan 10 : 90 %, 10 % nisbah nasabah dan 90 % 

nisbah bank. Dengan perbandingan tersebut, maka berdasarkan 

output simulasi proyeksi  bagi hasil simpanan Tabungan Haji  yang 

akan diperoleh nasabah adalah seperti pada tabel berikut:: 

 

Tabel 4.1 
Proyeksi  Bagi Hasil Simpanan Tabungan Haji  Bank 

Yariah Berdasarkan Besaran Investasi Nasabah dalam Mata Uang 
Rupiah 

Mata Uang Besaran Investasi Proyeksi Nisbah 

 

 

IDR 

  1.000.000,00    860,00 

  2.000.000,00 1.720,00 

  3.000.000,00 2.580,00 

  4.000.000,00 3.440,00 

  5.000.000,00 4.300,00 

10.000.000,00 8.600,00 

 Sumber: Diolah dari Simulasi Pendanaan BNI Syariah.95 

 

Pada tabel di atas terbaca bahawa jika nasabah Tabungan Haji 

Bank Syariah yang ketika membuka rekening tabungnnya 

menggunakan akad mudlarabah (bukan wadiah), dengan infestasi 

awal sebesar satu juta rupiah, maka proyeksi nisbah yang diperolah 

bulan berikutnya sebesar Rp. 860,- dan pada suatu saat saldo 

tabungannya mencapai 10 juta rupiah, maka proyeksi nisbah yang 

diperoleh pada bulan berikutnya adalah sebesar Rp. 8.600,- dan jika 

saldo tabungan sebesar 10 juta tersebut bertahan sampai dengan satu 

tahun dan ditambah nisbah setiap bulannya, maka dalam satu tahun 

                                                           
95https://www.bnisyariah.co.id/personal/simulasi/pendanaan, di akses 

pada tanggal 13 Nopember 2019. 

https://www.bnisyariah.co.id/personal/simulasi/pendanaan
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nasabah akan memperolah nisbah sebesar lebih kurang Rp. 100.000,- 

(seratus ribu rupiah).  

Dari ilustrasi hitungan nisbah di atas, secara ekonomi bisnis jelas 

tidak menguntungkan (non profitable). Bisa dibayangkan jika jarak 

kantor BNI Syariah dengan rumah kediaman nasabah relative jauh, 

dan setiap menyetor tabungnnya menggunakan angkot atau apalagi 

kendaraan pribadi speda motor misalkan, maka jelas nisbah yang 

diperolehnya tidak akan menutupi biaya transportasi yang ia 

keluarkan. Dari sisi ini maka wajar jika sebagain besar nasabah 

bersikap apatis terhadap hitungan nisbah bagi hasil tersebut. Lebih 

baik mereka membuang jauh-jauh motifasi bisnis yang dijanjikan 

pihak bank, toh hasilnya juga tidak sebanding dengan biaya yang 

mereka keluarkan, lebih baik membulatkan tekad mengumpulkan 

uang semata-mata karena keinginan yang kuat untuk menunaikan 

ibadah haji.  
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dismpulkan sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan nisbah bagi hasil pada produk tabungan haji di BNI 

Syariah adalah nisbah bagi hasil ditetapkan oleh BNI Syariah 

dengan sistem revenue sharing, disetujui oleh nasabah dengan 

tanda tangan dalam dokumen perjanjian. Didasari oleh motivasi 

untuk menjalankan rukun Islam yang ke lima dan unsur 

kepercayaan dari masyarakat, maka nasabah menandatangani 

semua dokumen yang diperlukan dalam tabungan haji. Dengan 

demikian  maka secara procedural sudah berjalan sebagaimana 

mestinya. 

2. Analisis mendalam dari aspek sosiologis pelaksanaan nisbah 

bagi hasil produk Tabungan Haji perbankan syariah relatif sudah 

menjawab sebagian problem sosial masyarakat karena situasi 

dan kondisi sebagai konsekuensi logis dari kebijakan pemerintah 

tentang tata kelola perjalanan haji dan belum menjawab problem 

sosial ekonomi karena kesulitan keuangan. Adapun dari sisi 

normatif masih ada persoalan hukum pada saat akad, dimana 

nasabah tidak mendapatkan penjelasan yang memadai 

mengenai nisbah bagi hasil, sehinggga pelaksanaannya juga 

tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan dari aspek ekonomi 

bisnis impementasi nisbah bagi hasil produk Tabungan Haji BNI 

Baitullah iB Hasanah ini tidak profitable, biaya yang dikeluarkan 

tidak sebanding dengan nisbah yang diperoleh. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan maka terdapat beberapa saran 

dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
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1. Kepada DSN-MUI, meskipun fatwa yang dikeluarkan hanya 

menjawab permintaan oleh lemabaga keuangan syariah bagi 

keabsahan produk bisnis yang akan dipasarkan, namun yang 

dijadikan pertimbangan fatwanya tidak semata berdasarkan 

kajian fikih, namun kajian dari berbagai aspek, misalkan aspek 

sosiologis masyarakat yang menjadi objek dan/atau fatwa, 

begitu aspek ekonomi bisnisnya juga layak dipertimbangkan. 

2. Kepada Perbankan Syariah, jika yang menjadi dasar 

pertimbangan dikeluarkannya produk Tabungan Haji adalah 

dalam rangka membantu masyarakat menghimpun dana untuk 

mendapatkan nomor parsi (antrian), karena masalah finansial, 

maka yang paling pas adalah tabungan yang menggunakan akad 

wadiah. Adapun tabungan yang menggunakan akad mudlarabah 

(bagi hasil) baiknya dipertimbangan untuk dikaji ulang 

kelayakan bisnisnya terutama bagi nasabah sendiri. 

3.  Kepada Umat Islam agar  tidak bersikap apatis, apriori ataupun 

terlalu percaya dan pasrah terhadap produk perbankan syariah. 

Sikap yang wajar (professional dan proporsianal) sangat 

diperlukan bagi berkembangnya lembaga keuangan syariah dan 

bisnis syariah.  
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